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ABSTRAK 

: Sekar Ayu Probowati 
: Ilmu Hukum 
: Pengaturan dan Pengelolaan Tenaga Keija Nasional Pada 

Kontraktor Production Sharing Minyak dan Gas Bumi 

Tesis ini membahas pengaturan tenaga kerja nasional dan pengelolaannya. 
Industri Minyak dan Gas Bumi (migas) yang mempunyai karakteristik khusus, 
yaitu padat modal, beresiko tinggi dan membutuhkan keahlian dari sumber daya 
manusia nya da1am mengelola cadangan migas, maka terdapat keterbatasan 
jumlah tenaga kerja nasional dalam sektor ini. Untuk mengatasi keterbatasan 
sumber daya manusia aJam pengelolaan cadangan migas, Pemerintah 
menuangkan pengutamaan penggunaan tenaga kerja nasional dalam ~ontrak Bagi 
Hasil antara KPS dengan BPMIGAS. Pengut aan tenaga kelja nasional tersebut 
dituanglqm dalam klausula pelatiban dan penempatan tenaga kerja nasional dalam 
KPS. Berdasarkan Kontrak Bagi Flasil tersebut, KPS wajib untuk melakukan 
pengembangan terhadap kompetens1 tenaga kerja nasional untuk meningkatkan 
keahlian pekeFja dalam pelaksanaan eksplorasi dan produksi migas dan..peraturanR 
peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dalam indu tri migas khususnya, dan 
peraturan ketenagakerjaan yang oerlaku pada umumnya. Oleh karena itu perlu 
dikaji le6ih lanjut mengenai keBijakan dan pelaksanaan pengelolaan dan 
pengemhangan tena kerja nasional, oaik untuk peK:erja kontrak, pekerja tetap 
dan peketja kontrak pihak ketiga (butsource ), da1am suatu KPS. 

Kata Kunci: 
Minyak dan Gas Bumi, Kontraktot PFoduction Shan·ng, enaga Kelja Nasional 
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ABSTRACT 

Sekar Ayu Probowati 
llmu Hukum 
The Regulation and the Development of National Workers 
at Production Sharing Conlract in Oil and Gas Sector. 

The focus of this study is for regulating and developing of national workers who 
worked in Production Sharing Contract Company in oil and gas sector. The Oil 
and Gas sector have special characteristic such as the large amount of capital 
needed, high risk and require a complicated technology to explore and exploited 
the oil and gas. The deficiency of national workers had raise in this sector. To 
prevent the deficiency amount of national workers get bigger, The Government of 
Indonesia raise the regulatl"Un to the Production Sharing Contract Company to hire 
national workers as a priori , and develop the national workers competency. The 
Production Sharing Contract Company shall obey the government poJicy of 
worke and oil and gas, subject to the Production Sharing Contract had been 
signed by the Government of Indonesia nd Production Sharing Contract 
Company. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. LA TAR BELAKANG MASALAH 

Bahan galian tambang adalah sumber daya alam yang tak terbarukan 

(unrenf:Wabie resources) dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan 

pendekatan manajemen ruangan yang ditangani secara holistik dan integratif 

dengan memperhatikan empat aspek pokok yaitu, aspek pertumbuhan (growth), 

aspek pemerataan (equity), aspek lingkqngan (environment), dan aspek konservasi 

(conservation).1 Penggunaan pendekatm yang dem.ikian memerlukan kesadaran 

bahwa setiap kegiatan eksploitasi bahan galian akan enghasilkan dampak yang 

bermanfaat sekaligus dampak merugikan bagi umat manusia pada umumnya dan 

masyarakat lokal pada khususnya. 

Salah satu bahan galian t bang yang mempunyai nilai tinggi saat ini 

adalah "emas hitam" atau minyak bumi rlan gas bumi. Minyak Bumi dan Gas 

Bumi ("selanjutnya disebut Migas) sebagai kekayaan alam asional, merupakan 

swnber daya alam yang tak terbatukan, oleh kare a itu pengusahaannya liarus 

dilakukan secara optimal? 

Penggunaan pasal 33 ayat (2) dan (3) lJUD 1945 dilakukan dengan. 

pendekatan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan merupakan milik 

bersama (common property) bangsa Indonesia dan <Jipergunakan untuk 

kesejahteraan dan sebes -besamy kemakmw:an rakyat dari satu generasi ke 

generasi selanjutnya secara berkelanjutan. 

1 Yusgiantoro, Purnomo, ''K:ebijakan dan Strateg,is Pengelolaan umber Daya Almn dan 
Lingkungan Sektor Pertambangan dan E."lergi". (Makalah)Keynote Speaker Seminar Nasional 
Pengaturan Pengalolaan Pertambangan dalam Ern Otonomi Daerah dari PerspeklifKemandirian 
Lokal, Makassar), him 3. 

2 Kebijaksanaan pengaturannya berpedoman pada pasaJ 33 ayat (2) dan (3) Undang - Undang 
Dasar 1945, yaitu : 
"(2) Cahang - cabang produksi yang penring bagi negara dan yang menguasai hajat hidup 

orang banyak dlkuasai oleh negara. " 
"(3) Bwni, air dan lrekayaan a/am yang terkandung didalamnya dlkuasai oleh negara dan 

dlpergunakan sebesar- besarnya untuk kemahnuran rakyat. " 

1 
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Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bangsa Indonesia 

memberi kekuasaan kepada Negara Kesatuan Republik. Indonesia untuk mengatur, 

memeliha.ra, dan mempergunakan kekayaan kekayaan alam tersebut dengan 

sebaik- baiknya sehingga tercapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. 

Kedudukan Migas bernilai strategis dan vital sebagai cabang produksi 

yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, 

merupakan wewenang negara untuk meoguasai kekayaan alam yang terdapat di 

wilayah hukum pertambangan Indonesia disebut dengan hak penguasaan. 

Sedangkan pelaksanaan hak penguasaan negara khusus untuk pertambangan 

Migas disebut pengusahaan pertambangan Migas.3 

Penguasaan dan ~engusahaan atas Migas ini kemudian diatur dengan pasal 

3 Undang - Undang No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan 

Gas Bumi. Diatur tli dalamnya y aitl.l baliwa pengusahaan pertambangan Migas 

hanya dapat diselenggarakan oleh negara dan selanjutnya negara mendelegasikan 

pel ' sanaan pengusah pertambangan Migas kepada sebuah erusahaan negara 

dalam bentuk kuasa pertambangan. Perusallaan Negara yang dimaksud sebagai 

pemegang asa pertambangan atas Migas di Indonesia adalah Perusahaan 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau disingkat PER~AMINA yang 

dasar pembentukannya adalah Undang - Undang No. 8 tahun 1971 temang 

Perusahaan Pertambangan Minyak dan s Bumi Negara.4 

Saat dibentulmya Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tersebut, 

pengusahaan Migas yang dilakukan oleh PERT AMINA belum dapat dilakukan 

secara mandiri. Hal ini <likarenakan ada:n a hambatan utama yang bersumber dari 

sifat alamiah industri perminyak itu sendiri, yaitu ke~amsan adanya 

permodalan, teknologi dan somber daya manusia yang kuat serta tak terbat~. 5 

3 S. Sosrokoesoemo, Ann, Pelaksanann Ketentuan Pasa/ 33 ayat {2) dan {3) Undang-Undang 
Dasar 1945 Dafam B/dang Pertambangan Minyak dan Gas Bum/, hlm. 66 . 

.j Ibid, hal. 71. 

' Hambatan-ham.balan tersebut diatasi Pemerintah dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang­
Undang No. 8 Talum 1971, yang menyatakan bahwa: 
"(J) Peru.sahaan dapat mengadakan lcerjasama dengan pihak lain dafam b<mtuk "Konrrak 

Production Sharing. " 
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Negara memperkenankan PERT AMINA untuk mengadakan kerjasama dalam 

pengusahaan Migas dengan pibak lain dalam bentuk Kontrak Production Sharing 

(KPS) atau dapat disebut juga Produclion Sharing Contracl (PSC) atau Kontrak 

Bagi Hasil. PSC lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 

1994 tentang Syarat - syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Min yak 

dan Gas Bumi. 

Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan 

datang, kegiatan usaha Migas dituntut untuk lebih mampu mendukung 

kesinambungan pembangunan nasional dalarn rangka peningkatan kemakrnuran 

dan kesejahteraan rakyat. Saat ini, sudah terdapat political will dari Pemerintah 

untuk melaksanakan reformasi peraturan perundang-undangan industri Migas 

dengan me gganti Undang-U dang No.8 TaHun 1971 dengan Undang - Undang 

No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("selanjutnya disebut UU 

Migas"). 

'Adapun tujuan dari pen}!!lSunan Undang-U dang No. 2 Tahun 2001 

ten tang N1inyak dan Gas Bumi adalab: 6 

terlaksana dan erkendalinya Minyak dan Gas Bumi sebagai umber 

daya alam dan sumber daya pembangwian yang bersifat sbategis dan 

vital 

2. mendukung dan menumbuhkembangkan ke arnpuan nasio al un rik 

lebib mampu bersairrg; 

3. meningkatnya pendapatan negam dan mem eri an l<:ontribusi yang 

sebesar-Besamya bag! perekonornian nasional, mengembangkan dan 

mempe kuat industri <Jan perdagangan lndonesia; 

4. menciptakan lapangan.rkeljja, memperoaiki lingkungan, meningkatnya 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 

Tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai Pemerintah dengan melaksanakan 

dan mengendalikan kegiatan hulu Migas melalui Kontrak Kerja Sama.7 Kontrak 

6 Penjelasan atas Undang~Undang No. 22 Tahun 20011enlmlg Minyak dan Gas Bumi. 

7 Sebagaimana dlnyatakan dalam pe.sal 6 ayst (1) UU No. 22 Tahtm 2001 tentang Min yak dan Gas 
Bwni; 

Universitas Indonesia 
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Kerja Sarna ini didefinisikan dalam Pasal 1 angka 19 UU No. 22 Tahun 2001 

sebagai Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak: keija sama lain dalam kegiatan 

Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan basilnya 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, 

pengaturan Kontrak Bagi Hasil, yang lebih lazim disebut dengan PSC, tunduk 

pada UU Migas dan diatur lebih lanjut di dalam Peratwan Pemerintah No. 35 

tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

Dalam pasal 11 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001, disebutkan bahwa 

Kegiatan Usaha Hulu, yang meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi 

dilaksanakan oleh Bad saba atau .Bentuk Usaha Tetap berdasazkan Kontrak 

Kerja Sarna dengan Badan Pelaksana. Hal ini berarti pelaksana dari PSC telah 

beralih dari PE T AMIN A kepada Bad an Pelaksana yang ditetapkan dengan PP 

No. 42 Tahun 2002 tentang pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bum:i atau yang disingkat dengan BP MIG AS. 

Menyadari bahwa industri Minyak dan Gas Bumi merupakan industri yang 

memerlukan permodalan yang cukup besar resiko kegagalan yang tingg:!, 

keahlian yang handal dan teknologi canggih, maka kerjasama yang berbentu:k 

PSC dilalrukan dengan perusaliaan - perusahaan yang dinilai memiliki 

kemampuan untuk rnengatas · pennasalahan terse but. Perusahaannya kemutlian 

disebut sebagai Kontraktor Kontrak I<ierja Sarna ( S) atau Kontraktor 

Production Shoring (KPS). 

" (1) Keglaran usaha hulu sebogainuma 'dlmoksud do/am Pasal 5 angka 1 dllaksanakan dan 
dikenda/lkan. mela/ui Kontrak Kerja Sarna sebagalmana diTTrllksud dalam P · I 1 angka 19. " 
Pasal 5 angka 1 UU No. 22 Tahun 2001 , menyatakan: 
~· Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdin alas: 

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup: 
a. Eksplorasi; 
b. Eksploitasi. 

Eksrlomsi didefinisi.kan daJam Pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2001, adalah kegiatan yang 
berlujuan memperoleh lnjom1asi mengenal kondlsi geologt unruk menemukan dan memperoleh 
perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bwni di Wilayah Kerja yang ditentukan; 
Eksploiwi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 22 Tahun 2001, adalah rangkaian 
kegiatan yang bertujuan 1mtuk menglwsilkan Minyak dan Gas Bum/ dari Wilayah Kerja yang 
ditentukan, yang etrdiri atas pengeboran dan penye/esoian sumur, pembangunan sarona 
pengangkutan, penyimpanan, dan pengolohan unruk pemisahan dan pemumtan Minyak dan Gas 
Bumi dllapangan serta /reglatan lain yang mendulcungnya. 
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Seiring dengan meningkatnya harga Minyak dan Gas Bumi di Dunia pada 

tahun 2008, setiap negara penghasil Migas dituntut untuk melaksanakan kegiatan 

eksplorasi dan eksploitasi berkesinambungan agar didapat basil yang maksimal 

untuk peningkatan produksi Migas. Sehingga tak pelak lagi, unsur Sumber Daya 

Manusia (SDM) atau tenaga kerja dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang 

cukup, dibutuhkan untuk menunjang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas 

terse but. 

Pemerintah Indonesia, pada akhir tahun 2009, mencanangkan target untuk 

meningkatkan produksi migas yang diharapkan mencapai 3Q% a tau 1 ,3 juta bpod 

(barrel of oil per day). 8 

R('<disa5 ~ d<llrl ar~~~ pmll ukst mtn~·<lh: ·· l;.nndcnsa\ (bard) · 
----·- - ----- ---- - - ---- -

1 • • 

2006 1,007 juta 

20'07·· 1,050iuta* 

2008 1,088juta• 

2009 .I ,300.juta* 
. . . 

"' Target produksi Migas. Data diolab oleh 

amun sebelum mencapai target menghadapi: 

kenyataan pen an jumlah tenaga kerja otuk sektor tersebut. Berdasarkan da 

yang dimiliki Diijen Migas, tercatat angka 291 .173 tenaga kerja daJam negeri di 

tahun 2006. Bila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja sektor migas dalam 

negeri pada tahun 2005 (295 .198) dan 2004 (295.507), angka tersebut jelas 

mengalami penurunan. Ada beberapa hal yang menyebabkan masalah 

ketenagakerjaan di seldor Migas yartg berpengaruh terhadap peningkatan produksi 

Migas.9 

Hal-hal tersebut antara lain ketergantungan penggunaan tenaga kerja asing 

(TKA) yang menguasai teknologi dan permodalan dan keterbatasanjumlah tenaga 

8 htl]J://www. porta! hr. com/majalah/ed isisebelunmya/rekruitmen/1 id768. hlml. didownload tangga\ 
lO Juni 2008. 

9 Ibid 

Universitas indonesia 



Pengaturan Dan..., Sekar Ayu Prabowowati, FH UI, 2009

6 

keija nasional {TKN) Migas yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta 

keahlian di bidang Migas. Selain itu ada juga masalah penciptaan tenaga keija 

Migas yang belum tersttuktur dan fresh graduate yang tidak siap pakai. 

Kesimpulannya adalah kebutuhan SDM Migas saat ini secarn kualitas dan 

kuantitas bisa dibilang kurang memadai. Sehingga proses rekrutmen di 

perusahaan Migas pun tidak beijalan dengan baik. 

Pemerintah menyadari perlu adanya regenerasi TKN di industri Migas 

nasional. Oleh karena itu, di dalam Pasal 26 PP No. 35 Tahun 2004, Pemerintah 

mensyaratkan bahwa kontrak keija sama (berbentuk PSC) wajib memuat paling 

sedikit beberapa ketentilao pokok, diantaranya yaitu memuat pengutamaan 

penggunaan tenaga kerja Indonesia. 

Agar di apat tenaga keija nasional yang kompeten berkarya di bidang 

migas, Pemerin all ensyaratkan para tenaga keljanya untuk dapat dikelola. 

Pemerintah melalui BPMIGAS memberik kewenangan kepada KPS untuk 

melaksanakan kebijakan yang bersifat operasional, sedangkan untuk kebijakan 

yang berdampaki pada hubungan industrial, KPS tetap memerlukan persetujuan 

BPMIGAS dan tunduk pada ketentuan~ketentuan yang diatur dalam Pedoman 

Tata Kerja No. 01 8/PTK/V/2005 tentang pengelolaan sumber daya manusia 

Kont:raktor Kontrak: Keija Sama ( disebut dengan KKKSrJ.(PS). 

Pengutamaan penggu{laan TKN ini dintur lebih lanjut dalam Pasal82 ayat 

(1) PP No. 35 :rabun 2004, yang mengatur bahwa dalam memenuhi kebutuhan 

tenaga kerjanya, Kontraktor (KPS) wa ib mengutamak:an penggunaan tenaga kerja 

warga negara Indonesia dengan memperhatiKan pemanfaa an tenaga kelja 

setempat sesuai engan standar kompetensi Y,ang <lipersyaratkan. 

Namun, dengan adanya suasana kompeti · dalam produksi migas saat ini~ 

untuk mendapatkan keuntwigan (rf:vetme) yang l'QakSIIDal KPS berusuha untuk 

mengefisienkan biaya produksi (production cost). Altematif upaya untuk 

melaksanakan efisiensi production cost adalah dengan mempekerjakan pekerja 

dalam jumlah minimal untuk memperoleh produksi yang maksimal Oleh karena 

itu, KPS memberikan perhatian utama pada pekerjaan yang menjadi bisnis inti 

(core business) dan memberikan pekeijaan penunjang pada pihak lain. Praktik 
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pelaksanaan sebagian pekeijaan yang diberikan kepada perusahaan lain atau pihak 

ketiga disebut dengan "Outsourcing". 10 

Dalam pelaksanaannya, tenaga kerja Nasional dalam bisnis inti suatu KPS, 

dipekerjakan dengan beberapa mekanisme. Mulai dari mempekerjakan pekeija 

melalui suatu perusahaan Outsourcing, lumrah disebut sebagai pekerja kontrak 

pibak ketiga (oursource), kemudian mempekerjakan pekerja d~ngan sistem 

kontrak untuk waktu tertentu berdasarkan Peijanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) dan pekerja untuk waktu tidak tertentu berdasarkan Perjanjian Ke!j!! 

Waktu Tidak Tertentu (PKWIT). 

Pelaksanaan outsourcing pad a umumnya menimbulkan permasalahan bagi 

pengusaha ang melaksanakan sistem oursor1rcing ini, begitu juga den-gan KPS 

yang melaksanakan out& urcing. Timbulnya pennasalahan pada praktek 

outsourcing, disebabkan sementara belum terse:dia perundang-undangan bidang 

ketenagak.eijaan yang mengatur tentang hal tersebut. UU No. 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan 

beberapa pasal menga 

pekeijalburuh me1a1ui p 

tidak menyebut istilah outsourcing namun dalam 

tentang pemborongan pekerjaan dan genggunaan 

sahaan jao;;a penyedia pekeija7buruh yang akhimya 

dikenal dengan sebutan Oil/sourcing dengan m sud: 

• sebagai landasan hukuin men)likapi praktek outsourcing; 

.. setiagai acuan menyelesaikan permasalcihan yang timbul diling!rup 

outsourcing. 

Pelaksanaan outsourcing merupakan kebutuhan dari. kondisi saat i...'li, 

contohnya adalah untuk pengbasil conSJime~ goads yang memberikan semua 

bagian non-corenya kepada ,Pihak lain. Outsourcing 15U:kanlah hal barn yang 

dipraktekkan tetapi merupakan praktek. yang sudah dilakukan beberapa 

perusahaan yang berhasil dalam effisiensi yang juga dicirikan dengan minimnya 

masaJah-masalah perburuhan. Outsourcing mumi akan memberikan nilai tambah 

1° Corporate Organization & Human Capital Development, Astra Human Resources ManagemenJ 
Manual, him 1. 
Corporate Organization & Human Capital Development memberikan definisi "Outsourclnlf' 
adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (perusahaan 
outsourcing) melalui peijanjie.n pemborongan peketjaan atau penyediaanjasa pekerja yang dibuat 
secara tertulis. 
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dari lepasnya masalah hubungan industrial, remunerasi, benefits dan hal-hal lain 

yang sifatnya melekat pada pekerja karena produk jasalah yang diambiJ dari sifat 

keljanya. Pengusaha beranggapan bahwa perubahan dari suatu kondisi yang telah 

ada di suatu perusahaan menuju outsourcing merupakan Jangkah efisiensi yang 

sangat strategis untuk kelancaran usaha yang ada pada saat ini 11
. 

Pekeija yang mau dipekerjakan dengan status outsource ini pun tidak 

terlepas karena adanya filosofis bekeJja yang ada, yaitu; Bekeija adafah 

kebutuhan; bekeija adalah kebersamaan; beketja adalah tumpuan kesejahteraan 

bagi seorang pekerja dan K:eluarganya; dan beke ·a adalah faktor untuk 

mengentaskan kemiskinan. Dari hal-hal tersebut, mau-tidak mau pekeija 

menerima status hubungan keljanya dengan pengusaha. Oleh karena itu peran 

pemerintah sebagai penghasil kebijakan, harus jeli terhadap pennasalahan­

permasalahan DUISOUl"Cing dan aapat menyelesaikan pennasalahan-pennasa)ahan 

outsourcing yang ada. 

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini diberi juaul. ''PENGATURAN 

DAN PENGELOLAAN TENAGA KERJA N SIONAL PADA 

KONTRARTOR PRODUCI'ION SHARINGMINY AK DAN GAS BUMI". 

B. FOKOK PERMASALAHAN 

Berdasarkan uraian diat&s, da at dita!iik rumusan masalab sebagai berikut: 

1. Dimanakah diatur mengenai pekelja :yang dipekeijakan dengan 

PKWTT, PKWf dan pekelja kontrak pihak ketiga serta pengelolaan 

tenaga kerja nasional dengan berbagai status hubungan erja tersebut 

dalam suatu KP-8? 

2. Apakah pelaksan hubungan keija dan pengelolaan serta 

pengembangan tenaga keJja nasional, ehubungan dengan status 

pekeija outsource dan pekeJja kontrak (PKWT), di suatu KPS telah 

sesuai dengan ketentuan·ketentuan atau peraturan-peraturan 

ketenagakezjaan dan peraturan-peraturan 1ndustri migas yang berlaku? 

11http://www.lheoutsourcingonline.com, Gonjang Ganjtng Tentang Pekerja Kontrak!Pkwt Dan 
Outsourcing, didownload tanggall8 Agustus 2008. 
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3. Bagaimana pekerja yang dipekeljakan dengan sistem outsourcing di 

KPS dianggap dapat meminimalkan biaya produksi KPS? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1 . Untuk mengetahui pengaturan dan metode-metode pengelolaan tenaga 

kerja nasional yang dilaksanakan oleh suatu KPS saat ini. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan hubungan kelja dan pengelolaan serta 

pengembangan kompetensi tenaga kelja nasional, pekerja oulsource 

dan pekerja kontrak (PKWT) di suatu KPS berdasarkan peraturan 

perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku secara umum 

maupun khusus dalam intlustri migas. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pe eija outsource dapat meminimalkan 

biaya produksi dalam suatu KBS. 

D. MANFAAT PENELITJAN 

l{egunaan Teoritis 

1. Dibarapkan dapat menambcih bahan kepustakaan ilmu hukum, 

kbususnya hukum e o omi dan hukum per'Buruhan. 

2. Diharapkan dapat memt>erikan sumbangan pemikiran sebagai 

bahan perbandingan dalam peneJ,itian serta memberikan masukan 

kepada mahasiswa lainnya . 

3. Diharapkan dapat m mbefikan 'de-ide dasar dalam bentuk 

pemikilan barn dalam hal~ela.ksanaan pengelolaan tenaga kerja 

dalam bidang"migas di suatu KPS secara eoritis. 

Kegunaan Praktis 

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada 

umUIJUlya dan pejabat terkait pada khususnya yang membutuhkan 

informasi sehubungan dengan pelaksanaan sistem perekrutan, 

pengadaan dan pengelolaan tenaga kerja. 

Universitas Indonesia 



Pengaturan Dan..., Sekar Ayu Prabowowati, FH UI, 2009

10 

2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada 

instansi terkait dan pemerintah dalam pengimplementasian hukum 

perburuban. 

E. METODOLOGI PENELITIAN 

L Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif, yaitu penelitian dilakukan melalui pengkajian terhadap 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara 

umum meliputi se unlli peru.ndang-undangan yang berkaitan 

dengan hukum bisnis dan secara le1Jih spesifik peraturan 

P.erundang-undangan dalam ruang lingkup Perbwuhan Clan rnigas; 

dan enelitian empiris yaitu penelitian yang dilakuk:an melalui 

pengkajian data"'-data primer. 

Bentuk penelitian 

Bentuk analisis/pendekatan yang dilakukan 

deskriptif-analisis yaitu dengan memoerikan gambaran sinkronisasi 

antara peraturan perundang-undangan yang menga tentang 

Perburuhan yaitu UU ketenagakeJ.jaan dan peraturan perundang­

undangan yang mengatur tentang tenaga kerja clalam biaang migas 

yaitu tJU migas dan peraturan-peraturan pelaksananya, kemudian 

dianalisis terhadaQ objek penelitian untuk mencari jawaban atas 

permasalahan yang Biungkap~an dalam pokok permasai.Jlan. 

3. Somber Data 

a. Data primer 

Untuk pengumpulan data primer, yang antara lain 

berupa Perjanjian-peijanjian Keija dl KPS, Penulis 

menghimpun data dari BPMIGAS dan suatu KPS. KPS 
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berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan tenaga 

ke:tjanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan BPMIGAS. 

Pelaksanaan pengelolaan serta pengadaan tenaga kerja dan 

penentuan status pekerja di KPS wajib tunduk pada 

peraturan penmdang-undangan ketenagakexjaan, dimana 

sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam 

penulisan tesis ini. 

b. Data sekunder 

untuk pengumpulan data sekunder dalam penulisan 

Tesis ini, dj akan ~enelitian data kepustakaan yang 

berupa peratutan perundang-undangan, buku-buku 

karangan ilmiah, surat kabar, artikel-artikel dari berbagai 

penerbit tlan internet yang ernt kaitannya engan asalah 

ketena erjaan diijam ruang lingkup migas. 

Data sekunder terdiri atas: 

1) b<&U<LLJL'LL' 

yaitu peraturain-peraturan yang oerkaitan dengan 

keb ijakan pemecintah dibidang Perburuhan dan 

Migas, misal:nya: 

a). Undang-Undang Dasar 1945 

b). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

c). Undang-Ondang No. 22 ahun 2001 tentang 

Minyak bumi dan uas bum.i. 

d). Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakeljaan 

e). eraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1994 

tentang Syarat - syarat dan Pedoman Keijasama 

Kontrak Bagi Hasil lviinyak dan Gas Bumi 

f). Keputusan Menteri Tenaga Kelja Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia 

No.Kep.lOIMen/VI/2004 Tahun 2004 tentang 
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Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa 

Pekeija/Buruh. 

g). Pedoman Tata Kelja No. 018/PTKN/2005 

tentang pengelolaan sumber daya manusia 

Kontraktor Kontrak Kerja Sarna. 

2) bahan hukum sekunder 

yaitu bahan~bahan yang e.rat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisa dengan jelas, dapat berupa buku·buku, 

referensi-referensi, artikel-artikel yang berkaitan 

dengan hukum perburuhan, khususnya outsourcing. 

4. Cara Pengumpulan Data 

Penillis mengguoakan cara s <li kepustakaan untuk 

memperoleh data dalam usar..a mencapai tujuan penelitim 

Pengumpillan data dengan cara Studi Kepustakaan yaitu penulis 

mengambH acuan dengan rnembaca bukii-buku, tulisan-tulisan, 

peraturan-peraturan dan PerUndang-Undangan yang berkaitan 

dengan topik penul:isan tes · s. 

5. Analisis Dala 

Terkait engan ~enelitian yang dil an yang bersifat 

deskriptif, maka analisis dat-a dilakukan secam kuali tif terbadap 

data sekunder dan ata primer yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan yang dikwnpulkan dan diolah guna menemu.kan 

jawaban atas permasalaban yang diajukan penulis. 

F. KERANGKA KONSEPSIONAL 

Pengelolaan Tenaga Kerja Nasional Pada Kontraktor Production Sharing 

Berdasarkan Peraturan-peraturan lndustri Migas 
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Pengelolaan tenaga kerja Nasional di suatu KPS dilaksanakan dengan 

merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Kerja No. 

018/PTKN/2005 tentang pengelolaan sumber daya manusia Kontraktor Kontrak 

Kelja Sarna dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Ketenagakerjaan dalam bidang migas tidak diatur secara khusus, kecuali 

rnengenai beberapa ketentuan seperti jam atau waktu ke.Ija dan waktu istirahat 

pekerja di daerah tertentu, yang diatur dengan Kepmenakertrans No. 234 Tahun 

2003 tentang Waktu Kelja dan Istirallat pada Sektor Usaha Energi dan Swnber 

Daya Mineral pada Daerah Tertentu ("Kepmen No. 234/2003"1. 

PTK No. 018/PTK/V/2005 

DaJam melaksanakan kegiarannya, KPS tunit bertanggung jawab dalam 

mengembangkan dan menWlgkatkan tenaga kerja/ Sumber daya manusia baik 

yang belikaitan dengan proses rencana penggunaan tenaga kerja, pengembangan 

tenaga ketja nasional sertahubungan industrial dan kesejahternan. 

edoman J!engelolaan sumber d'aya manusia Kontraktot Kontrak Kerja 

Sarna berisi tata cara pengelolaan SDM KPS, baik yang berkaitan dengan prose 

rencana penggunaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja nasional, serta 

hubungw1 industrial dan kesejahteraan. Pedoman ini bertujuan untuk 

mempercepat pengendalian SDM nasional yang terlatih untuk rnendukung usaba 

hulu miuyak dan gas bumi. 12 

Pengaturan Pelaksanaa 011tsourcing Pekerja dan PKWT Pada Kontraktor 

Production Sharing 

Ketentu -keten an ketenagakerjaan dalam suatu KPS khususnya 

mengenai pemenuhan kebutuhan jasa pekerja melalui pihak lain atau disebut 

dengan Outsourcing ataupun diRekeljakan-dengan PKl,\q', diatur dalam UU No. 

13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

Dan Transrnigrasi Republik Indonesia No.Kep.IOI/Men!VI/2004 Tahun 2004 

tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh ("Kepmen 

No. 101/2004"). 

12 Surat Keputuswt Kepala BPMIGAS No. Kpts. 15/BP00000/200S/S8, tentang Pedoman 
Pengclolaan Swnber Day a Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sarna. 
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Dalam bidang ketenagakerjaan, Outsourcing13 diartikan menjadi 2 (dua) 

jenis, yaitu: 14 

1. Outsourcing Pekerjaan 

Dalam Outsourcing peke~jaan, yang dialihkan pada perusahaan 

Outsourcing adalah proses bisnis atau peke.rjaannya. 

Untuk jenis Outsourcing ini, pelaksanaannya sesuai dengan konsep 

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang diatur dalam pasal 1601 

huruf b KUHPerdata: 

.. Pembo£ongan pekeijaan adalah peijanjian, dengan mana pihyak 

yang satu si pemborong mengikatkan diri untuk menYcelenggarakan 

suatu pekerjaan bagi pillak yan lain, pihak yang me~borongkan, 

dengan menerima suatu harga 

2. G>utsourcmg Pekerja 

Dalam Outsou cing jenis ini, yang dialihkan adalah k!!!)'awannya. 

Maksudnya, 15 wa dalam suatu perusahaan, untuk bagian fungsi­

fungsi tertentu dikerjakan oleh karyawan dari luar perusahaan, 

dimana tenaga kerja tersebut terikat oleh liubungan kefja dengan 

perusahaan penyefi ja jaS3 tenaga kerja. 

Pengaturan Outsourcing dalam UU No. 13 tahun 2003, diatur dalam pasil 

64, 65 dan 66. Dasar pelaksanaan 'Outsourcing adalah pasal 64 UU No. 13 Tahun 

2003. Dalam pasa164 dinyatakan bahwa: 

"Perus an dapat menyer,ahkan sebagian pelak. anaan pekeJjaan 
kepada perusahaan lainn a melalui ~erjanjian pemborongan 
pekerjaan atau penyediaan ·as a pekerjatb yang dibuat secara 
tertuli s." 

13 Wikipedia.org membedkan definisi Outsource yaitu : "outsourcing is subcontracting a process, 
such as product design or manufacturing, to a hird-pany company. The decision to outsource is 
often made in the interest of lowering firm costs, redirecting or conserving energy directed at the 
competencies of a particular business, or to make more efficient use of labor, capital, technology 
and resources. ". Dari definisi diaJ.as dapat diteijemahkan bah-wa OuJsourdng adaiah pengalilum 
aktivitas pekedaan penwtjang yang biasa dilnkukm secara internal di perusahaan kepada pihak 
penge\ola jasa pekeijaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam m,;nangani aktivitas 
pekerjaan tersebut, yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk pendekatan efektifitas penge\olaan 
biaya dalwn pemenuhan kebutuhan tenaga keija 

14 Corporate Orgllllization & Hwnan Capital Development, Op.Cit., him. 5-6. 

Univel'91tas Indonesia 



Pengaturan Dan..., Sekar Ayu Prabowowati, FH UI, 2009

15 

Pasal 65 UU No. 13 Tahun 2003 memuat beberapa ketentuan mengenai 

Outsourcing, antara lain: 

1). penyerahan sebagian pelaksanaan peke.rjaan kepada perusahaan lain 

dilaksanakan melalui peljanjian pemborongan pekeJjaan yang dibuat 

secara tertulis (ayat 1); 

2). pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain, seperti yang dimaksud 

dalam ayat (1) barus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; Dilakukan dengan 

perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; 

Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; Tidak 

menghambat proses produksi secarn langsung. (ayat 2) . 

3,). perusahaan lain (yang diserahkan pekerjaan) harus beFbe tuk badan 

hukum (ayat 3); perlindungan ke.rja dan syarat-syarat kerja pada 

perusahaan lain sama dengan perlindungan keJja dan syarat-syaiiat 

kerja pada perusahaan pemberi pekeijaan atau sesuai dengan pera 

perundangan (ayat 4)) 

4). hubungan kerja dalam pelaksanaan pekeljaan diatur dalam perjanjian 

tertulis antara perusahaan lain dan pek'erja yan Clipekerjakannya (ayat 

6). 

5). Hubungan kerja antam perusahaan lain dengan pekerjalburuh d pat 

didasarkan pada peljanJian kerja waktu tertentu ata peijanjian kelja 

waktu tidak tertentu {ayat 7); 

6). Apabila beberapa syarat tidak terpenuhi, antara lain, syarat-syarat 

mengenai pekerjaan yang diserabkan pada pibak lain, dan syarat yang 

menentukan bahwa perusahaan lain itu harus berbadan hukum, maka 

hubungan kelja antara pekerjalburuh dengan perusahaan p~nyedia jasa 

tenaga kelja akan beralih menjadi bubw:.gan kelja antara pekerjalburuh 

dengan perusahaan pemberi pekcrjaan (ayat 8). 

Pasal66 UU No. 13 tabun 2003 mengatur bahwa pekerjalburuh dari perusahaan 

penyedia jasa tenaga kerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk 
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melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan 

proses produksj, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan 

langsung dengan proses produksi. 15 Perusahaan penyedia jasa untuk tenaga kelja 

yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi juga harus memenuhi 

beberapa persyaratan, antara lain: 16 

a) adanya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia 

jasa tenaga kelja; 

b) perjanjian kerja yang berlaku antara pekerja dan perusahaan penyedia 

jasa tenaga kelja adalah petjanjian kerja untuk waktu tertentu atau 

tidak tertentu yang dibuat secara terlulis dan ditandatangani kedua 

belah pihak; 

c) perlindungan upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan 

yang tilnbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa 

pekerjafburuh; 

d) peljanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan 

perusahaan penyediajasa pekerjalbunill dibuat secara tertulis. 

Selain itu juga diatur bahwa perusahaan Outsourcing atau penyedia jasa 

pekerja/buruh barns merupakan bentuk: usaha yang berbadan h dan memiliki 

izin dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.17 Dalam hal 

syarat-syarat diatas tidak terpenuhi (kecuali mcngenai ketentuan perlindungan 

kesejahteraan), maka demi hukum status hubungan kerja antara pekeijalburuh dan 

perusahaan penyedia jasa pekeijalburuh bera:lih menjadi hubungan 'Keija antara 

pekexjalburuh dan perusahaan pemberi pekeijaan.18 

Pengaturan peket:fa yang dipekerjakan dengan P&-Wf pada KPS juga 

tunduk pada pasal 59 UU No. 13 Tahun 003. Pasal ini mengatur antara lain, 

bahwa: 

" Pasal 66 ayat (1) UU No.l3 tabun 2003 

16 Pasal 66 ayat (2) UU No.l3 Tahun 2003 

17 Pasal 66 ayat (3) UU No.I3 Tahilll 2003 

18 Pasnl66 ayat (4) UUNo.l3 Tahun 2003 
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1) PKWT hanya dapat dibuat untuk pekeljaan tertentu yang menurutjenis 

dan sifat atau kegiatan pekeljaannya akan selesai dalam waktu tertentu, 

yaitu: (ayat 1) 

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang 

tidak t'!rlalu lama dan paling lama 3 (riga) tahun; 

c. pekerjaan yang bersifat musiman; a tau 

d. peke..tjaan yang berhubungan dengan produk barn, kegiatan barn, 

atau -groauk tambahan yang masih dal 

penjajakan. 

percobaan atau 

(2) PK tidak da]>at diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. (ayat 

2). 

(3) PKWf ifapat diperpanjang atau diperbaharui. (ayat 3) 

(4) PKWf yang didasarkan atas jangka waktu ter:tentil dapat diadakan 

untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) 

kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (ayat 4) 

('5) Pengusaha ;yang bermaksud memperpan"ang PKWT tersebut; paling 

lama 7 (tujuh) hari sebelum PKWT tierakhir telah memberitahukan 

maksudnya secara tertulis kepada peketja!buruh yang bersangkutan. 

(ayat 5). 

(6) Pembaruan PKWT han a dapat diadakan setelah melebihi masa 

tenggang waktu 30 (tiga pulufi) bari berakhlmya PKWf yang lama, 

pem9aruan PKWf · · hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling 

lama 2 (dua) tahun. (ayat 6) 

(7) PKWT yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5 ), dan ayat (6) maka demi hukum 

menjadi Perjanjian Ke.rja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 
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G. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan suatu gambarnn yang komprehensit; penulis 

menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai Jatar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, 

kerangka konsepsional, dan sistematika penulisan. 

BAB II Pengaturan Hubungan Kerja Dan Outsourcing Dalam Peraturan 

Ketenagakerjaan, bab ini membahas secara umum landasan-landasan teori 

mengenai hubungan kelj , Outsourcing, PKWT, PKWIT dan dasar pelaksanaan 

Outsourcing dan PKWT. 

BAB ill Pengaturan Dan Pengelolaan Tenaga Kerja Nasional Berdasarkan 

Peratufan Industri Minyak Dan Gas Bumi, dalam bab ini dibahas mengenai 

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK9, mekanisme pengajuan RPTK kepada 

BPMIGAS, penoayagunaan Tenaga KeJja Nasional (TKN) yang hams 

dilaksanakan oleh K.PS dan pengaturan tenaga kerja dengan status Outsource, 

PKWT dan PKWTT dalam industri Migas. 

BAD IV Pengaturan Hubungan Kerja Dan Pengelolaan Tenaga Kerja 

Nasional Pada Kontraktor Prodtlction S aring, bab ini merupakan deskripsi 

pelaksanaan h bungan kerja, mekanisll).e pengadaan Jasa pekerja atau proses 

perekrutan pekerja, implementasi pekerja Outsource, PKWT dan PKWTT dalam 

suatu peke:Ijaan, pekeijaan yang menja · bisnis inti dan pemu;yang dari KPS, 

tujuan implementasi Outsourcing pada KPS, pengelolaan dan ppngembangan 

TKl"J oleh KPS, engembangan terlia ap pekerja Qu}sorce, pekerja PKWf dan 

PKWTI dari suatu KPS. 

BAB V Kesimpulan dan Saran, seb gai bab terakhir malca di dalamnya akan 

dirurnuskan secara singkat, padat dan jelas hal-hal apa saja yang dapat 

disimpulk:an dan juga saran dari basil penelitian yang berhubungan dengan 

perumusan masalah. 
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PENGATURAN HUBUNGAN KERJA DAN OUTSOURCING DALAM 

PERATURANKETENAGAKERJAAN 

A. Pengaturan Hubungan Kerja dalam Peraturan Ketenagakerjaan 

Ruang lingkup ketenagakerjaan tidak sempit, terbatas dan 

sederhana. Kenyataan dalam praktiknya, permasalahan perburuhan sangat 

kompleks dan multidimensi. Dengan intervensi pemerintah ang sangat dalam 

di bidang perburuhan, kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah 

demikian luas, tidak hanya aspek hukum yang berhubungan dengan hubungan 

kelja saja, tetapi sebelwn dan sesudah hubungan kelja. Konsep ini secara jelas 

diakomodir dalam Und g·undang Nomor 13 Tahun 003 tentang 

ketenagakerjaan. 

Dalam Fasal I angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, istilah tenaga ]{eija-lah yang digunakan19
, d.iberikan 

pengertian sebagai berikut: 

"Tenaga /reiJ"a adalah setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna meng~asUkan barang dania/au 
j asa untuk memenuhi .kebutuhan sendiri maupun 
masyarakat. '' 

Pasal 1 angka Undarrg-unCtang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakeijaan menyebutkan bahwa Ketenagakeijaan adalah hal yang 

berhubungan dengan tenaga kelJa pada wakfu sebelum, selama Clan sesudah 

masa kerja. Beraasarkan pengertian Ketenagakeijaan tersebut, dapat 

d.irumuskan pengertian Hukum Ketenag_pkerjaan adalah semua perntumn 

hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau 

dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja. Namun tidak mencakup 

pengaturan: 

19 
lstilah tenaga kerja semula terdapat dalam Pasal I Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 

tentong Ketentuan·ketentuan Pokok mengenai Ter..aga Kerja. 

19 
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• Swapekeija (kerja dengan tanggung jawab/risiko sendiri). 

• Kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan. 

• Kerja seorang pen gurus atau wakil suatu organisasi/perkumpulan. 

Jadi, pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuhan 

yang selama ini dikenal yang ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan 

hubungan hukum antara buruh dengan majikan daJam hubl!llgan keJja saja. 

Hukum ketenagakerjaan menganut azas persamaan hak dan tidak 

mengenal diskriminasi, tidak membedakan antara tenaga kerja pria dan 

wanita, melainkan mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama 

tennasuk atas upah (untuk peke.tjaan yang sama nilainya). Hukuln 

ketenagaker.jaan juga memberikan kebebasan bagi tiap tenaga kerj a untuk 

memilih dan/atau pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya. 

Disamping jaminan hidup yang layak, tenaga kerja juga menginginkan 

kepuasan ang da angnya dan laksanaan pekerjaan yang ia sukai Wltuk 

mana ia mendapat penghargaan (punix ment & reward mechanism) atas 

usahanya tersebut. Oleh karena itu, huktim etenagakerjaan melalui Undang~ 

undang ketenagakertiaan mengatur hak~ ak dan kewajiban-kewajiban dati 

Pengusaha da.Drpekeija baik sebelum, sel.ama dan sesud hubWlgan kerja . 

1. Defmisi Hubungan Kerja • 
Dalam suatu hubungan kerja, tenaga kerja perlu emperoleh 

perlindungan dalam semua aspek, tennas perlindun untuk 

mempere]eh pekeljaan di dalam dan di luar negeri, perlindungan hak-hak 

dasar pekerja, erlindungan atas keselamatan Clan kesehatan kerja, serta 

perlindungan upah dan jaminan sosial oo ingga menjamin rasa aman, 

tenteram, terjaminnnya keadilan serta terwujudnya kehidupan yang 

sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi dan seimbang. Oleh karena itu, 

perlu dijabarkan mengenai defir.isi dari hubungan kelja dan hal-hal yang 

diatur dalam pelaksanaan hubungan kezja. Terdapat beberapa definisi 

mengenai hubungan keija, yaitu; 
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a. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan, dinyatakan 

bahwa: 

"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha 

dengan pekeija!buruh berdasarkan peijanjian keija yang 

mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah." 

b. Dalam seminar ketenagakeijaan yang diselenggarakan oleh PT 

Astra International k., dinyatakan bahwa: 

"Hubungan keija adalah suatu hubun~ yang timbul 
antara pengusaba dan karyawan setelali adanya suatu 
peijanjian sebelumnya diantara kedua belah pihak. 
Karyawan menyatakan kesanggupannya untuk bekeija 
pada pengusaha dengan menerima upah dan sebaliknya, 
pengusaha menyatakan kesanggupann a untuk 
mempekeijakan karyawan dengan membayar upah. ,, 

Dengan demikian, hubungan keda yang terjadi ant engusaha dan 

karyawan merupakan bentuk peijanjian kerja yang pada dasamya memuat 

hak dan kewajiban masing-masing pihak20
• 

Dari definisi-definisi yang telah diberikan tersebut, hubungan ketja 

sebagai bentuk hubungan hrlkum, 1ahir setelah adanya perjanjian kerja 

,antara pekeija deng pengusaha. Materi atau substansi dari perJanjian 

kerja yang dibua tidak boleb bertentangan dengan Peijanjian Kerja 

Bersama ¥ang ada, demikian halnya dengan Per::aturan Perusabaan, 

substansinya tidak boleh bertentangan dengan PeJjanjian Kerj a Bersama. 

Di dalam hubungan ke ·a erdapat tiga unsur yang saling melekat, 

yaitu: 

a. PekeJjaan 

20 
Corporate Organization & Human Capital Development PT Astra International Tbk., "Buku 

Manual Astra Human Resources Management", (Makalah disampaihn pado "IR Conference", 
Jakarta), hJm. 86. 
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Di daJam hubungan kerja harus ada pekerjaan tertentu sesuai 

peijanjian, oleh karenanya hubWigan itu dinamakan hubungan 

kerja. 

b. Upah 

Setiap hubungan kelja selalu menimbulkan hak dan kewajiban 

diantara kedua belah pihak dengan berimbang. Dalam 

hubungan kelja, upah merupakan salah satu unsur pokok yang 

menandai adanya hubungan kerja. Pengusaha berkewajiban 

membayar upah dan ~awan berbak atas upah dari pekeljaan 

yang dilakukannya. 

c. Perintab Kerja 

Di dalam hubungan .l(erja harus ada unsur perintah !Yang a:rtinya 

salah satu pihak berha memberikan perintah dan pihak yang 

lain berkewajiban untuk melaksanakan perintah. Dalam hal ini, 

pengusaha 6erh.ak membetakan perintan epada kaJ)Iawan dan 

karyawan berkewajiban mentaati perintah tersebut. 

Karena di (Jalam hubungan kerja sangat memperhatikan masal 

hak dan ke)Vajibau antara penguSaha dan karyawan, maka diperlukan suatu 

aturan tertulis yang akan menjadi ac dan jaminan bagi kedua belah 

pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.Aturan tertulis tersebut 

berupa peraturan hubungan keljja di erusahaan yang memuat ketentuan­

ketentuan tciitang syarat-syarat keija serta taM. terti perusahaan. Peraturan 

ini diperlukan untuk menjaga terjaminnya hak dan kewajiban kedua belah 

pihak. 

Dengan adanya pe atunm diharapkan akan diperoleh kepastian 

adanya hak dan kewajiban antara pengusaha dan karyawan, sehingga 

terdapat pedoman bagi masing-masing pihak dalam menunaikan tugasnya 

sebari-hari. Peraturan hubungan kerja di suatu perusahaan dapat berupa 
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Peraturan Perusahaan21 atau Peijanjian Kerja Bersama22
. Sedangkan untuk 

peraturan bagi karyawan waktu tertentu, aturan yang termuat dalam 

peraturan hubungan kerja di perusahaan juga terikat dalam suatu 

perjanjian yang disebut Peljanjian Kerja Waktu Tertentu. 

Terdapat hak dan kewajiban. dari masing-masing pihak dalam suatu 

hubungan kerja. Dimana untuk menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban 

masing-masing pihak, yaitu pengusaha dan pekerja, hak dan kewajiban 

tersebut diatur dalam suatu perj ~ian keija. 

2. Pengaturan Perjanjian Kerja Dalam Hubungan Kerja Berdasarkan 

Peraturan Ketenagakerjaan 

Peljanjian ketja (arbeidsoverenkoms) merupakan dasar dari 

hubWlgan kerja dan mempunyai beberapa i::lefinisi normatif. 

Berdasarkan pasall601 a KUHPerdata, diriyatakan bah a: 

"Perjanjian kerja adalah suatu peljanjian dimana pihak 
kesatu (si bwuh), mengikatkan dirinya untuk di bawah 
perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu aktu 
tertentu rnelakukan pekeijaan dengan menerima upah." 

Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam 

pasall angka 14 memberikan pengertian yairu: 

"Peijanjian keija adalah suatu peijanjian antarn pekeija 
atau buruh dan pengusaha atau pe beri kerja yang memuat 
syarat-sya:rnt keija hak dan kewajiban kedua belah pihak.', 

21 Peratumn Perusahoan (PP) adaJah peraturan ang di6uat secara tertulis oleb pengusaha yang 

memuat syarat-syarat kelja dan tata terti perusa!laan. Kewajiban mernbu~ P raturan Perusahaan 
ditujukan kepada perusahll8Jl yang telall mem.iliki karyawan 0 (sepu;uh) orang atau iebih 

PP biasanya dibuat oleh perusahaan karena belUill adanya or,ganisasi pekelja atau serikat pekelja di 
perusahaan tersebut yang memint.a untuk dibuatnya'"Peljanjian Kerja Dersama Pada d~amya, 
pembuatan dan penyusunan PP adalah wewenang dari Perusahaan. 

22 Peljanjian Kerja Bersama (PKB) adalah peljanjian yang merupakan hasil penmdingan antara 
organisasi Pekelja alaU serikat pek.erja al.!lll beberapa organisasi pekelja atau serikal pekerja yang 

tercatat pada instansi yang benanggung jawab di bidang keteanagkeJjaan dengan pengusah!J, atau 
beberapa pengusaha atau perkurnpulan pengusaha yang memuat syanu-syarat kelja, hak dan 
kewajiban kedua belah pihak. 
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Dari definisi normatif yang diberikan tersebut, tampak bahwa ciri 

khas dari petjanjian kerja adalah adanya hubungan antara pekexja dan 

pengusaha yang bersifat sebagai hubWigan bawahan dan atasan 

(subordinasi). Pengusaha sebagai pihak yang lebih kuat atau tinggi secara 

sosial-ekonomi memberikan perintah kepada pihak pekexjalburuh yang 

secara sosial-ekonomi mempunyai kedudukan lebih rendah untuk 

rnelakukan pekeijaan tertentu. Sedangkan pengertian perjanjian keija 

menurut Undang-undang ketenagakeJjaan sifatnya lebih umum, tidak 

menyebu an peiJanjian kelja itu lisan atau tertulis, demikian Juga 

mengenai jangka waktunya · · tentukan atau tidak. 

Peijanjian keija mempunyai tmsur-unsur sebagai berikut: 

a. Pekerjaan 

Salah sam syarat sah sebuah perjanjian, menwut Pasal 1320 

KUHPerdata yaitu adanya objek perjanjian. Regitu pula halnya dalam 

suatu pe.Ijanjian kerja hams ada suatu objek peljanjian, yaitu pekeljaan 

yang diperjanjikan antara pell:erja dan pengusaha. Dijelaskan dalam 

pasal 1603 a KUHPerdata, bahwa pekerjaan tersebut hams dilakukan 

sendiri oleh pekelja, hanya dengan seizin majikan seorang pekerja 

dapat mengalihkan pek~aannya tersebut kepada pihak lain. 

b. Perintah keija 

Adanya unsur perintah dalam pexjanj1an kerja ;yang membedalfan suatu 

hubungan kerja antara pekeija dan pengusaha aengan suatu hubungan 

lain, misalnya hubungan antara dokter dengan pasiennya. Hubtmgan 

antara dokter dengan pasiennya bukan merupakan suatu hubungan 

keija, karena tidak ada uns perintah dalam hubungan tersebut. 

Seorang dokter tidak tunduk pada perintnh pasien. Dalam hubungan 

kerj~ · seorang peke.rja yang diberikan pekeljaan oleh seorang 

pengusaha, hams tunduk pad a perintah pengusaha. 

c. Upah 
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Tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk 

memperoleh upah. Apabila tidak ada unsur upah, maka suatu 

hubungan bukanlah merupakan hubungan kerja. 

Dasar suatu peijanjian kelja dibuat antara pekerja dan pengusaba 

barns memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 52 Undang-undang 

nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakeljaan, yaitu: 

a. Kesepakatan kedua belah pihak 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 

c. Adanya pekeijaan yang dipeijanjik.an 

d. Peke:rjaan yang dipezjanjikan titlak boleh bertentangan dengan 

ketertt"ban umwn, kesusilaan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Keempat syarat tersebut merupakan syarat-syarat yang bersifat 

kumulatif, artinya, agar suatu perjanjian kerja dapat diKatakan sah, harus 

dipenuhi keempat syarat tersebut. Syarat kesepakatan kedua belah pihak 

dan syarat kemampuan atau kecakapan kedua belah ihak dalam membuat 

peljanjian kerja dise15ut sebagai syarat subjektif Apabila syarat subjektif 

ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalRan, pibak-pihak yang 

memberikan persetujuan secara tidak bebas, demikian juga oleh orang 

tualwali atau pengarnRu bagi orang yang tidak cakap membuat perjanjian 

dapat mem.inta pembatalan p,et]anj_ian kepada akim. Dengan demikian, 

perjanjian terse ut mempunyai kekuatan huk:um selama oelum dibatalkan 

oleh haEm. Syarat adany:a pekeJjaan yang dipeijanj1kan dan syarat 

pekerjaan yang dipcnjanjikan tersebut harus halal disehut sebagai syarat 

objektif peijanjian. Apabila syarat obj Ktif ini tidak dipenuhi, maka 

perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya dari semu1a perjanjiau 

tersebut dianggap tidak pemah ada. 

Selain syarat-syarat yang barns dipenuhi dalam membuat suatu 

perjanjian kerja, pengelompokan perjanjian kerja merupakan hal yang 

tidak dapat dipisahkan pembahasannya. Perjanjian kerja dapat 

dikelompokan dalam empat kelompok, yaitu berdasarkan bentuk 
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perjanjian, status peljanjian, peJaksanaan pekerjaan dan jangka waktu 

perj anjian 23
. 

a. Berdasarkan Bentuk PeJjanjian Kerja 

Bentuk perjanjian kerja diatur dalam Pasa1 51 ayat (1) 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa petjanjian 

kelja dapat dibuat dalam bentuk lisan a tau tertulis. Secara normatif, 

bentuk tertulis dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para 

pihak. Sehingga apabila terjadi perselisihan diantara para pihak, 

melalui suatu peijanjian kerja yang tertUlis dapat m~mbantu proses 

pembuktian. karena sesuai dengan pasal54 Undang-undang No. 13 

Tahun 2003 dalam perjanjian kerja yang tertulis dimuat minimal 

keterangan: 

w 

~ nama, alamat perusciliaan, dan jenis usaha; 

2) nama, jenis kelamin, umur, dan alamat peke.rja; 

3) jabatan ataujenis pekerjaan; 

tempat pekerjaan; 4} 

5) 

6) 

~) 

8) 

9) 

besamya upah dan cam pembayaran; 

syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban 

pengusaha dan peketja; 

muJai dan jangka aktu berlakwlya petjanjian ke.rja; 

tempat aan tanggal perjanjian ketja dibuat; 

tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

b. Berdasarkan Status erjanjian Keija 

1) Perjanjian Ke~a Tidak ~etap: 

a) Perjanjian ker' a persoorangan ( dengan masa percobaan 

tiga bulan 

b) Peljanjian kezja harian lepas 

23 Khakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagalmrjaan Indonesia Berdasorkan Undang-undang 
No. 13 Tahun 2003, eel II, (Band !Dig: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 58. 
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2S Ibid. 

L..l 

Perjanjian ini diatur dalam Pasal 10 ayat ( 1) Keputusan 

Menteri Tenaga Keija dan Transrnigrasi Nomor Kep­

I 00/Men!VI/2004 ten tang ketentuan pelaksanaan 

peijanjian keija waktu tertentu. Pekeijaan-pekeijaan 

tertentu yang berubah-ubah volume dan waktu 

pengerjaannya dapat d.ilakukan dengan peijanjian kerja 

harian lepas. Tidak ada definisi mengenai perjanjian 

kerja hari epas. 

c) Perjanjian kerja borongan 

dilakukan atas pekerjaan 

upah berdasarkan volume pekeijaan. 

Bila volume pekeijaan atas suatu pekerjaan tertentu 

sudah terpenuhi, secara huklim hubungan keija akan 

berakhir. 

Peijanjian Kerja q'etap 

Berdasarkan penjelasan pashl59 ayat (20 Un ang-undang 

No. 13 l'ahun :2003 mengenai p€keijaan tetap, didap_atkan 

definisi peijanjian kerja tetap adalah perjanjian keija 

antara pekerjalburuh dan pengu:saha untuk melakukan 

suatu pekerjaan tertentu dimana pekerjalburuh menerima 

upah dan tanpa adanya pembatasan waktu tertentu. karena 

jems pekerjaanny menjaffi bagifU! dan suatu pros~ 

produksi dalam suatu P-erusahaan, bersifat teru menerus 

dan tidak terputus-P-utu~. 

c. Berdasarkan Pelaksanaan Eeke.Ijaan 

Berdasaikan Pasal 64-66 Undang- dang Nomor 13 Tahun 

2003, pengelompokan peijanjian kerja berdasarkan pelaksanaan 

pekerjaan dibagi menjadi25
: 

Universitas Indonesia 



Pengaturan Dan..., Sekar Ayu Prabowowati, FH UI, 2009

LIS 

1) Dilakukan sendiri oleh perusahaan 

Yaitu untuk jenis-jenis kegiatan atau pekerjaan utama 

(vita]) yang tidak diserahkan pelaksanaan pekerjaannya 

kepada perusahaan lain. 

2) Diserahkan kepada perusahaan lain: 

a) Peijanjian pemborongan pekeijaan; dan 

b) Penyediaan jasa pekeija!buruh. 

d. Berdasarkan Jangka Waktu PeJjanjian Kelja 

eijanjian keJja dapa dibuat untuk waktu tertentu bagi 

hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya, dan waktu 

tidak tertentu bagi hulJungan keija yang tidak dibatasi jangka 

waktu berlakunya atau selesainya pekerjaan tertentu, sebagaimana 

jangka waktu suatu perjanjian keija ang diatur dalam pasal 56 

ayat 1 Undang-undan No. 13 Tahun 2003. Peijanjian kerja yang 

dibuat untuk waktu tertentu sering disebut dengag eijanjian ke ·a 

kontrak. Sedangkan perjanjian keija yang dibuat untuk waktu tidal( 

tertentu biasanya disebut dengan perjanjian keJja tetap. Mengenai 

status pekeJja dari pedanjian kontrak dapat disebut dengan peketja 

tidak: tetap atau pekelja k0ntiak, dan status pekelja dari perjanjiam 

kelja tetap status pekerjanya adalall pekerja tetap. 

Selanjutnya an dibafias I bib da1am mengenai peJjanjian kerja 

untuk wa:ktti tertentu. 

3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

a. Pengaturan P.erjanjian Kerja WaktU Terten 

undang No. 13 Tahun 2003. 

erdasarkan Undang-

Untuk memberikan kepastian pekerjaan bagi peke.Jja, pemerintah 

mengatur jenislsifat pekerjaan, jangka waktu berlakunya, syarat 

perpanjangan dan syarat pembaruan peijanjian kerja untuk waktu tertentu 

dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Dengan adanaya Undang-undang ketenagakexjaan ini di.maksudkan untuk 
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memberikan suatu pengaturan. terhadap pelaksanaan peijanjian keija yang 

menceiminkan adanya kesepakatan yang didasarkan atas musyawarah 

untuk mufakat dalam rangka pengembangan dan pembinaan hubungan 

industrial 

Perjanjian kerja dengan jangka waktu tidak tertentu atau tidak 

dibatasi jangka waktunya lazimnya dibuat secara tertulis. Terutama 

peijanjian keija yang dibuat untuk waktu tertentu, sesuai pasal 57 ayat 1 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003, harus d.ibuat secara tertulis. 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin atau rnenjaga hal-hal 

yang tidak d.iinglnlcan seb bungan dengan berakhimya peijanjian kelja 

Peijanjian yang dtbuat secara tertulis ini dibuat sekurang-kurangnya 

rangkap 2 (dua), yang mempWlyai kekuatan hukum yang sama, pekeija 

dan pengusaha masing-masrng mendapat 1 (satu) petjanjian keija. Dalam 

hal peijanjian kerja antara pekerj dan pengusaha dibuat secara lisan, 

maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekelja yang 

bersangkutan. Hal ini diatur dengan pasal 63 ayat I Undang-undang No .. 

13 Tahun 2003. 

Lingkup peijanjian kelja untuk waktu tertentu hanya dapat dibua 

untuk pekeijaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegtatan 

pekerjaannya akan selesai da.Iam waktu tertentu, yaitu26
: 

1) pekeijaan yang se · sel~ai atau yang sementara sifatnya; 

2) pekeijaan yang diper.Kirak:an penyelesaiannya dalam waktu 

yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) taliun; 

3) pekeijaan yang bersifat musiman; atau 

4) pe eijaan yang erhubungan dengan produk baru, kegiatan 

baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau 

penjajakan. 

26 Indonesia, Undang-undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LNNo. 39, Pasal59 ayat 
(I). 
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Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

perjanjian keija untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan 

yang bersifat tetap. 

Pekeljaan yang bersifat tetap, dapat diberi pengertian adalab 

pekerjaan yang sifatnya terns menerus, tidak te.rputus·putus, tidak dibatasi 

waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu 

perusahaan atau pekeljaan yang bukan musiman. Pekeijaan yang bukan 

musiman adalah pekeijaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi 

tertentu. Apabila p keijaan itu merupakan peke.rjaan yang terus menerus, 

tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan meru~akan bagian dari suatu 

proses p.roduksi, tetapi tergaptung cuaca atau pelCeijaan itu d.ibutuhkan 

katena ,adanya suatu kondisi te entu, maka pekerjaan tersebut merupakan 

"'el{erjaan rnusiman yang tidak tennasuk pekerjaan tetap sehingga dapat 

menjadi objek perjanjian kerja waktu tertentu27
• 

Meogenai jangka waktu PKWT diatur aa1mn pasal 59 ayat (3) 

t.Tndang-undang No. 13 Tahun 2003, bahwa PKWT dapat cliperpanjang 

atau diperbarui. Diperpanjang ialah melanjut:kan hubungan kelja setelah 

PKWT berakhir tanpa adanya pemutusan hu ungan kerja. Sedangkao 

pemb8!Jlan adalah melakukan hubungan kelja baru setelah PKWT pertama 

berakhir melalui pemutusan hubungan kerj a dengao tenggang w.aktu 30 

(tiga puluh) hari. Jangka waktu KWT iatur sebagai berikut: 

1) Jangka waktu PKWT dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahWl 

dan hanya bgleh diperpaojang sekali lUltukjangka waktu paling 

lama satu tahun (pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 

Talmn 2003). 

2) Pembaruao P~ hanya dapat dilakukan satu kali dan paling 

lama dua tahun (pasaJ 59 ayat (6} Undang-undang No. 13 

Tahun 2003). 

27 Ibid .• Penjelasan pasal59 ayat (2). 
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Dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati dalam PKWT, 

secara otomatis hubungan keija berakhir demi hukum. 

Perjanjian kezja untuk waktu tertentu dapat berubah menjadi 

perjanjian keJja waktu tidak tertentu (PKWIT) apabila terdapat keadaan 

sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-undang 13 Tahun 

2003, sebagai berikut: 

1) Diatur dalam pasal 57 ayat (2) Undang·undang No. 13 Tahun 

2003, PKWT yang dibuat tidak tertulis, bertentangan dengan 

pasal 57 ayat (I) Undang-undang No. 13 Tahun 2003. 

2) Diatur dalam pasal 59 ayat (7) Undang-undang No. 13 Tahun 

2003, PKWf yang dibuat y g tidak memenuhi ketentuan­

ketentuan oalam pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), 

d ayat (6) Undang-undang No. ll Tahun 2003. PKWT 

tersebut tidak memenuhi ketentuan lingkup pekeijaan yang 

dapat dicakup PKWT, PKWT diadalWI untuk ekeJjaan yang 

bersifat tetap, dan PKWT tersebut tidak memenuhi ketentuan 

perpanjangan dan pemb PKWT serta tata cara 

perpanjangan ataupun pembaruan PKWT. 

Sesuai dengan asal58 ayat 1 Undang-undangNo.l3 Tahun 2003, 

P-eljanjian keija untuk waktu tertentu (PKWf) tidak boleh mensyaratkan 

adanya masa percobaan28
. Kefentuan yang tidak membolehkan adanya 

masa percobaan dalam PKWT karena erjanjian k:erja berlangsung relatif 

28 Lalu Husni, S.H., M Hum memberikan definisi dari masa percobaan adalah masa atau waktu 
untuk menilai k:ineija dan kesungguhan, keahlian seorang pek~a Lama masa percobf!.Ril adalah J 
(tiga) bulan, dalam masa percobaan ini pengusaha dapat enga.ld,,iri hubungan kerja seca.ra 
sepihak (tanpa izin dari pejabat yang berwenang). Sesuai pasal 60 ayat 2 Undang-undang No. 13 
Tahun 2003, dalam masa percobaan, pengusaha di larang membayar upah dibawah upah minimum 
yang berlaku. 

Dalam "IR Conference" Astra International TahWl 2007. dijelaskan bahwa syarat masa percobaan 
kerja harus dicnntumkan dalam perjanjian keija Apabila peijanjian keJja dilalrukan secara lisan, 

maka syarat masa percobaan keija harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan 
dicantumkan dalarn sural pengangkatan. Dafam hal tidak dicantumkan daJam peJjanjian kerja 
ataupun surat pengangkatan, rnaka ketentuan mas a percobaan kerja dilmggap tidak ada 
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singkat. Sedangkan sesuai pasal60 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 

2003, petjanjian kelja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa 

percobaan dibatasi hanya untuk jangka waktu maksimu.m selama 3 (tiga) 

bulan. 

b. Pengaturan Peljanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan 

Kepmenakertrans No. Kep. 1 00/Men/VI/2004 

SeJain diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahll!! 2003, peijanjian 

kerja waktu tertentu diatur pula dalam Kepmenakertrans No. Kep. 

100/MeniVI/2004 tentang ketentuan pelc00anaan peijanjian kerja waktu 

tertentu. Pengelompokan PKWT, berdasarkan Kepmenakertrans No. Kep. 

100/Men!VI/2004, terdi · atas29
: 

I) Perjanjian keija untuk waktu tertentu untuk eekerjaan yang sekali 

selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya ];!aling lama 

tiga tahun. 

a)1 Didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu. 

b) Untuk jangka waktu paling lama tiga tahun. 

c) u bungan keija utus demi hukum apab~Ja pekeljaan tertentu 

dapat diselesaikan lebih pat dari yang diperjanjikan. 

d) Dapat dilakukan {1embaruan: 

11 Apabila karena dalam kondisi tertentu pekefjaan tersebut 

belum diselesaiiCan; dan 

11 Setelah meleoihi mBsa tenggang waktli 30 (tiga puluh) hari 

sejak berakhimya P. rjanjian kerja. 

e) Se~ama tenggang 8ktU. tiga pUI.uh hari, secarn hukum tidak ada 

hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. 

2) Petjanjian keija untuk waktu tertentu untuk pekeijaan yang bersifat 

musiman. 

29 Khskim, Abdul, op.cit., hlm. 68. 
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a) Berlaku untuk pekerjaan yang pelaksanaannya bergantung pada 

musim atau cuaca. 

b) hanya untuk satu jenis pekerjaan tertentu. 

c) Dapat juga dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat 

untuk memenuhi pesanan atau target tertentu. 

d) Tidak dapat ciilakukan pembaruan untuk PKWT point a) dan c). 

3) Pe.rjanjian keija waktu tertentu untuk pekerjaan yang berhubungan 

dengan produk baru. 

a) Berlaku untuk pekeijaan yang berh:ubungan dengan produk 

baru, kegiatan b~ atau prodUk tambahan yang masih dalarn 

percobaan atau penjajakan. 

Jangka waktu paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang 

un~tu kali paling lama satu tahun. 

c) Tidak dapat dilakukan pembaruan. 

d) Hanya olell diberlakukan bagi pekerjaii5Uruh yang melakukan 

pekerjaan di luar ~egiatan a'ta di Iuar pekerjaan yang biasa 

dilakukan perusahaan. 

Petjanjian keija harian lepas 

a) Berlaku untuk pe eijaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ub 

dal~ hal w dan volume ~ekeljaan serta upah didasar an 

pada kehadiran. 

b) Pekerjalburuh oekerja .Kurang dari 21 (dua puluh satu) hari 

dalam sebuJan. 

c) ARabila J!e erjaiburuh bekeija 21 nari atau le!Jih selama 3 

bulan berturut-turut, maka pe · anjian kerja harlan lepas berubah 

menjadi perjanjian kerja un waktu tidak tertentu. 

Perubahan PKWT menjadi PKWTT diatur pula dalam Pasal 1 S 

Kepmenakertrans ini, dimana PKWT tersebut dibuat dengan keadaan 

sebagai berikut: 

1) PKWT tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin 
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2) PKWT dilakukan untuk pekerjaan musiman dengan lebih dari dua 

jenis pekeJjaan pada musim tertentu. 

3) PKWT yang diperbarui untuk pekerjaan yang berhubungan dengan 

produk barn. 

4) PKWT yang diperbarui namun tidak melalui masa tenggang waktu 

30 (riga puluh) hari setelah perpanjangan PKWT dan tidak 

dipeljanjikan lain. 

Ketentuan-ketentuan dalam suatu peijanjian kerja tidak boleh 

bertentangan dengan peratur perusahaan, perjanjian keija bersama dan 

peraturan perundang-undangan yang berlalru. Yang dimaksud titlak boleh 

bertentangan disini, adalah apabila di perusahaan elah ada peraturan atau 

per.j anjian kerj a bersama maka isi peijanjian kerja baik kualitas maupun 

kUantitas tidak boleh leb~ rendah dari peraturan perusahaan a tau perjanjian 

keo a bersama di perusahaan yang bersangkutati30
. 

Dalam suatu ubungan keJja yang diatur dengan pexjanjian kelja 

waktU tertentu, hubungan pengusalla dengtpi pekeija dapat dilakukan secara 

langsung ataupun secam tidak langsung. Hubungan secaFa langsung dilakukan 

pengu aha dengan membuat PKWT yan ditandangani oleh pengusahci 

dengan pekeija untuk melaksanakan suatu pekerjaan tanpa me)alui pihak 

ketiga atau pihak lain sebagai penyedia jasa tenaga kerja dengan memenuhi 

ketentuan-ICetentuan KWT se erti yang diatur dalam asal 54-59 Undang­

undang No." 13 Tahun 2003. Sedangkan hubungan secara tidak langsung 

dilakukan pengusaha dengan membuat uatu peijanjian tuk melaksanakan 

sebagian pekerjaan dengan suatu perusahaan penyedia jasa tenaga keija 

dim ana PKWT dibuat antara pekerja en~ perusahaan penyedia jasa tenaga 

ke.Ija. 

Dari penjelasan tersebut, akan dibahas lebih lanjut mengenai 

pengaturan hubungan kerja dengan PKWT yang dilakukan secara tidftk 

:w Indonesia, op.cit.,Penjelasan pasal54 ayat (2). 
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langsung dan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusabaan 

lain dalam pengaturan Outsourcing. 

B. Pengaturan Outsourcitrg dalam Peraturan Ketenagakerjaan 

Dalam era globalisasi dan hmtutan persaingan pasar saat ini, 

pengusaha lebih menginginkan terciptanya suatu organisasi yang efektif 

dengan jumlah pekerja tetap dengan jumlah seminimal mungkin tetapi 

mendapat basil yang seoptima1 mungkin. Untuk itu, pengusaha hanya 

merumgani pekeijaan yang menj di bis "s/pekeij an inti (core business) 

sedangkan pekeJjaan penunjang (non-core business) d.iaJihkan melaJui suatu 

kontrak kepada jasa penunjang. Pengalihan atau penyerahan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan diperlukan untuk merubah si:IUkfutal dalam 

pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendall manajemen, dengan 

memangkas sedemikian rupa bia~a produksi sehin.gga dapat menjadi lebib 

efektif. efisien dan produktif serta perusahaan dapat menyesuaikan apa ~ang 

menjadi tuntutan pasar. 

Pelaksanaan outsourcing tid dapat dipandang secara jangka 

pendek saja, dengan menggunakan outsourcing perusahaan pasti akan 

mengeluarkan dana lebih )lang disebut dengan management fo~ untuk 

perusahaan outsourcing. Outsourcing harus dipandang secara jangka panjang, 

pelaksanaannya juga s berperan dalam hal pengembangan karir karyawan, 

efisiensi dalam bidang tenaw kelja, organjsasi, benefit dan lainnya. 

Perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya oalam bisnis sehingga 

dapat berkompetisi da.lam pasar, dimana hal·hal intern perusahaan yang 
' 

bersifat penunjang fsupportin ) dialihkan kepada pibak lain yang lebih 

profesional. Pad a pelaksanaannya, pengaliha.n ini juga menimbulkan beberapa 

permasalahan terutama masalah ketenagakerjaan. 

Secara umwn, tingkat outsourcing di dwtia dan juga di Indonesia 

terns meningkat. Hasil survey yang ljilakukan oleh tim Sharing Vision dan 

basil survey dari beberapa publikasi di luar negeri hampir sama, hanya 

berbeda 2 %. Namun temyata alasan utama untuk melakukan outsourcing di 
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Indonesia dan di luar negeri berbeda. Selain untuk menciptakan efisiensi dan 

efektifitas prod.uksi, alasan utama lliltuk melakukan outsourcing di Indonesia 

adalah karena tidak adanya sumber daya yang mampu mengeijakan, 

sementara di luar negeri alasan utamanya adalah untuk efisiensi biaya (yang 

artinya sebetulnya internal perusahaan memilik.i kemampuan akan tetapi lebih 

mahal jika dikmjakan sendiri). Hal ini cukup mengkhawatirkan karena salah 

satu prinsip dari outsourcing adalah kita tetap harus mampu mengendalikan 

outsourcing ini31
. 

1. Sejarah Outsourcing 

Gagasan awal berkembangnya outsourcing adalah untuk. membagi 

risiko usaha dalam berbagai masalah, termasuk permasalahan 

ketenagakerjaan. Pada tahap awal, outso rcing bukanlah merupakan suatu 

strategi bisnis. ada tahun 1990 dan 1980, perusahaan menghadapi 

persaingan global, d8.ii' engalami kesulitan karena kurangnya persiapan 

akibat struktur manajemen yang bengkak. Akibatnya risiko usaha, 

termasuk risiko ketenagakerjaan pun, meningkat. Un meningkatkan 

kreatifitas dan fleksibilitas, banyak perusahaan besm- yang membua) 

strategi barn dengan berkonsentra:si pada bisnis inti, meng!dentifikasi 

proses yang kritikal, dan memutuskan hal-hal yang harus di-outsource. 

Sekitar tahun 1990, 6Jutsourcing mulai berperan sebagai jasa 

pendulrung. Trin ginya persaingan telah menuntut manajemen perusahaan 

untuk melakukan perhitungan pengurnngan biaya. Perusahaan mulai 

melakukan outsource terhadap fungsi-fungsi yang penting bagi perusahaan 

namun tidak berhubu.ngan langsung dengan bisnis inti perusahaan32
. 

Outsourcing pada awa1wa merupakan istilah dalam dunia bisnis 

untuk memenuhi kebutuhan tenaga keija suatu perusahaan dengan 

31 "Outsourcing di Indonesia", <htto://rahard. wordpress.com/2006/12115/outsourcing-di-
indonesia-2007/>, 13 Maret 2008. 

32 Husni, Lalu, Pengantar Hukum Kerenagakerjaan Indonesia (edisi revisl), cetll, (Jakarta: Raja 
Grufi.ndo Pen;ada, 2008}, hlm. 176-177. 
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mendatangkan dari luar perusahaan. Outsourcing merupakan bisnis 

kemitraan dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama, membuka 

peluang bagi berdirinya perusahaan-perusahaan baru di bidang jasa tenaga 

keija serta efisiensi bagi dunia usaha. 

2. Definisi dan Tujuan Outsourcing 

Ada beberapa definisi mengenai outsourcing. Dari beberapa ahli 

dan literatur memberikan_pengertian outsourcing adalah sebagai berikut: 

a. Menwut Rajaguk , outsourcing adalah bubungan keija 

dimana pekeJja dipekerjakan di suatu perusahaan dengan 

sistem kontrak, teta i kontrak tersebut bukan diberiakn_ oleh 

perusahaan pemberi kelja, melainKan oleh perusahaan 

pengerah tenaga kelja33
. 

Greaver II, pada b ya Strategic Outsourcing, A 

Structured Approach to Outsourcing: Decisions and Initiatives, 

menjabarkan definisi outsourcing (alih daya) sebagai berikut: 

"Strategic u e of outside parties to perfonn 
activities, traditionally died by internal staff and 
respurces"34

. 

Menurut de:finisi Maunee reaver, outsourcing (Alih Daya) 

dipandang sebagai tindakan mengalibkan bebernpa aktivitas 

perusahaan dan hak pengambilan keputusanny.a kepada pihak 

lain (outside providerJ, dim ana tindakan ini terikat dalam suatu 

kontrak kerjasama. 

c. Beberapa pakar serta praktisi outsourcing (Alih Daya) dari 

Indonesia, jug m berikan definisi mengenai outsourcing, 

antara lain menyebutkan bahwa outsourcing (Alih Daya) dalam 

33 Khakim, Abdul, op.cir, him 72. 

34 Mohd. Faiz. Pan, "OUISOURCING (ALIH DAYA) DAN PENGELOLAANTENAGA KERJA 
PADA PERUSAHA.AN:(rinjauan Yuridfs terhadap Undang-r.mdong Nomor 13 Tahun 2003 
ten tang Ketenagakerjaan) ", hlm2. 
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bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya, adalah 

pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses 

bisnis kepada pihak luar (perusahaanjasa outsourcing) 35
. 

d. Outsourcing yaitu penyerahan sebagian pelaksanaan pekeijaan 

kepada perusabaan lain (Perusahaan Outsourcing) melalui 

peijanjian pemborongan pekeijaan atau penyedia jasa pekerja 

yang dibuat secara tertulis36
. 

Dari bebernpa de:finisi yang dikemukakan di atas, terdapat 

persamaan dalam memandang outsourcing (Alih DaY-a) yaitu terdapat 

penyerahan sebagian kegiatan perusahaan pada pihak lain. 

T:erjadinya proses outsourcing dapat disebabkan oleh beberapa 

a. Upaya efisiensi yang dilakukan. Cb.arles T. Fote mengatakan, 

"Kiat berhemat adaJ.aH jangan mengerjakan semuan}la 

send irian:". 

b. Mengurangi panjang dan kompleksnya rentang kendall 

manajemen usaha. 

c. Political Will: Pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi 

usaha kecil d menengah. 

d. Ada jenis peJCerjaan spesifik memerlukan penanganan khusus 

oleh keahlian tertentu . 

e. Bentuk hubungan dagang baru dengan sis tern order. 

f. t:JntuR menekan labor cost. 

>s Muzni Tambusai. Direktur Ienderal Pembinaan Hubungan Indw;trial Depanemen Tenaga Kelja 
dan T11111STTligrasi yang mendefinisilrnn pengertian outsourcing (Alih Daya) sebagai 
memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola 
sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut sebagai penerima pekerjaan. 

36 Corporate Organization & Human Capital Development PT Astra Intema1ional Tbk. Buku 
Mcmual Astra Human Resources Management-Outsourcing. (Makalllh disampaikan pada "IR 
Conference", Jakarta), hlm. 3. 

37 Ibid. 
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Atas dasar sebab-sebab tersebut, pekeljaan yang di-outsource umumnya 

adalah pekeljaan yang bersifat penunjang, yaitu kegiatan yang tidak 

berhubungan 1angsung dengan proses produksi atau kegiatan di Juar usaha 

pokok (non-core business). 

Ou,tsourcing mengurangi kebutuhan investasi dana pada fungsi­

fungsi "di Iuar" bisnis utama. Sehingga tujuan dari pelaksanaan 

outsourcing adalah: 

a. Perusahaan dapat fokus pada kegiatan utama. 

b. Perusahaan dapat mengalihkan egiatan penunjang perusahaan 

kepada-yang lebih ahli di bidangnya. 

c. Perusahaan dapat meminimalisasi risiko (risiko biaya 

operasional, ketenagakerjaan) 

d. Menggunakan sumber-sumber yang ada untuk aktifitas yang 

lebih stra egis. Outsourcin! memungkinkan perusahaan untuk 

menggunakan sumber daya Y.ang dimi ik:i untuk bidang-bidang 

kegiatan utam, yaitu lial yang palliig d1butuhkannya. 

e. Memungkinkan tersedianya dana modal. 

Ditinjau dari segi pekeija, dengan a ya outsourcing iliperlukan danya 

ketegasan hubungan kerja iY g jelas hingga pemenuhan bak.,hak pekerja 

berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan jelas 

pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, harus a a landasan bukum yang 

jelas mengenai "legalisasi" outsourcing. 

3. Landasan Hukum dan Pelaksanaan 'Outsoureing 

Mengingat bisnis outsourcing berkaitan erat deugan praktik 

ketenagakerjaan, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 

ketenagakeljaan menjadi faktor penting dalam memacu perkembangan 

outsourcing di Indonesia. "Legalisast penggunaan jasa outsourcing baru 

terjadi pada tahun 2003, yaitu dengan berlakunya Undang-undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakexjaan. 
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Berdasarkan definisi outsourcing yang telah dijabarkan 

sebelumnya, yaitu adanya pengalihanlpenyerahan sebagian pelaksanaan 

pekeijaan kepada perusahaan lain, terdapat 2 (dua) jenis outsourcing. 

Pembagian dua jenis outsourcing ini diatur dalam pasal 64 Undang­

undang No. 13 Tahun 2003, yaitu: 

a. Outsourcing Pekerjaan 

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan 

pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian 

pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Hal ini 

disebut lebih lanjut dengan outsourcing pekeijaan. Dalam 

outsourcing pel<erjaan, yang dialihkan pada perusahaan 

outsourcing adalah proses eisnis atau pekeljaannya. 

Untuk jenis outsourcing ini, pelaksanaannya sesuai dengan 

KlJHI>erdam dan pasal64 Undang-undang No. H Tahun 2003. 

Disebutkan dalam pasall601 b KUHPerdata: 

" Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian 
dengan mana pibak yang satu s · pemborong~ 
mengikat:kan_ diri untUk menyelenggarakan suatu 
pekeijaan ba · pihak yang lain, pihak yang 
memborongkan, dengan menerima suatu har:ga 
yang ditentukan". 

Tidak adanya pembatasan jenis 

oursaurce- an dalam KUHPerdata, rnaka diatur dalam pasal 65 

ayat (2) Undang-undang No. 13 :rahWI 2003 adalah syarat­

syarat pekerjaan yang dapat diserahkan untuk dialihkanldi­

oulsource, yaitu: 

1) Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; 

2) Dilalrukan dengan perintah langsung atau tidak 

langsung dari pemberi pekeijaan; 

3) Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara 

keseluruhan; 

4) Tidak menghambat proses produksi secara Iangsung. 
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Oleh karena itu, didapatkan ciri-ciri outsourcing pekerjaan 

adalah: 

1) Menitikberatkan pada basil; 

2) Proses diserahkan seluruhnya kepada perusahaan 

outsourcing, sehingga semua kebutuhan perlengkapan 

dan peralatan dalam rangka pekeJjaan berasal dari 

perusahaan outsourcing. 

Perusahaan penerima pemborongan pekerjaan barns 

berbentuk badan hukum. Apabila syarat-syarat pekerjaan dapat di· 

outsource-kan dan bentuk perusahaan outsourcing pekerjaan tidak 

dipenuhi, maka demi hukum status hubungan l<eija pekeljja dengan 

perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan 

kelja antara pekerja dengan perusahaan pemberi pekeijaan. Hal ini 

diatur dalam pasal 6 ayat ~8) Undang-undang No. 13 Tahun 2003. 

Lebi.h lanjut mengenai outsourcing pekeljaan diatur dalam 

Keputusan Menteri Tenaga Kelja dan Transmigrasi Nomor Kep-

220/MenlX/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian 

Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. 

b. Outsourcing Pekelja 

Dalam outsourcing jenis ini, yang dialihkan adalah pekeljanya. 

Maksudnya, bam a dalam suatp perusahaan, untuk bagian 

fungsi-fungsi tertentu ~eljakan oleh k awan dari luar 

perusahaan, i:Jimana tenaga kerja teJ:Sebut terikat oleli hubungan 

keJja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/ 

perusahaan outsourcing. 

Berdasarkan pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, 

diatur outsourcing pekerja sebagai berikut: 

1) Peketja dari perusahaan penyedia jasa tenaga kelja 

tersebut digunakan oleh pemberi kerja hanya untuk 
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kegiatan jasa penunjanlf8 atau kegiatan yang tidak 

berhubungan langsung dengan proses produksi. 

Penyerahan pekerjaan dilaksanakan pemberi kerja 

kepada perusahaan outsourcing dengan peijanjian 

penyedia jasa pekeija dan dibuat secara tertulis. 

2) Penyedia jasa pekerja untuk kegiatan jasa penunjang 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Ada hubungan keija antara perusahaan penyedia 

jasa d~ngan peketjanya. 

b) Bentuk liubungan keajanya PKWT atau PKWTI. 

Maksudnya, peljanjJan dibuat secara tertulis dan 

ditandatangani perusahaan penyedia jasa tenaga 

ketja dan pekerja mehilui PKWI jika rnemenuhi 

P-ersyaratan pas81 59 Undang-undang No. 13 TahWI 

2003 dan/atau PKWIT. 

c) lJpah dan kesejahteraan, syarat-syarat keija i:ian 

perselisihan yang · bul menjadi tanggung jawab 

perusahaan penyedia jasa. 

d) Ada perjanjian tertulis antara perusahaan pengguna 

jasa pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja 

yang wajib memuat pasal-pasat seperti yang 

dinyatakan dalam Undang-undang 13 :ahun 2003. 

) Penyedia jasa pekerja barns berbentuk badan hukum 

dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab 

<!i bidang ketenagakeijaan. 

Apabila ketentuan-ketentuan dalam point 1), 2)a), 2)b), 2)d) 

dan 3) tidak dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa pekerja, maka 

18 Dari penjelasan p~al 66 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003, kegiatan jasa penunjnng 

adalah kegiatan di luar usaha pokoklbisnis inti (core business) suatu perusahaan, kegiatan tersebut 
antara 1Bin: usaha pelayanan kebersihan (cleaning services), usaha penyedi88Jl makanan bagi 
pekerja (catering), usaha tenaga pengaman (securil)'/satuan pengaman), usaha jasa peounjang di 
bidang pertambangan dan pennlnyakan, serta usaha penyediaan angkutan peketja. 
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sesuai dengan pasal 66 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 

2003, demi hukum status hubungan keija pekeija dengan 

perusahaan penyedia jasa pekerja beralih menjadi hubungan keija 

antara pekerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan. 

Mengenai penyediaan jasa pekerja diatur lebih lanjut dalam 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-

101/Men!VU2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan 

Penyedia Jasa Pekerja. 

Perusahaan harus dapat memutuskan penggunaan jenis 

outsourcing berdasarkan ciri-ciri pekerjaan yang akan dialihkan. 

Ciri-ciri outsourcing pekerja: 

I) Secara fisik, pek rjaan harus dilakukan ditempat 

perusahaan pemberi kerj a 

2) Pengawasan perusabaan pemberi kerja dilalrukan secara 

langsung pada f.!ekeija yang ditempatkan. 

3) Proses pelaksanaan pekeijaan dilakuk:an sesuai dengan 

standard perusahaan. 

ari dua jenis pelaksanaan outsourcing, dapat disimpulkan bahwa 

ubungan keija (i3.lam outsourcing dapat dilakukan melalui 

perjanjian. kerja untuk waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja untuk 

waktu tertentu jika memenuhi ketentuan asal 59 G'ndang~undang No. 13 

Tahun 2003. 

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tidak dijelaskan 
' 

pekeijaan yang tergolong dalam kegiatan utamalbisnis inti (core bus;ness) 

suatu perusahaan, sehirigga dalam pelaksanaanya menim.bulkan ambigu 

dan kemguan untuk membedakan kegiatan utama dan penunjang 

perusahaan. 
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4. Manfaat Pelaksaoaan Outsourcing 

Outsourcing dapat menimbulkan berbagai manfaat bagi pihak­

pihak tertentu yang terkait dengan pelaksanaannya, yaitu39
: 

a. Bagi Pemerintah: 

1) untuk mengembangkan & mendorong pertumbuhan ekonomi 

masyarakat dan pertwnbuhan ekonomi nasional; 

2) sebagai pembinaan & pengembangan kegiatao koperasi & 

UKM; 

3) untuk. mengurangi beban Pemerintah kota daJam penyediaan 

fasilitas umum (transportasi, lisbik, air & pelaksanaan 

ketertiban umum). 

b. Bagi Pekelja: 

1) untuk menunjang aktivitas industri di daerah yang akan 

mendorong kegiatan ekonorni B-enunjan dilingkungan 

masyarakat (pasar, warung, sewa rumablkamar, transportasi 

dll); 

2) untuk mengembangkan in:frastruktur sosiai masyarakat, budaya 

erja, disiplin & peningkatan kemampuan ekonomi; 

Mengurangi. pengangguran & mencegah teijadinya urbanisasi; 

Meningkatkan kemam uan & budaya berusaha dilingkun an 

masyarakat. 

c. Bagi Indu ·: 

1) untuk mengurangi beban keterbatasan laban untuk 

pengembangan perusahaan di awasan industri; 

2) untuk meningkatkan fleksibilitas dalam p,engembangan produk 

baru & penyesuaian dengan perkembangan teknologi, sebingga 

perusahaan dapat berkonsentrasi untuk mengembangkan 

produk baru & ttknologi; Produk yang sudah stabil & 

39 http://www.theoutsourcingonline.com, Gonjang Ganjing Tentang Pekerja Kontrak/Pkwl Dan 

Oulsourcing, didownloi\Cl tanggal 1 8 Agustus 2008. 
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menggunakan teknologi lama bisa di.kembangkan di 

perusahaan rnitra (outsourcing); 

3) untuk meningkatkan day a saing perusahaan dengan effisiensi 

penggunaan fasilitas & teknologi yang berkembang pesat. 
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PENGATURAN DAN PENGELOLAAN TENAGA KERJA NASIONAL 

BERDASARKAN PERATURAN JNDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI 

A. Pengaturan Tenaga Kerja Nasional berdasarkan Peraturan lndustri 

Minyak dan Gas Bumi 

Saat ini, sektor minyak dan gas bumi (migas) menymnbang sebesar 

30% (tiga puluh persen) pendapatan Negara. Purn.omo Yusgiantoro, menteri 

negara Energi dan Sumber Daya Mineral, menjelaskan jumlah penerimaan 

negara dan sektor energi dan sumber daya mineral mencapai lebib kurang 78 

(tujuh ~uluh tlelapan) milliar dollar amerika pada tahun 2003 narn memang, 

dalam beberapa tahun ini terus berkurang seiring t.ingginya biaya produksi40
• 

Pengelolaan operasi migas tidak pelak membutuhkan biay:a yang 

besar karena kerumitan proses produksinya dan terbatasnya teknologi maupun 

sumber daya manusia, terutama teknologi dan sumber daya manusia yang 

berasal dari dalam negeri. Untuk me gatasi flal terseb t, negara sebagai 

pemegang kekdasaan pertambangan membenkan wewenang pelaksanaan 

pengusahaan pertambangan mig kepada sebuah perusahaan negara dalam 

bentuk kuasa pertambangan. Melalui Undang-undang No. 8 Tah.Wl 1971 

tentang erusahaan Pettamban an Minyak dan Gas Bumi Negara, 

PERTAMINA mempunyai kekuasaan pertambangan afas migas di Indonesia. 

Permasalahan modal, teknologi dan sumber daya manusia yang terbatas 

disiasati negara dengan memperkenankan PER .AMINA untuk mengada.l(an 

kerjasama dalam pengusahaan migas dengan pihak lain dalam bentuk: 

Produc:tion Sharing Contract (PSC) atau dapat disebut juga Kontrak Bagi 

Hasil. PSC lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 

1994 tentang Syarat - syarat dan Pedoman Keijasama Kontrak Bagi Hasil 

Minyak: dan Gas Bumi. 

40 "Pendapatan Sektor Migas Melorot". <http://www.lioutan6.com/newsl?id=6933B>. 1 Desember 
2008. 
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Seiring dengan adanya pembaharuan peraturan di bidang migas, 

maka yang menjadi landasan hukum berlakunya Kontrak Bagi Hasil adalah 

Undang·undang No. 22 TahWl 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi41
• Lebih 

lanjut mengenai Kontrak Bagi Hasil ini diatur dalam Peraturan Pemerintah 

No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 memberikan 

definisi Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk kontrak keija sama dalarn 

kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian basil produksi. 

Kontrak Ba · Hasil dilaksanakan hanya dalam kegiatan usaha 

hulu42 dan dilaksanakan oleh Badan Pelaksa.na. Hal ini berarti pelaksana dari 

Kontrak · agi. Hasil telah beraJih dari PERT AMINA kepada Badan Pelaksana 

yang ditetapk!an dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang 

pembentukan Badan Pelaksana Kegjatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 

atau yang disingkat dengan BP lVITGAS. 

Ketentuan·ketentuan yang harus aimuat dalam suatu 

Kontrak Bagi Hasil atau kontr kerja sama bentuk lain) diatur dalam asal 

11 ayat (3) Undang·undang No. 22 Tahun 2001 , yaitu ketentuan-ketentuan 

mengenai: 

• penerimaan negara; 

• Wilayah Keija dan pengembaliannya; 

• kewajiban pengeluamn Oan.a; 

• perpintlahan kepemilikan hasiJ produksi atas Miny:ak dan Gas Bumi; 

• jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak; 

• penyelesaian perselisihan; 

41 Dalam Undang-undang Minyak dan Gas Burni tidak terdapat definisi Kontrak Bagi Hasil. 
Dalam pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 ynng didefinisikan adaJah Kontrak 
Keija Sam.a. Kontrak Kerja Sarna adalah Kontrak Bagi Hasil alau benluk kontrak kezja sama lain 
dalam kegiatan Eksplornsi dan Eksploitasi yang lebih u1enguntungkan negara dan hasilnya 
dipergunakan untiuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

42 Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan waha perminyakan yang bertmnpu pada kegiatan usaha 
eksplorasi dan eksploitasi. 
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• kewajiban pemasokan Minyak Bunti dan/a tau Gas Bumi untuk kebutuhan 

dalam negeri; 

• berakhirnya kontrak; 

• kewajiban pascaoperasi pertambangan; 

• keselamatan dan kesehatan kerja; 

• pengelolaan lingkungan hidup; 

• pengalihan hak dan kewajiban; 

• pelaporan yang diperlukan; 

• rencana pengembangan lapangan; 

• pengutamaan pemanfaatan barang danjasa dalam negeri; 

• pengembangan masyarakat sekitamya danjaminan h.a:k-hak mas arakat 

ad at; 

• pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia. 

Diterapkannya bentuk Kontrak Bagi Hasil dalam pengusahaan 

migas adalah untuk adanya proses alih teknoloi dari tenaga~tenaga ahli di 

suatu perusahaan migas asing kepada tenaga keija dalam negeri atau tenaga 

kerja nasional. A.lih teknologi yang ada dalam I<i:ontrak Bagi Hasil dituangkan 

dalam klausula yang menga tentang pe empatan dan pelatihan pegawai 

Indonesia atau karyawan nasional. Pengertian penempatan adalah mencakup 

pengembangan karier Ban pengertian pelatihan adalah mencakup aspek teoritis 

dan prnktis, sehingga proses alih teknologi tersebut terjadi. 

Pengutamaan penggunaap tenaga kerja Indonesia atau disebut 

tenaga kerja o'(]sional (TKN) ini diatur ebih lanjut dalam Pasal 82 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah No. ·35 Tallun 2004, yang mengatur bahwa dalam 

memenuhi kebutuhan tenaga keijanya, Kontraktor (KPS) wajib 

mengutamakan penggunaan !enaga keija warga negara Indonesia dengan 

memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar 

kompetensi yang dipersyaratkan. 
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Walaupun telah ada ketentuan Kontrak Bagi Hasil dan peraturan 

perundang-undangan yang membatasi masuknya tenaga kerja asing (TKA), 

namun tetap diperlukan sebuah pengawasan terhadap pelaksanaan klausula 

penempatan dan pelatihan karyawan nasional oleh BPMIGAS dan 

departemen-departemen terkait lainnya. Dalam penjelasan Pasal 42 huruf i 

Undang-undang No. 22 Tahun 2001, mengatur bahwa BPMIGAS melakukan 

pengawasan kepada Kontraktor Production Shan·ng (KPS) atas penggunaan 

tenaga keija, termasuk tenaga kelja asing d dalam penggunaan tenaga kerja 

ataupun tenaga keija asing harus emperhatikan prosedur yang berlaku dan 

persyaratan sesuai dengan kebutub'an. Prosedw pengawasan yang dihasilkan 

oleh BPMIGAS diatut dalam Pedoman Tata Kerja No. 018/PTktv/2005 

tentang pengelolaan sumEer daya manusia Kontrnktor Konttak Klexja S rna 

(disebut den~ KKKS/KPS) (selanjutnya disebut ,RTK o. 018") yang 

direvisi pada tanggal 20 Okto6er 2008 dengan Pedoman Tata Ke.tja No. 

01 8/PTKIX/2008 ("PTK No. 018 Revisi I'} 

1. Reocana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK) 

B.BMIGAS berperan sebagai pengawas dan pengendali tenaga 

kerja di lingkungan S berdasarkan kegiatan yang tertuang di dalam 

Rencana Kerja & Ariggm-an KPS. Sebelum sebuah rencana penggt aan 

tenaga keija disusun oleh S, iKPS menyusun rencana kerja dan 

anggaran tenaga k~a (RKA), yaitu rencana kerja kegiatap pengelolaan 

tenaga kerja yang-dituangkan dalam bentuk rencana pengeluaran biaya di 

setiap KPS yan-g merup !fsar penyusunan Rencana Keija & 

Anggaran (WP&B). Un mela.kSanakan pengawasan dan pengendalian 

tersebut, KPS harus membuat suatu rencana dalam mendayagunakan 

tenaga keija nasional maupun tenaga ke.rja asing yang dituangkan dalam 

RPTK. RKA yang telah disetujui oleh BPMIGAS merupakan dasar dalam 

penggunaan tenaga kerja, sehingga setiap pengajuan RPTK dan ijin 

penggunaan tenaga kerja, khususnya tenaga keija asing, hams berdasarkan 

pada RKA tersebut. 
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Dalam ketentuan umum PTK No. 018 Revisi I, dijabarkan 

rnengenai definisi dari RPTK ini. RPTK KPS (RPTK) adalah Rencana 

Penggunaan Tenaga Keija KPS, baik asing maupun nasional, yang 

digunakan BPMIGAS di dalam melakukan pengendalian dan pengawasan 

penggunaan dan penempatan tenaga keija, yang merupakan bagian proses 

formalitas penggunaan TKA ke Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi 

(Depnakertrans), penyusunan struktur organisasi yang mencerminkan 

kegiatan operasi KPS, serta program-program pengembangan TKN 

(program suksesi dan penugasan ke Juar negeri). 

Diperlukan perhatian khusus dari KPS .dalam membuat atau 

mengisi suatu posisi dalam suatu RPTK adalah mengenai peng1,1tamaan 

tenaga keija nasional. Beberapa macam RPTK, rerdiri dari: 

a. RPTK Reguler dibuat untu.k clasar penggunaan TKA yang 

melaksanakan kegiatan rutin oan menduduki P,osisi permanen 

(established) dalam struktur organisasi KKKS atau jangka 

waktu penggunaannya l]ebih dari 12 bulan. 

b. RPlK Proyek meru akan bagian dari ~ Reguler yang 

penggunaannya berdasarkan kegiatan proyek yang tergambar di 

dalam rencana kerja dan angganm proyek di luar dari anggaran 

rutin personalia. 

on Regwer dibuat untuk TKA yang melaksanakan 

kegia' [ operasional yang bersifat sementara dan jangka waktu 

penggunaannya sampai aengan 12 bulan. 

d. RPTK Program.-Pertukaran Peke~a Intemasional dibuat untuk 

menampung program Job Swapping, TDEX (Technical 

Development Exchange). RP:rK Co-Operative Academic 

education (Co-op)fpraktek kerja dibuat untuk menampung 

program pemagangan dari kantor pusat yang terkait dengan 

kebijakan pemerintah. 

RPTK KPS dibuat berdasarkan Rencana Kerja & Anggaran 

(WP&B), AFE, dan POD dengan memperhatikan kepentingan operasional 
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KPS, pembinaan dan pengembangan TKN, dan alih teknologi43
• Setiap 

rencana penggunaan TKA oleh suatu KPS harus diilruti dengan rencana 

pengembangan TKN, begitu pula dengan setiap posisi TKA harus diikuti 

dengan program transfer teknologi, baik melalui pendarnpingan danlatau 

memberikan pelatihan. Evaluasi dan monitoring penggunaan TKA akan 

dilakukan dengan indikasi ada atau tidalmya transfer teknologi dari TKA 

kepada TKN dengan menggunakan RPTKA kontrak jasa keahlian tenaga 

keija melalui pihak ketiga, adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja 

yang digunakan sebagai dasar evaluasi penggunaan tenaga ketja asing, 

yang secara substansi merupakan penggunaan tenaga kerja asing melalui 

kontrak jasa keahlian tenaga erja dengan pihak ke tiga. 

RPTKA kontrak jasa keahlian tenaga kerja asing melalui pihak 

l<!etiga, disusun secara terpisah dengan RPTK- S, yang menggambarkan 

posisi-posisi tenag ker.ja asing untuk melaksanakan kegiatan yang akan 

· ontrakkan melalw kontrak jasa keahlian tenaga keija (profesionhl) 

dengan pihak ketiga. Tenaga keija asingryang memiliki status kontrakjasa 

keahlian tenaga kerja melalui pihak ketiga, tidak dapat ditempatkan dalam 

posisi RPTK KPS. Pengurusan ijin tenaga ke.Ija asing ini tetap tunduk 

pada Kepmenakertrans No. Kep-228/Men/2003 tentang Tata Cara 

43 Definisi WP&B, AFE dan POD; Berdasarkan buku manual Fimmcial Budget and 
ReportingProcedur:es Manual of Production-slicuing Contraet, hlm.2-57. 
WP & B (Wol"k Program Budget) adalnh usulan ~cian rencana kegialan dan anggaran tahunan 
dengan mempertimbangk tentang kondisi, omittnen, efektivilas dan efis.iensi pengoperasian 
Kontrak Bagi Hasil di suatu wi\ayah kolli!ak kerja. 
WP & B dati suatu K.PS perlu menda:patkrurpersetujuan..BPMI6 AS, don hanya dapat dir visi satu 
kali. 

AFE alal.l Authorization Jor Expenditure adalah aJat mBIUijemen KPS dalam fungsi perer.canaan 
dan pengawasan k:euangan 
AFE dibuat agar BPMIGAS selaku pengawas opemsional KPS dapat memperoleh infonnasi 
lengkap mengenBi kegiatan yang diusulkan KPS dan sebagai alat kontrol bagi BPMIGAS mulai 
dari persiap1111 proyelc, pemantauan operasional, serta penelitian pasca operasi. 

POD atau Plan of Development adalah Rencana pengembangan s:Jtu atau lebih Japangan migns 
secara terpadu (Integrated) Wltuk mengembangkan atau memproduksikan cadangan hidrokarbon 
secara optimal dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis dan keseiBJllalan (Health, 
Safety, Environment). 
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Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Keija Asing dan 

Kepmenakertrans No. Kep-20/Meniiii/2004 tentang lata Cara 

Memperoleh Ijin Mempekeijakan Tenaga Keija Asing. 

Pada dasamya RPTK diperlukan dengan tujuan: 

a. Untuk menunjang kegiatan operasi migas KPS sesuai dengan rencana 

kegiatan KPS yang tertuang di da1am WP&B, AFE, dan POD. 

b. Sebagai bagian dari rencana strategi bisnis perusahaan dalam 

pengelolaan SDM. 

c. Seba~ alat Qengawasan atas penggunaan tenaga eija agar efektif dan 

efisien. 

d. Optimalisasi penggunaan TKA dalam rangka memberi kesempatan 

eija, pembinaan dan pengemllangan TKN. 

e. £ebagai dasar pengend 'an aan pembebanan biaya. 

Sebagai dasar dalam P.engajuan permohonan Ijin Mempekeljakan 

Tenaga Kerja Asing (IMTA). 

Penyampaian dokwnen RPTK oleh ~S untuk dievaluasi oleh 

BPMJGAS agar diaapatkan persetujuannya berdasarkan anggaran (POD, 

WP&B ataa AFE) dan ·ustifikasi khusus lainnya, harus disamQaikan 

sesuai dengan waktu pengajuan RPTM, yaitu: 

a. Bagi KPS yang mempekeijakan ~ RPTK Reguler dapat diajukan 

selambat-lambatnya 4 bulan sebelum habis masa berlakU.nya. Bagi 

KPS yang tidak mem]2ekerjakan rKA, RPTK dapat diajukan selambat­

lambatnya 1 bulan sebelum abis masa berl8kunya. 

pengajuan AFE. SelanjutnY-a, persetujuan BPMIGAS dapat diberikan 

dengan ketentuan pembebanan biaya operasi akan tergantung kepada 

persetujuan AFE tersebut. 

_RPTK KPS dapat dibuat untuk periode maksimum 5 tahun sesuai 

dengan pasal 3 ayat (2) Kepmenaker No.Kep 173/MEN/2000 tentang 

Jangka Waktu RPTK. RPTK akan berlaku sepanjang KPS telah memiliki 
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Rencana Keija & Anggaran sesuai periode tahun pengajuan RPTK 

Namun, semng dengan berkembangnya kebutuhan opernsional 

peru saba an/ KPS dalam meningkatkan jwnlah produksi a tau karena suatu 

hal, dapat dilakukan perubahan terhadap RPTK Perubahan RPTK ini 

memerlukan persetujuan BPMIGAS, dan BPMIGAS akan menyetujui 

suatu perubahan RPTK apabila djpenuhi suatu keadaan sebagai berikut: 

a. Teijaru perubahan struktur, nama jabatan., periode penggunaan 

atau penambahan jabatan TKP... 

b. Terjadi reorganisasi/ restrukturisasi secara stgnlfikan (3 layer 

dari atas) di KPS. 

c. Tetjadi perubahan mendasar pada rencana kegiatan yang 

tertuang dalam WP&B, APE, dan POg, atau pada komitmen 

Operasi. 

Apabila teijadi perubahan-perubahan selain yang disebutkan diatas, 

perubahan-peruballan ter-sebllt barus dilaporkan kepada BPMIGAS. 

Ada beberapa ketentuan lain mengenai RPTK yang harus dpatuhi 

oleh KPS, yaitu: 

a. RPTK tidak dipersyaratkan bagi Warga Negara Asing yang 

menggunakan Visa Kunjungan untuk keperluan di baw ini, 

denganjangka w:iktu paling lama 60 hari: 

1) Ke.Jjasarna antara peme.rin.._tah negara lain dengan Negara 

Indonesia. 

2) Mengikuti pelatihan singl{at 

3) Me1akukan pembicaraan bjsnis, seperti transaksi jual 

beli barang dan jasa serta engawasan kuaiitas barang 

atau produksi. 

4) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak 

bersifat komersil. 

5) Pembuatan fihn yang tidak bersifat komersial dan telah 

mendapat ijin dari instansi yang berwenang. 
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6) Mengikuti pameran Internasional yang tidak bersifat 

komersial. 

7) Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau 

perwakilannya di Indonesia. 

b. Bagi KPS yang mempunyai beberapa Kontrak Bagi Hasil. 

namun dikelola oleh Operator (KPS) yang sa.ma, RPTK dapat 

diajukan sesuai dengan kontrak KPS atau dijadikan satu, 

dengan adanya ketentuan mengenai pembebanan biaya yang 

jelas. RPTK dari beberapa kon wilayah kelja KPS yang 

dikelo1a oleh operator yang sama, pada prinsipnya, diproses ke 

Depnakertrans dalam satu kesatuan. Apabila terjadi perubahan 

program kerja KPS, maka RPTK dapat direvisi untuk diajukan 

kepada Depnakertrans. 

2. Fengaturan Outsourcing, PKWT dan PKWTT dalam lndustri Min alt 

dan Gas Bumi 

Pengalihan/penyerahan suatu f!ekeijaan kepada perusahaan lain 

atau disebut dengan outsourGing tidak diatur dengan sebuah peraturan 

khusus dalam industri migas. Begitu pula dengan hubungan kerja yang 

diatur dengan perjanjian kerja waktu te entu (PNWT) dan petjanjian ketja 

untuk waktu tidak tertentu (PKWTf~, tidak diatur dengan peraturam 

kbusus. Dalam pelaksanaan peke.Ijaan dengan mekanisme outsourcing, 

PKWT dan PKl¥IT, pelaku Industri migas, dalam hal ini KPS dan 

pengawas pelaksana industri migas yaitu BPMIGAS, tetap tunduk pada 

peraturan perundang-undangan keten Wcedaan yang diatur dengan 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 d semua pernturan pelaksananya 

Selanjutnya, BPMIGAS akan berpedoman 

Dengan karakteristik industri migas yang padat modal, berisiko 

tinggi dan berteknologi tinggi, ada peraturan-peraturan pelaksana dalam 

peraturan perundang-undangan ketenagakeijaan yang ditujukan bagi 
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perusahaan-perusahaan yang bergerak: dengan karakteristik industri migas 

ini, yaitu: 

a. Kepmen No. 233/Men/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan 

yang Dijalankan secara Terus Menerus. 

Dalam Kepmen ini diatur bahwa pengusaha dapat 

mempekeijakan pekeija pada hari libur resmi untuk pekeijaan 

yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan dan 

dijalankan secara terns menerus, seperti penyediaan BBM dan 

Gas Bmni Pelaksanaannya, dapat didasarkan pada kesepakatan 

antara pengusaha dan pekerja. 

b. Kepme No. 234lMen/2003 tentang Wak!tu kerja dan Istirahat 

pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Miner!U pada 

Daerah Tertentu. 

Kepmen jni mengatur bahwa perusabaan di bidang energi 

dan sumber da){a mineral, termasuk jasa penunjang, dapat 

memilih dan menetapkan waktu kerja sesuai kebutuhan 

perusahaan sebagai:rnana dia dalam pasal 2 ayat (1 ). 

Kepmenaker No. Kep-27/Men/2000 tentang Program SantunaJil 

Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minya:k dan 

Gas Bumi. 

imya kont:rak, perusahaan pemberi 

pek:eljaan (KPS) sesuai dengan ketenruan yang ada di kontrak 

keija, elalui perusahaan penyedia jasa, akan membayar 

pesangon PHK untuk semua pekerja outsource (aengan status 
' 

PKWJ' atau:g"un PKWTT) yang bekerja di lokasi keija 

perusahaan pemberi )(eJja. 

B. Pengelolaan Tenaga Kerja Nasional Industri Minyak dan Gas Bumi 

Selain melaksanakan pengawasan terbadap penggunaan tenaga 

keija nasional maupun asing dalam suatu KPS, BPMIGAS tidak terlepas untuk 

melakukan pengeloJaan sumber daya manusia di suatu KPS. Dalam melaksanakan 
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pengelolaan swnber daya manusia di suatu KPS, BPMIGAS berpedoman pada 

Pedoman Tata Kerja No. 0 18/PTKN /2005 ten tang pengelolaan sumber daya 

manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sarna (disebut dengan KKKS/KPS) yang 

direvisi pada tanggal 20 Oktober 2008 dengan Pedoman Tata Keija No. 

018/PTK/X/2008 ("PTK No. 018 Revisi I"). 

Pengelolaan sumber daya manusia atau tenaga kerja khususnya tenaga kerja 

nasional dilaksanakan BPMIGAS dengan beberapa strategi sesuai blueprint 

BPMIGAS 2005-2010, yaitu: 

• Melakukan Continous Improvement Initiatives dalam semua proses untuk 

menurunkan tiiaya secara menyeluruh. 

• Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terpadu. 

• Mengendalikan penggunaan Sumber Daya Manusia KKKS secara 

terstruktur clan terpola agar biaya TKN bisa menjapai 75% dan total biaya 

personnel dengan tetap memperhatikan kaidah Cost-Benefit. 

• Mengevaluasi kelemahan dalam Regulatory Framework (ketentuan 

peraturan ketenagakeijaan) di Kegiatan Usaha Hulu ¥-igas serta 

mendorong Pemerintah untuk memperbaikinya. 

• Mendorong dan mempercepat penyediaan n tebaga kerja nasional yang 

terlatih untuk: mendukung Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

1. Defmisi Career Development Monitoring 

Upaya pengelolaan tenaga keua nasional yang bekerja pada suatu 

KPS dalam pelaksanaann]a dilakukan oleh KPS. Namun, pen elolaan 

ini harus diawJ!si pelaksanaannya oleh BPMIGAS, dengan berpedoman 

pada PTK No. 018 maupup PTK No. 018 Revisi I, melalui Career 

Development Moniroring 

Dalam ketentuau umum PTK No. 018, diberikan definisi mengenai 

Career Development Monitoring ("CDM") adalah monitoring berkala 

antara DPMIGAS dengan KPS dalam rangka pembahasan mengenai 

strategi pengelolaan pekerja KPS. Tujuan dari CDM ini bagi BPMIGAS 

dan KPS adalah: 
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a. Untuk meningkatkan upaya pengelolaan SDM KPS dan 

produktifitas tenaga kerja. 

b. Agar KPS dapat melaksanakan pengembangan tenaga kerja 

nasional dan mendayagunakan tenaga kerja nasional dengan 

optimal. 

c. Agar BPMIGAS dapat melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian bidang ketenagakerjaan secara obyektif dan 

konsisten serta mampu mendorong KPS untuk melaksanakan 

pengembangan TKN secara profesinal agar dapat 

meningkatkan kemampuan TKN dan kemampuan nasional 

secara bersama. 

Dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan TKN di suatu KPS, 

COM mengacu pada da a encana Kerja & Anggaran ewP&B), data 

ketenagakerjaan di BPMIGAS, kegiatan operasional dengai! BPMIGAS, 

data-data pelaporan KPS, RP K realisasi eenggunaan TKA dari basil 

monitoring BPMIGAS selama periode 1 (satu) tahun dan CDMi 

sebelum.nya. CDM akan membabas perkembangan atau kemajuan serta 

upaya-upaya KPS selama periode 1 (satu) talmo dari CDM sebelwnnya 

dan rencana pengelolaan SDM laliun yang akan datang. Dalam 1 (satu) 

tahun, pembahasan CDM aku.n meh)mti: 

a Rencana Ker:ja & :Anggaran bidang ketenagake~jaan, untuk 

dianalisa efisiensi dan efektivitas penggunaan biaya tenaga 

ke.rja dan produktifitas tenaga kerja KPS. 

b. Pelaksanaan Rekruitmen untuk d.ianalisa optimalisasi 

pendayagunaan tenaga kerja esuai kebutuhan operasi. 

c. Peifonnance Monagemem, untuk: dianalisa apakah dalam 

pelaksanaan dilakuk mekanisme terstruktur dan secara 

obyektif untuk selwuh pekeija baik. TKN maupun TKA. 

d. Program mentoring untuk dianalisa, apakah transfer 

kompetensi betjalan dengan baik, khususnya dari TKA kepada 

TKN. 
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e. Pendidikan dan pelatihan TKN, untuk dapat dianlisa apakah 

program~program dilaksanakan secara efektif berdasarkan 

perencanaan yang sistematis dan berdasarkan Training Need 

Analysis. 

f Penugasan TKN (internasionalisasi), yaitu pengt.-"1man dan 

penempatan TKN ke luar negeri yang memiliki standar 

kompetensi intemasional yang telah terseleksi serta terpilih 

untuk ditempatkan pada suatu jabatan di perusahaan tersebut 

atau perusabaan induk/anak perusahaan di luar negeri dengan 

remunernsi global standara dan biaya program penugasan 

TKN adaJah menjadi beban erusahaan pengguna hfKN di luar 

negeri dan untuk menganalisa tingkat keberh silan dalam 

pengembangan kompetensi TKN. 

g. Pertukaran pe eija intemasional, untuk dapat dianaJisa tingkat 

keberhasilan daJam mendorong pengakuan intemasional 

terhadap kompetensi TKN. 

h. Pelaksanaan Career Development Meeting internal KPS, unttik 

dapat dianalisa apakah pengembangan kompetensi dan 

pengembangan karir pekerja dilaksanakan secara obyektif 

Overseas On th_e Job Training TKN atau Job Assignment, 

untuk dapat dianalisa kemampuan dan keberhasilan dalam 

melaksanakan pengembangan potensi pekeija. 

J. Eelaksanaan Su.ksesi, untuk dapat dianalisa keberhasilan 

pengembangan karir dan optimalisasi pendayagunaan tenaga 

keija. 

k. Peypanjangan masa kerja atau mempekerjakan kembali TKN 

sebagai indikator kegagalan rencana suksesi dan 

pengembangan kompetensi. 
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2. Pelaksanaan Career DevelopmeJJt Mo11itoring 

Pengelolaan sumberdaya manusia atau tenaga kerja nasiona1 

dilaksanakan KPS sesuai dengan rencana kerja KPS dan 

melaporkanperihal pelaksanaan pengelolaan kepada BPMIGAS. 

BPMIGAS akan memonitor, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan 

CDM. 

Tahap pelaksanaan CDM adalah sebagai berikut 

a. CDM dilaksanakan melalui pertemuan berkala, secara 

terencana dan terpadu dengan jadwal setiap akhir tahun dan 

pembahasan lanjutan jika diper~ukan. 

b. KPS harus membuat laporan secara tertulis yang akan dibahas 

di dalam rapat CDM. Laporan tersebut meliputi: 

1) Rencana Kerj a & Anggaran bidang ketenagak.etjaan. 

2) Strategi pembinaan dan pengembangan TKN secara 

umum. 

3) Realisasi dan Rencana penerimaan pekerja. 

4) Eerformance Management yang diterapkan 

5) Mekanisme pencalonan pekelja dalam pengembangan 

karir. 

6) Realisasi tahun beijalan dan rencana tahun yang ak 

datang dari: 

a} Mentoring 

b) Pendidikan dan pelatihan TKN 

-..._.__.___.~c) Penugasan TKN (Intemasionalisasi) 

d) Peitukaran P.ekerja intemasional (Swapping/ 

e) Overseas On the Job Training dalam negeri. 

c. Realisasi suksesi TKA oleh TKN pada tahun sebelumna dan 
... 

rencana tahun yang akan datang. 

d. Realisasi dan rencana perpanjangan masa kerja/mempekerjakan 

kembaJi pekeJja yang telah purnakarya 
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e. Penundaan dan percepatan suksesi TKA oleh TKN. 

Hasil pembahasan pelaksanaan CDM akan ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang dari BPMIGAS dan KPS yang bersangkutan. Dari 

hasil pembahasan inilah akan disusun suatu perfonnance contract yaitu 

penilaian terhadap pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil dalam pengelolaan sumber 

daya manusia atau tenaga keija nasional di suatu KPS. 

Selain BPMIGAS, Direktorat Energi dan Swnber Daya Mineral 

(DESDM) mempunyai bebera~a program yang telab direncanakan untuk 

mengelola tenaga keija sub-sektor migas, kbususnya tenaga kerja nasional. 

Adapun program-program yang dimaksud oleh DESDM adalah44
: 

a. Membuat blue print ketenagakerjaan sub-sektor migas. 

b. Membuat sistem penegmbangan calon tenaga kerja indonesia 

sub-sekto migas. 

c. Sosialisasi pengemban~an calen tenaga keija sub-se or migas. 

d. Membuat program birnbingan teknis calon pekerja sub-sektor 

migas yang bekerja sama dengan asosiasi. 

e. Membuat sistem data base calon tenaga keija su_b-sekt r 

migas. 

f Menginfonnasikan TKN kepada stake holder. 

g. embuat latihan dan pengembangan calon TKN di Eusdiklat 

Cef1u. 

h. Merumuskan program pengembanagn TKN. 
' 

1. Membuat standar ompetenst. 

j. Membuat program cross culture bagi TKA yang bekerja di 

sub~sektor migas. 

k. Membuat standar penggajian TKN sesuai jab a tan dan keahlian. 

I. PI:ogram alih teknologi dari TKA kepada TKN, dll. 

-« Biro kepegawaian dan organisasi~Sekjen DESDM, "Kebijakan Ketenagakerjaan Sub-Sektor 
Minyak dan Gas Bumi", (Moka..ll\h disampaikan dalam seminar tentang Kebijakan Umwn 
Ketenagakerjaan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta. 26 Januari 2006), hlm. 15. 
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PENGATURAN HUBUNGAN KERJA DAN PENGEWLAAN TENAGA 

KERJA NASIONAL PADA KONTRAKTOR PRODUCTION SHARING 

A. Pengaturan dan Pelaksanaan Hubungao Kerja pada Kontraktor 

Production Sharing 

Hubungan antara pengusaba dan pekeija berdasarkan suatu 

peijanjian kerja yang memuat unsur pekerjaan, upah dan perintah merupakan 

de:finisi dari hubung kerja. Hubungan kerja pada Kontraktor Production 

Sharing (KPS) timbul karena didahului adanya suatu pekerjaan (ya position) 

dimana pelaksanaan atas ekeljaan tersebut membutuhkan tenaga kerja yang 

kom eten untuk mengisi posisi atau melaksanakan pekerjaan yang vacant 

tersebut. Posisi-posisi atau jabatan-jaBatan yang ada dalam suatu KPS telah 

d:i:rencanakan sebelumn~a, sesuai dengan kebutuhan operasional KPS, 

kemudian dituangkan dalam RPTK yang akan dievaluasi oleh BPMJGAS 

berdasarkan WP&B, AEE dan PG>D yang telah disetujui BPMIGAS. Apabila 

basil evaluasi sesuai dengan anggaran-anggaran dan rencana kerja KPS, maka 

BRMIGAS akan menyetujui RPTK yang diajukan KPS. Jadi, Clapat dilihat 

kebuttilian tenaga keyja suatu KPS dari RPTKny(ll, 

Pengaturan kebutuhan tenaga kerja suatu KPS harus sesuai dengan 

RPTK, hal ini disebabkan oleh aaanya sallili satu prinsip pelaksanaan..Kontrak 

Bagi HasH {PSCJ, yaitu efisiensi iaya pmailksi miga . Hal ini dilakukan 

untuk menekan angka cost recover/5 yang me.rypakan penggantian biaya 

operasi dari suatu KPS untuk men asilkan prodwcsi (migas). Penggunaan 

tenaga kerja yang sesuai dengan yang diatur dalam RPTK akan membantu 

menyederhanakan proses pengawasan pengembalian biaya produksi tersebut, 

45 BPMJGAS mengungkapkan sejak 1ahun 1997 sampai dengan tahun 2006, angka cosr recovery 
mengalami kenaikan rata-rata enam persen per-tahun Namun, pada sisi pendapalan teJjadi 
kenaikan. antara 16% sampai dengan 22%. 
Disampaikan oleh: Tim Buletin BPMIGAS, "Efisiensi Biaya, Tingkatan Penerimaan Negara", 
Buletin BPMIGAS, (Juni 2008): 4. 
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BPMIGAS dapat mengacu pada RPTK dan anggaran-anggaran yang telah 

disetujui. Setelah RPTK disetujui BPMIG AS, KPS dapat memulai suatu 

hubungan ketja. 

1. Proses Rekrutmen Tenaga Kerja pada Kontraktor Production Sltaring 

Tahapan hubungan ke.Jja dimulai dengan adanya kebutuhan 

perusahaan terhadap tenaga kexja, baik asing maupun nasional, sehingga 

perusahaan melakukan proses rekrutmen. Rekrutmen tenaga keija 

diutamakan bagi tenaga kelja nasional. Pada dasamya, proses rekrutmen di 

KPS berpedoman padaPTK No. 018 maupunP N . 018 Revisi I. 

Adapun tujuan dari roses rekrutmen ini rliatur dalam PTK No. 

018 dan PTK No. 01 8 Revisi I, adalah: 

a. Untuk menjaga kelangsungan operasi perusahaan. 

b. Untuk pentlaya~aan Tenaga J.Eerja Indonesia (l'Kl) atau 

Tenaga Kerja Nasional (TKiN) seaara optimal. 

c. Untuk memberi kesempatan pengembangan karir bagi pekerja 

nasional :yang potensial. 

Hal ini dikarenakan, proses rekrutmen pada suatu KPS 

diutamakan diisi o!eh calon yang telah direncafutkan sesuai 

rencana suksesi dari dalam perusahaa.J..I. Hal ini dim udkan 

untuk memberikan kesempatan pekeija yang potensial 

menda:gatkan pengembangan karir dan mendud · jabatan 

kunci di perusahaan. 

Sua S berwenang untuk melaksanakan proses rekrutmennya 

sendiri serta memutasi pekerjanya, namun terdapat batasan-batasan yang 

harus dipatuhi oleh KPS un melaksanakan rekrutmenlpenerimaan 

tenaga kerja, yaitu: 

a. Rekrutmen pekerja, baik dari dalam maupun dari luar KPS atau 

mutasi pekerja untuk jabatan Senior Manager, General 

Manager, Vice President, Senior Vice President, President atau 
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setingkat dengan j abatan-j abatan tersebut termasuk j abatan satu 

level dibawah pimpinan tertinggi, memerlukan persetujuan 

BPMIGAS. 

b. Dalam hal rekrutmen TKN dari luar perusahaan: 

1) Mantan pekerja KPS yang telah memutuskan hubungan 

keija dengan alasan mengundurkan diri sukarela, 

purnakarya dipercepat, pemutusan hubungan keija (PHK) 

atas kesepakatan bersama (mutual agreement termination), 

yang telah mendapatkan pemba;yaran hak pekerja karena 

PHK sebesar ketentuan nonnatif atau paket/insentif khusus, 

dapat diterima di KPS/ operator lainn a dan KPS/operntor 

yang sama dengan keten an sebagai berikut: 

a) Apabila telah mendapatkan pembayaran hak peker.ja 

karena PHK dengan ketentuan normatif, dapat i:Jiterima 

setel 2 tahun keluar dari KPSLoperator yang sama. 

b) Apabila telah mendapatkan pembayaran hak pekerja 

karena PHK dengan ketentuan diatas h nonnatif 

dapat diterima setelah. 1 tahun keluar dari KPS/operator 

yangsama. 

2) Relcrutmen diatas usia purnakarya (56 tahun) untuk jabatan 

tertinggi dapat dilakukan deng.an ketentuan dipekerjakan 

sampai dengan batas usia maksimal 60 tahun, sedangkan 

untuk jabatan Senior Manager, General Manager, Vice 

President, Senior Vice President atau setingkat dengan 

jabatan-jabata'n tersebut t~suk jabatan satu level 

dibawah pimpinan tertinggi {iapat d.ilakukan sampai dengan 

batas usia maksimal s-s tahun. 

3) Rekrutmen eli atas usia pumakarya (56 tahun) untuk 

peketjaan yang dapat dilakukan mela.lui Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu dilakukan sesuai dengan Peraturan 
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Perundangan ketenagakerjaan yang berlaku dan Pera.turan 

Perusahaan/Perjanjian Keija Bersama. 

4) Dalam nmgka pendayagunaan TKN, KPS dapat melakukan 

rekrutmen TKN untuk melaksanakan pekerjaan yang 

bersifat proyek melalui peijanjian keJja waktu tertentu 

atau kontrak jasa tenaga kerja dengan tarif sesuai kondisi 

market regional dan berdasarkan pada peraturan 

perundangan yang berlaku. 

5) Pelaksanaan rekrutmen terha(Jap pekeija yang saat ini 

memiliki status hubungan keija di KPS agar 

memperhatikan kaidah-kaidah: 

a) Proses reknltmen harus dilakukan secara terstruktur. 

profesionaJ, wajar dan etis sehingga menghindari 

pen<Jekatan personal (po'llching) dari calon p ngguna 

--~-'(line user) i:li pernsahaan calon pemberi keJja secant 

langsung kepada calon pekelja. 

b} Selama proses rekrutmen, calen pemberi ketja harus 

melakukan komunikasi dengan fungsi SDMIHR di 

~S tempat calon pekeija tersebut aktifo bekeljii; 

untuk memastikan aktivitas kepindahaa pekeJja 

tersebut tidak sam ai menggangu kelancaran operasi 

di perusahaan tempatnya beReij~ menjaga etika 

bisnis, rlan dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundangan ketenagaketjaan yang berlaku. 

c) Paket tetal remunerasi yang akan ditawarkan agar 

mempetbatikan inlernal equity perusahaan dalam 

batas skala upah dan struktur remunerasi yang saat ini 

berlaku sesuai ketentuan dalam Peraturan 

Perusahaan/Peijanjian Keija Bersama. 

d) Setiap pemberian tawaran insentif yang meJebihi dari 

paket remunerasi standar (seperti signing bonus. 
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lumpsum cash untuk menutup hutang perusahaan 

asalnya, benefit jabatan yang tidak diatur dalam 

Peraturan Perusahaan/Peijanjian Keija Bersama, 

kompensasi past service years selama bekerja di 

perusahaan a sal, dsb) tidak dapat di bcbankan sebagai 

biaya operasi KPS. 

6) Masa ke1ja mantan peke1ja di perusahaan/KPS yang telab 

mendapatkan hak pekerja karena PHK sesuai masa kerja di 

perusahaan/KPS sebelumnya an direlcrut kembali oleh 

perusabaan!KPS yang sama atau direkrut oleh 

perusahaan/KPS lain maka dihitung 0 (not) tahun. 

Untuk rekrutmen TKN yang berasal dari luar perusahaan, 

pada pelaksanaannya, kandidat-kandidat daP.at erasal dari 

daftar pekeija dari pen edia jasa pekerja, daftar para peserta 

yang pemah melaR:sanakan pemagangan di KPS yang 

bersangkutan, rekrutmen kampus, darabase Huma Resources 

Planning & Development. Jika dari sumber-sumber tersebut 

tidak kunjung diperoleh kandidat yang memadai, S dapat 

mengiklanl<:an posisi-posisi dan persyaratan tenaga kelja yang 

dibutuhkan a tau melalui ~asa-j asa agen perekrutan tenaga kerja. 

c. Dalam hal KPS melaksanakan rekrutmen TKN dari Clalam 

perusahaan, KPS harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut, 

yaitu: 

1) KPS diwajibkan untuk: melaksanakan perencanaan karir 

masing-masing Rekeija (Individual Development Plan) 

untuk pengembangan karir, mutasi dan persiapan rencana 

suksesi. 

2) Program· program pengembangan karir, mutasi dan suksesi 

yang dilaksanakan oleh KPS harus dilakukan dengan cara 

yang sistematis, terstruktur dan berdasarkan prinsip 

profesionalisme. 
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3) Setiap TKN KPS mendapat program pengembangan 

kompetensi dan berdasarkan kompetensi yang dimiliki 

harus didayagunakan pada posisi yang sesuai dengan 

prinsip persamaan perlakuan dengan TKA 

Dalam pelaksanaan proses relautmen setiap KPS yang ak.an 

merekrut kembali mantan pekerjanya untuk dipekeijakan sebagai peketja 

waktu tidak tertentu, harus mendapatkan persetujuan dari BPMIGAS, 

sesuai dengan pengaturanJbatasan PTK No. 018 ataupun PTK NO. 018 

Revisi I. Pengajuan pennohonan untuk merekrut kembali mantan pekerja 

harus diajukan dengan melengkapi persyaratan berikut: 

a. Menyampaikan justi:fikasi yang jelas tentang Jatar belakang 

rekrutmen dilakukan. 

b. Menyampaikan perencanaan suksesi untuk posisi teikait. 

c. Membuat rencana mentoring berkala Wltuk transfer 

pengetahuan dan keahlian kepada calon suksesor yang h s 

dilakukan oleh pekeija yang direlaut tersebut. 

Selain ketentuan-ketenttlan dan pernbatasan-pembatasan yang telah 

dijelaskan diatas, ada ketentuan yang mengatur bahwa bagi mantan 

pekeija KPS yang diterima di KPS lainny~ maka KPS penerima dapat 

meminta referensi dari KPS sebelumnya atau BPMIGAS. Kemud.ian, 

untuk setiap KPS yang akan merekmt ~eketia Indonesia yang selang 

bekelja Cli luar egeri, dapat melaktikan proses eKtutmen secara ormal 

sesuai dengan RPTK yang sudah mendapatkan persetujuan dari 

BPWGAS. 

Proses rekrutmen tenaga kerja dapat Ciilaksanakan oleh KPS secara 

langsung, yaitu KPS melaksanakan proses rekrutmen dengan ketentuan­

ketentuan yang diatur da!am PTK No. 018 dan PTK No. 018 Revisi I. KPS 

dapat pula melaksanakan proses rekrutmen secara tidak langSWlg, yaitu 

melalui suatu perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. 
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2. Pelak.sanaan Hubungan Kerja Pada Kegiatan Operasional Kontraktor 

Production S!Jari11g 

Setelah proses reknnmen dilaksanakan oleh KPS, hubungan kerja 

antara pekerja dengan KPS dapat teJjadi secara langsung maupun tidak 

langsung. 

a. Hubungan secara langsung; dilakukan dengan membuat 

perjanjian kerja yang ditandangani oleh pengusaha dengan 

pekeJja untuk melaksanakan suatu pekeJjaan tanpa melalui 

pihak ketiga atau pihak lain sebagai penyed.ia jasa tenaga keija. 

Perjan~ian ketja yang dibuat dapat berupa perjanjian kerja 

wakttl tertentu (PKWT) atau peijanjian kel!ia untuk waktu tidak 

tertentu (RKWTT). Untuk pekerja yan dipekeijilkan dengan 

wr maupun PKWTT akan memperoleh upah langsung dari 

KPS. 

b. Hubungan secara tidak langsung; 'lakukan KPS untuk 

melaksanakan sebagian pekeijaan dengan membuat suaw 

perjanjian atau kontrak keljasama dengan suatu perusahaan 

jasa pemborongan peketjaan atau penyedia jasa tenaga kerja. 

Hubungan kerja terjadi antara pekeija dcngan perusabaan ja:sa 

pemborongan pekerjaan atau dengan perusahaan penyedia jasa 

tenaga keJ)a. Hubungan kerja tersebut juga didasarkan pada 

peljanjian keija yang dapat berbentuk PKWT maupun 

RKWIT. Upah dari pekezja ini akan dibayarkan oleh KPS, 

selaku ~mberi keija secara tidak langsung melalui perusahaan 

penyedia jasa tenaga keraja. Penyerahan pelaksanaan sebagian 

pekeijaan yang dilakukan oleh KPS kepada suatu perusahaan 

jasa pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa tenaga keija ini 

disebut dengan outsourcing, sebagaimana didefinisikan oleh 

AB. Su5rulto46
: 

46 AB. Susanto, The Jakarta Consulting Group, "Outsourcing Implementation", (Lokakarya 
"Outsourcing" group migas, Jakarta, 20 November 2000): him 7. 
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"To divert a portion of work to a competent lhird 
party but still in the organization's control in order 
to be able to concentrate on main activities of 
business by taking into consideration aspects of 
investment, risk and efficiency. " 

Dari basil wawancara, ada beberapa status pekeija untuk mengisi 

posisi ataujabatan suatu pekerjaan dalam suatu KPS, yaitu meliputi: 

a. Pekerja Tetap 

pekerja yang dipekerjakan dengan PKWTT untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan yang mana posisi pekeJjaannya 

bersifat ermanen dan tercatat di RP yang telah disetujui 

oleh BPMIGAS. 

Pekezja Direct Contract 

pekerja yang dipekeijakan langsung oleh KPS untuk. 

melaksanakan suatu pekeljaan berdasarkan PKWf untuk 

jangka waktu kurang lebih 1 tahun. osisi pekerjaan dart 

pekerja direct contract ini belum diatur di RPTK. Sehiiigga, 

seiring kebutuhan perusahaan terbatlap peReija dan perbaruan 

RPTK, apabila posisi pekerjaannya menjadi dicatat da am 

RPTK Clan disetujui oleh BPMIGAS, peke.rja direct contract 

yang bersangkutan dengan ditunjang basil evaluasi atas 

pekerja.an sebelumnya, dapat diangkat menjadi pekelja tetap. 

Pekerja ontrak Pih Ketiga (third party contract wor!Cer) 

pekerja yang dipekeljakan oleh perusahaan penyedia jasa 

pekerja untuk melaksana.kan suatu pekerjaan di KPS. 
' 

Pengali)Wi pekeijaan kepada ekerja .kontrak pihak ketiga, 

disebut dengan outsourcing pekezja. 

Pekeija kontrak pihak ketiga akan melaksanakan pekeijaan 

KPS yang bersifat proyek dan posisi pekerja tidak tercatat di 

RPTK _Diberikan de:finisi, proyek adalah suatu pekeijaan yang 

sifatnya tidak berkelanjutan atau hanya sesekali diperlukan. 
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Kegiatan utama KPS dapat dilihat dari proses bisnisnya, dimana 

proses bisnis KPS dimulai dari masa eksplorasi, dilanjutkan dengan proses 

pengembangan sumur yang dilakukan dengan tahap pengeboran atau 

workover, proses produksi sumur dan terakhir adalah proses penjualan 

basil produksi. Ada beberapa posisi pekeijaan yang melaksanakan 

kegiatan pokok KPS tersebut, seperti Geophysicist, Geologist, Drilling 

Engineer, Production, Reservoir and Maintenance Engineer, Commercial, 

Shipping specialist, dll. 

Dalam pelaksanaan operasional KPS, terdapat pekeija kontrak 

pihak ketiga mel sanakan pekeijaan yang bukan merupakan jasa 

penunjang, sesuai definisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dari KPS 

yang bersangkutan. 'rerdapat pula pekerja dengan status direct c ntract 

me1aksanakan pekeljaan ang bersifat bukan sementara. Pekerja direct 

contract terseout menduduki osisi pekerjaan yang sifat pekeJjaannya 

tidak sesuai se~rti :Yang diatur da1am pasal 59 ayat I) Undang.undang 

No. 13 Tahun 2003 yang mengatur lingkup perjanjian kerja unfi.ik waktu 

tertentil hanya dapat d" uat unruk pekerjaan tertentu yang menurut jenis 

dan sifat atau kegiatan pekeijaannya akan selesai dalam waktu tertentu, 

yaitu: 

a. pekeijaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 

b pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu 

yang tioak terlalu lama dan paling lam 3 (tiga) tahun; 

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau 

d. pekeljaan yang berhubungan dengan produk barn, kegiatan 

ang masih dalam percobaan atau 

penjajakan. 

3. Pelaksanaan Outsourcing Pad a Kontraktor Production Sharing 

Dari defin.isi Outsourcing diatas, KPS melaksanakan penyerahan 

sebagian pekeijaan kepada pihak lain atau melaksanakan outsourcing, 

bertujuan untuk: 
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a. Dapat fokus kepada kegiatan utama dengan mengalihkan 

sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain yang mempunyai 

keahlian khusus dalam bidang tertentu. 

b. Mengurangi risiko, mengurangi kompleksitas administrasi, 

tidak perlu mengeluarkan investasi yang bukan kebutuhan 

utama atau kebutuban pennanen. 

c. Menggunakan sumber daya ahli yang tidak tersedia "internal", 

dan dapat menggunakan/menyewa tecnical experlise yang 

selalu "globally" up-dated. 

Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa ditinjau dari segi pengusaha 

atau KPS dalam 1l ini, adanya pemborongan peketjaan atau penyediajasa 

tenaga kerja menguntungkan bagi ~engusaha. isebut mengunnmgkan 

karena t~rdapat biaya-biaya yang dapat dip gkas melalui pelaksanaan 

outsourcing peketjaan maupun pengguvaan outsourcing pekerja. Dari 

dokumen peuelitian diperoleh analisis data perbandingao keuntungan yang 

diOa:pat KPS dengan mempe).(erjakan pekerja kontrak pihak ketiga i:iengan 

pekezja tetap dan pekerja direct contract untuk meminirnalkan biaya 

operasi, adalah untuk sebagai berurut: 

No. Pekezja tetaP. Pekeija direct Pekelja kontrak 
contract pihak kettga 

1 Fasilitas kesehatan Fasilitas Easilitas kesehatan 
ditanggung lCesehatan, berupa ditanggung oleh 
sepenuhil.Ya oleh _t_unjangan perusahaan 
KPS. kesehatan sebesar "Qenyedia jasa 

~ 
RP. 250.000,00 pekerja/perusahaan 
dan asuransi outsourcing. 
kesehatan 
diberikan oleh 
KPS. 

2. Adanya kepastian Adanya kepastian Tidak ada kepastian 
hubungan kerja. hubungan kerja hubungan kerja 

dalam waktu an tara pekerja 
tertentu. den KPS. 
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3. Ada cost of transfer Tidak ada cost of Tidak ada cost of 
technology transfer transfer technology 

technology 

4. Ada biaya Biaya Tidak ada biaya 
pengembangan pengembangan pengembangan 
kompetensi pekerja. kompetensi kompetensi pekelja. 

pekerja dibatasi 
jumlahnya. 

5. Fasilitas Tidak ada fasilitas Tidak ada fasilitas 
kesejahteraan pekeija kesejahteraan kesejahteraan 
lainnya, seperti loan. pekerja Jainnya. eketja lainnya. 
dll diberi!Can ole}( 
KPS. ) ) \~ \ \ 

\,_ \ // I I \ 

Menyoroti soal tidak ada biaya yang disediakan bagi pekerja 

pihak ketiga dalam sua erjanjian kerjasama antara KPS dengan 

perusaliaan penyedia tenaga keija untuk pengelolaan pengembangan 

kompetensi pekerja, hal i.ni disebabkan arena pekerja kont:rak: pih:flki 

ketiga dipekeija:kan dengan mempunyai emarnpuan yang lebih daripada 

pekerja tetap maupun peker.jll 6/irect contraet. Hal inipun. mau tidak mau 

berdampak pada produktivitas KPS. Pekerja kontrak pihak ketiga barus 

mengbasilkan produktivitas peke!jaan yang sama dengan pekerja tetap dan 

pekeija direct contract, namun ditunjang dengan fasilitas-.filsilitas dan 

kesempatan pengembangan kompetensi yang berbeda yang di<lapat oleh 

pekerja kontrak pihak ketiga. 

Dari tujuan pelwanaan Outsourcing yang sudah terlebih dabulu 

dijelaskan diatas, outsourcing dilaksanakan untuk memperoleh: 

• A core of.. business -efficiency 

Dengan lebih fokusnya KPS dalam menangani kegiatan 

utama dari KPS, akan menimbulkan efisiensi. 

• An efficiency of organizational 

Dengan demik:ian suatu KPS tidak perlu mempunyai 

organisasi yang besar dengan jumlah- tenaga keija yang 
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banyak. Meminimalkan jumlah tenaga kerja dengan status 

pekerja tetap dianggap oleh KPS dapat merninimalkan 

biaya produksi/ ongkos opernsional. 

• Length of work eflciency 

Lama dari suatu pekeijaan yang bersifat proyek dapat 

diperkirakan, sehingga biaya mempekerjakan pekerja 

kontrak pihak ketiga dapat diestimasik.an dan dilakukan 

efisiensi terhadapnya. 

• Cost of labour efficiency 

Permasalahan ketenagakeijaan dapat die eminer dengan 

adanya perusahaan lain yang menangani pekeJjaan yang 

dialihkan, dimana hublllDgan kerja pekerja kontrak pihak 

ketiga langsung ditangani pemborong atau penyedia jasa 

tenaga kerja. 

Outsourcing dilaksanakan KPS dengan tetap tunduk pada 

Kepmen ertrans No. Kep-220/Men.OC/2004 tentang Syarat-syarat 

Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekeljaan epada Pihak Lain, yaitu 47
: 

a. Perusahaan pemberi pekeijaan KPS) wajib membuat a1ur 

kegiatan proses pclaksanaan pekedaan 

b. Berdasarkao alur kegiatan pro es pelaksanaan pekeijaan, 

perusahaan menetapkan jerus-jenis ekerjaan yan utama dan 

pemmjang 

c. Perusahaan melaporkan kepada instansi yang bertanggung 

jawab dibidang ketenagakerjaan sete~ttpat. 

Nam.un, sam.a haln~a dengan peRerja direct contract, dalam 

operasiona.l KPS, beberapa peketja kontrak pihak ketiga terkadang 

melaksanakan pekerjaan atau kegia utama KPS atau kegiatan yang 

berhubungan langsung dengan proses eksp1orasi dan produ.ksi KPS. Hal 

tersebut tidak sesuai 4engan pasal66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, 

47 Indonesia, Keputusan Mentert Tenaga Kerja dan Transmlgrasi Republik Ir.donesia, 
Kepmenakertnm.s No. Kep-220/Meni.X/2004, Pasal6 BJ'&I (2) & (3). 
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yang mengatur outsourcing pekerja bahwa pekerja dari perusahaan 

penyedia jasa tenaga kerja digunakan oleh pemberi kerja hanya untuk 

kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung 

dengan proses produksi48
. 

Sehingga. KPS menghadapi beberapa permasalahan outsourcing 

yang tezjadi di lapangan/ wilayah kezja KPS, yaitu49
: 

a. Di beberapa KPS, pekerja kontrak pihak ketiga menuntut untuk 

dipekeijakan langsung oleh KPS. 

b. Pekeija kontrak pihak ketiga menuntut kenaikan upah kepada 

KPS. 

c. Perusahaan jasa men-sub-contract-kan pekerjaan yang telah 

diberikan leh KPS kepada pihak lain, sehingg berakibat 

berkurangnya upah yang diterima pekerja kontmk pihak ketiga. 

d. Apabila ada konflik ketenagakerjaan dengan perusahaan 

penyedia jasa tenaga kerja, pekerja kontl'ak pihak ketiga ini 

kerap kali melaklikan pemogokan yang menghamtiat operasi 

KPS. 

Untuk. mengatasi pennasalahan-pe asalaban tersebut, KPS 

berkesimpulan, babwa dalam kont:rak kerjasama antara KPS denga.n sua 

perusahaan jasa pemborongan pekef.i aan ataupun dengan pernsahaan j.a a 

penyedia pekerja harus mengatur secarajelas, antara lain: 

a. j angka waktu kontrak; 

b. jenis pekerjaan, persyaratanjabatan dan perincian tugas; 

c. ketentuan tentang remunerasi, seperti UP.ah okok, tunjangan 

tetap/tidak tetap (apabila ada), dan kebijakan kesejahteraan 

(masalah akemodasi dan makan yang disediakan, dll) 

d. tempat mobilisasi dan demobilisasi pekerja kontrak pihak 

ketiga yang didatangkan dari Juar wilayah kerja; 

48 Indonesia, Undang-undang Ketenagalrerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39, PasaJ 66 ayat 

~~knu Ichrnm, EMP Ksngean, "Outsourcing Implementation", (HR. Sharing Series In-House 
Workshop, 20 Mei 2006, Jakarta), hlm. 17. 
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e. syarat-syarat kelja yang dikehendaki oleh pernberi pekeijaan, 

yang mutlak dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa (MCU, 

pakaian seragam, dU.) 

f. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan: istirahat 

tahunan,lembur, jamsostek, pajak penghasilan, dll 

g. Aturan khusus pembayaran THR; 

h. konflik ketenagak:erjaan yang timbul sepenuhnya menjadi 

tanggung j a wah perusahaan penyedia jasa; 

1. kewajiban menerima pekerja dari perusahaan penyedia jasa 

pekezja sebelumnya; 

J. akibat wanprestasi; 

k. ada atau tidak adanya penyesuaian upah yang dikaitkan dengan 

kenaikan upah minimum, atau penilaian kinetja; 

Fonnula atau besanm uang pesangon yang an dibayar oleh 

KPS kepada ~erusahaan penyedia J&Sa pekerja; 

m. ketentuan tentang training, dll. 

B. ~engelolaan Tenaga Kerja Nasional pads Kontraktor Production Sharing 

Pengelolaan dan pengembangan TKN di WS bermula dari suatu 

proses identifikasi kompetensi seorang pekerja/ TKN di dalam posisi tertentU. 

Pengelolaan dan pengembangan ~ mpetensi TKN disebabkan oleh adanya gap 

atau perbedaan antara persyaratan yang dibutuhkan dalam suatu posis1 Hengan 

aktual profil kompetenst (competen rojile) suatu pekelja. Selain hal tersebut, 

pengelolaan dan pengembangan TKN dapat terjadi apabila ada perkembangan 

teknis ataupun teori terbaru dari suatu ilmu ypng memaksa pekerja yang 

bersangkutan untuk meningkatkan kompetensinya. 

Sesuai dengan amanat Kontrak Bagi Hasil antara KPS dengan 

negara Indonesia yang diwakili oleh BPMIGAS, KPS mengelola dan 

mengembangk.an para TKN dengan beberapa jenis atau metode pengelolaan dan 

pengembangan tenaga kerja, seperti mengikut sertakan TKN dalam pendidikan 

dan pelatilian, Job rotation, mentoring, dan lain-lain. Beberapa program 
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pengelolaan dan pengembangan tenaga kerja yang diatur dalam PTK No. 018 

adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan dan pelatihan. 

Program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja meliputi program 

In-House, Public Course, Komite kerjasama diklat antar KPS 

BPMIGAS (KKSD), Pendidikan formal dan Akamigas/STEM 

merupakan pendidikan berjenjang d lorna 1 sampai dploma 3 yang 

dilaksanakan oleh PT Migas Cepu untuk meningkatkan kompetensi 

2. M elltiJFing 

enloring adalah proses pengembangan TKN melalui teaching, 

coaching dan counselling terhadap satu orang TKN atau lebih yang 

dituan$an dalam suatu program yang resrfii dan terstruktur. 

Setiap KPS wajib untuk melaksanakan program pengembangan TKN 

metode men to ring. Metode menlo ring ini mewajibkan se ·a T.Kh dan 

TKN yang memil· · kompetensi Wlggul, khu soya T 

melaksanakan teaching, coaching tlan couseiling kepada TKN yang 

membutuhkan mentoring dalam nmgka alih telotologi. 

Selain alih teknologi. TKA kepada TKN, tujuan dari adanya 

pro~am ini adalah untuk meningkatkag__kompetensi teknis dan non­

teknis TKN. Tujuan dari pelaksanaan mentoring diawasi dan 

dievaluasi oleh BPMIGAS. 

Bebera a ketentuan dalam melaksanakan mentoring, adalah: 

1) KPS memilih dan menetapkan pa gan TKA dan TKN yang 

akan memberikan mentonng dan menerima mentoring sesuai 

denganRPTK 

2) TKA dengan ijin beketja minimal 1 (satu) tahun wajib 

melaksanakan mentoring. 
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3) Setiap TKN' yang ditetapkan untuk mengikuti mentoring harus 

dimonitor terns menerus oleb K.PS dan memiliki perencanaan 

karir yang jelas. 

Dalam pelaksanaan mentoring, pemberi dan penerima mentoring 

harus menetapkan sasaran kompetensi yang akan ditransfer dalam 

"Kontrak Mentoring''. Kontrak mentoring ini diberitahukan kepada 

atasan langsung dan/atau kepala departemen yang bersangkutan serta 

departemen SDM. Pelaksana mentoring diwajibkan untuk membuat 

laporan basil evaluasi pelaksanaan mentoring dimana evaluasi program 

mentoring ini akan dibahas dalam pertemuan internal Career 

Development Meeting (CD ) antarn KPS dengan BPMIGAS. 

3. Peng mbangan Karir Internasional. 

KPS diwajibkan untuk melakukan perencanaan, seleksi dan 

evaluasi atas posisi TKA dan caJon TKN untuk program 

pengembangan karir in emasional setiap tahun. Prograni 

pengembangan karir intemasional ter iri dari: 

1) Program job swa 'Ping (pertukaran pelCerja intemasionalj 

adalah program peitukaran 'PKN dengan TKA dalam rangka 

mendorong kantor j)usat KPS untuk memberikan pengakuan 

kemampuan TKN, sehingga TKN tersebut dapat dipekeljakan 

di kantor pllSat/afiliosi di luar ru:geri dengan memberikan 

kesempatan 1'KA be eija pada KPS d.i Inoonesia. 

2) Technical Deve/o ment Exchange adalah program 

pengembangan 'fK:N di luar negeri melalui pertukaran TKA 

dengan TKN dalam rangka rneningkatkan kompetensi di 

bidang teknis bagi junior staff yang merupakan bagian dari 

pengembangan kantor pusat 

3) Job Assignment/ Overseas On the jon Training adalah program 

pengembang~ TKN di luar negeri dalam rnngka memenuhi 

competency requirement untuk pengembangan karir TKI yang 

memm.iliki standar internasional. 
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4) Intemasionalisasi adaJah pengakuan kemampuan TKN untuk 

bekerja di kantor pusat/afiliasi di luar negeri sesuai kompetensi 

yang dimiliki sebagai "Global Employee". 

KPS mempunyai wewenang untuk menentukan calon TKN yang 

akan mengikuti program pengembangan karir intemasional dan 

BPMIGAS yang akan memberikan persetujuan terhadap 

pelaksanaan program dan calon TK.N yang akan mengikuti 

program ini. BPMIGAS mengawasi pelaksanaan dari program ini 

untuk mencapai tujuan adanya program pengembangan karir 

intemasionaJ, yaitu: 

1) Untuk memberikan kesempatan bagi TKN untuk mendapatkan 

pengaJaman keija intemasional dan mempercepat 

pengembangan profesinalisme KN dengan barapan 

menimbulkan unsur kepercayaan dari kantor pusat KPS datam 

penempa TKN padajabatan-jabatan stratc:gis. 

Untuk meningkatkan komptensi teknis TKN sesuai dengan 

standar intemasional. 

3) Untuk. menun · ang program sukse:;i dari TKA epada TKN. 

Terdapat beberapa ketentuan dalam setia program pengembangaq. 

karir intemasional ini~ yaitu: 

1) lUltuk Job Swapping: 

a) semua biaya yang timbul merunakan beban perusahaan 

penerima. 

b) Jabatan di luar ne eri dalam rangka Job swapping 

adalah seta~;a dengan bobot keda yang sama, biaya yang 

seimbang, serta dapat dilal{sanakan pada fungsi dan 

jabatan yang berbetla. 

c) Pelaksanaan program ini d.ilakukan dengan jangka 

waktu yang relatif sama dan dimulai dengan waktu 

yang sama. 
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d) Bagan perencanaan penggunaan TKA program job 

swapping dibuat secara terpisah dengan program 

penggunaan TKA reguler. 

e) TKN yang telah menyelesaikan programjob swapping, 

apabila kembali ke Indonesia, minimal menduduki 

jabatan yang setara atau dipindahkan pada jabatan yang 

Jebih tinggi sesuai dengan keahliannya. 

f) Jangka waktu program maksimal 2 tahun 

2) Untuk Technical Development Exchange: 

a) semua biaya yang timbul dapat dibebankan pad abiaya 

operasi KPS. 

b) TKA yangh dikirimkan ke Indonesia memiliki 

kemampuan teknis untuk diterapkan dan melakukan 

shared knowledge kepada TKN. 

c) Bagan perencanaan penggunaan TKA program ini 

dibuat secarn terpisah dengan program penggunaan 

TI<A: regtller. 

d) TKN yang telah menyelesaikan program 'Technical 

Developmenl Exchange harus mendapatkan program 

pengembangan karir yang sesuai. 

e) Jangka waktu program.maksimum 2 tahun. 

3) Untuk "ob -Assignment/ Overseas on the ob Training: 

a) semua biaya ~ang timbul dapat dibe ankan pada biaya 

operasi KPS. 

b) TKN yang telah menyelesai.kan program Job 

Assignment/ Overseas on the Job Training harus 

mendapatkan program pengembangan karir yang sesuai 

c) Jangka waktu program maksimum 2 tahun. 

4) Untuk program Intemasionalisasi: 

a) semua biaya yang timbul dibebeankan pada perusahaan 

penerima. 
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b) TKN yang menjalani Internasionalisasi mend a pat 

pengakuan sebagai "Global Employee" yang diarahkan 

dapat menduduki posisi strategis di KPS. 

Pada proses a.khirnya, KPS melakukan evaluasi terhadap 

program pengembangan karir internasional yang telah 

dilaksanakan dan melaporkan kepada BPMIGAS untuk dibahas 

dalam Career Developmenl Monitoring. 

Oleh suatu KPS, bagi tenaga keija yang berasal dari perusahaan 

penyedia jasa pekerja (outsourc ). pengelolaa.n dan pengembangan 

kompetensinya tidak diberikan kesempatan yang sama bagi pekeija yang 

dipekeijakan bukan melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kelja. al ini 

disebabkan bahwa seorang pekerja outsource yang dipekerjakan KPS ada ah 

seorang eketja yang telah memenuhi profil kompetensi yang dibutuhkan KBS. 
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A. Kesimpulan 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penjabaran mengenai pengaturan dan pengelolaan tenaga 

ke.Ija nasional pada Kontraktor Production Sharing (KPS) minyak dan gas 

bumi, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pengaturan tenaga ketja nasional alam industri minyak dan gas bwni 

(migas) di Indonesia, termasuk. pengatur PKWT, PKWIT dan 

outsourcing, diatur dan tetap tunduk pada per turan-peraturan 

ketenagakeljaan yang berlaku, seperti Undang-undang No. 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakeriaan, dll. Peraturan ketenagakeijaan dalam industri 

rnigas antara lain diatur dalam peraturan-peraturan pelaksana dalam 

peraturan pe[UDdang-undangan ketenagakerjaan yang ditujukan bagi 

perusahaan-perusahaan yang bergerak dengan karakteristik industri migas 

ini, yaitu: 

Kepmen ~o. 2 3/Meon003 tentang Jenis dan Sifat Pekeijaan 

yang Dijalankan secara Terus Menerus. 

Kepmen No. 234/MenY2 03 tentang Waktu ke:rja dan Istixahat 

pada Sektor l/Jsaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada 

Daerah Tertentu. 

Kepmenaker No. Kep-27 /Meni20013 ten tang Program Santunan 

Pekelja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan 

GasBumi. 

Ketentuan pengutamaan tena~ kerja n~sional dalam mengelola suatu 

wilayah kerja migas tertuang dalam. Kontrak bagi basil yang disepakati 

oleh KPS dengan BPMIGAS. Oleh karena itu, KPS diwajibkan untuk 

mentaati setiap peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan dan 

pengembangan tenaga keija nasional. Pengaturan pengelolaan dan 

pengembangan tenaga keJja nasional yang bekeija pada Kontraktor 

Production Sharing diatur lebih liiDjut dalam Pedoman Tata Keija No. 

80 
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018/PT.KN/2005 tentang pengelolaan sumber daya manusia Kontraktor 

Kontrak Keija Sarna (disebut dengan KKKS/KPS) (selanjutnya disebut 

"PTK No. 018") yang direvisi pada tanggal 20 Oktober 2008 dengan 

Pedoman Tata Kerja No. 018/PTKIX/2008 ("PTK No. 018 Revisi I"). 

2. Dalam pelaksanaan proses eksplorasi dan produksi migas KPS, masih ada 

pelaksanaan hubungan keija yang belum sesuai dengan Undang-undang 

No. 13 Tahun 2003 dan peraturan pelaksananya, dimana masih terdapat 

pekerja kontrak: dengan status PKWT untuk melaksanakan pekerjaan yang 

jenis dan sifat-sifat dari pekelj an tersebut tidak sesuai dengan pasal 59 

ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Deriiikian halnya dengan 

status pekelja kontrak pihak ketiga (third party controcl worker) yang 

merupakan pekeija perusahaan penyedia jasa pekeJja, dipekerjakan untuk 

melaksanakan pekexjaan utama WS yang bergerak dalam bidang hulu, 

yaitu proses eksplorasi dan eksploitasi produksi. Hal · ini dapat 

mengha.mbat kegiatan operasional dan proses produksi suatu KPS apabila 

terjadi konflik ketenagakexjaan. Kebutuhan KPS terhadap Rekerja. b~ 

tenaga keija asing mau un tenaga ker.ja nasional, dan pengelolaan serta 

pengembangan kompetensi tenaga kerja l}a::>ional dalam KPS barns 

direncanakan secara baik dan w.orkable dalam Rencana Penggunaan 

Tenag Keija (RP ) yang perlu mendapat persetujuan BPMIGAS 

sebelum dilaksanakan oleh KPS. 

3_ Mempekeijakan pekerja melalui suatu pe sa:haan outsourcmgf pekeJja 

outsource dapat menghasilkan produktivitas bagi KPS dan mem:inimalkan 

biaya produksi karena, beberapa faktor berikut, antara lain: 

a. tidak disediakannya fasilitas kesehatan pekerja outsource oleh KPS. 

b. tidak disediakannya biaya tron#"er of technology dan biaya 

pengembangan kompetensi pekeija outsource oleh KPS. 

c. tidak disediakannya fasilitas kesejahternan pekeija lainnya kepada 

pekerja outsource sebagaimana yang diberikan KPS kepada pekerja 

tetap ataupun pekeija direct contract. 
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B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berik:an kepada KPS dalam 

pelaksanaan hubungan kerja maupun pengelolaan dan pengembangan tenaga kelja 

nasional yang bekerja di KPS, adalah sebagai berikut: 

1. Pekelja kontrak pihak ketiga diberikan kesempatan yang sarna dalam 

mendapatkan program pendidikan dan pelatihan, selama pekerja 

tersebut masih bekeija dalam posisi pekerjaan utama KPS atau 

pekerjaan-pekeljaan yang berhubungan langsung dengan proses 

produksi KPS. Dalam kontrak keljasama antara KPS dengan 

perusahaan penyedia jasa pekelja (outsourcer) perlu ada anggaran 

yang ditujukan untuk pelatihan atau P.:endidikan pekerja kontrak pihak 

ketiga, yang akan dihitung sebagai total nilai kontrak keJjasama 

terse but. 

2. Perlu adanya profil ompetensi yang dapat mengidentifikasi benar­

benar kebutuhan user atas sua.tu job position sehingga proses penilaian 

kompetensi pekelja yan melak:sanakan suatu pekerjaan yang bersifat 

tetap dapat dilaksanakan melalui masa percobaan dalam waktu 3 (tiga) 

bUlan, sesuai dengan pasal 60 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 

2003, mengatur bahwa ~eJjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu 

dapat mensyaratkan masa pe obaan dibatasi hanya untuk jangka 

waktu maksimum selama 3 (tiga) bul • 

3. S seharusnya membuat suatu tahapan pelaksanaan outsourcing 

yang baik, sehingga dapaLberpedoman pada tahapan tersebut apabila 

akan melaksanakan ou sourcing. Tahap-tahap pelaksanaan outsourcing 

adalah: 

a. Penentuan core business dan non- ore business 

Pada tahap ini, perusahaan!KPS harus membuat alur kegiatan 

proses pelaksanaan pekeijaan yang sesuai dengan visi KPS. 

Berdasarkan hal tersebut, KPS harus menetapkan jenis-jenis 

pekerjaan yang utama dan penunjang dan batasan-batasan yang 
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jelas atas pekerjaan utama dan penunjang, sehingga dapat 

dilaksanakan outsourcing terhadap kegiatan penunjang. 

b. Penetapan pekerjaan yang di-outsource . 

c. Penentuan vendor pelaksana outsourcing. 

d. Pembuatan perjanjian antara KPS dengan outsourcer. 

e. Pelaksanaan outsourcing. 

f. Evaluasi pelaksanaan outsourcing. 

4. Selama masih belwn adanya peraturan pemerintah atau govemmef!l 

policy yang secara pasti dan jelas-jelas memberikan Jandasan hukum 

bagi pelaksanaan outsourcing (alih daya), maka pemerintah 

bertanggungja ab untuk melindungi setiap pekerja yang mpekerjakan 

dengan sistem outsourcing ini, mengingat pemerintah bertanggung 

jawab atas setiap kesejahteraan warga negaranya sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. emerintah perlu 

segera membuat pengaturan yang lebili lanjut pada pelaksanaan 

outsourdi1g yang dapat mengp.nfil.ngkan pekerja dan tidak merugikan 

pengusaha. 
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KESEPAKATAN KERJA 
No: 044/BM-BEN/XUOS 

Pad a hari in i, Sa btu tanggal satu bulan November tahun duaribu delapan (0 1-11-2008), 
telah dibuat Kesepakatan Kerja dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal tersebut, oleh dan 
antara: 

1. PT ..................... , yang berkantor di ... .... .......... ..... , selanjutnya disebut sebagai, ....... . 

2. Nama 
NomorKTP 
Jenis Kelamin : 
Ala mat 

selanjutnya disebut KARYAWAN. 

dengan 

Kedua belah pihak sepakat mengadakan ika an kerja sehubungan dengan kontrak kerja antara 
....................... dengan KALILA (BENTU) LIMITED. yaAg selanjutnya disebut LilA 

Ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ini adalah sebagai berikut: 

Pasal 1 
U MUM 

1.1. .. ..................... setuju mempekerjakan ~RYAWAN dan KARYAWAN setuju bekerja 
untuk kepentingan ....................... di lokasi keda milik KALILA, dengan tugas dan jabatan 
yang diatuF/ditetapkan oleh ............... .. ...... KALILA sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Kesepakatan Keda ini. 

1.2. KARYAWAf\.1 diterima bekerja sebagai karyawan kontrak dan .... .... ............. .. tidak 
menyediakan perumahan untuk 'r<ARYAWAN, k'ecuali apabila disebutkan tersendiri 
dalam Kesepakatan Kerja ini. 

1.3. KARYAWAN bersedia ditempatKan di lokasi kerja KALILA manapun dan oersedia untuk 
sewaktu-waktu diplndatil,an dart satu lokasi ke lokasi kerja y;ang lain dengan upah dan 
fasilitas sesuai standar yang berlaku di tempat KARYAWAN dipekerjakan, atas 
penugasan ler§ebut fasilitas transportasi akan disediakan oleh KALILA. 

1.4. Kesepak<Jtan Kerja ini beserta lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan dan dikategorikan sebagai Kesepakatan Kerja untuk Jangka Waktu 
Tertentu. · 

Pasal 2 
KEWAJIBAN KARYAWAN 

2.1. KA.RYAWAN dengan segala kemampuannya akan menjalankan tugas yang 
dipercayakan oleh ....................... kepadanya dan setiap saat akan berupaya untuk 
meningkatkan kemampuanll<ecakapan kerjanya. serta senantiasa melindungi 
kepentingan ......... .............. maupun KALILA. 
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2.2. KARYAWAN wajib mentaati/mengindahkan semua peraturan yang ditetapkan oleh 
....................... maupun KALILA, dan mematuhi semua perintahlinstruksi yang diberikan 
oleh Atasan. 

2.3. KARYAWAN harus masuk kerja tepat pada waktunya dan akan tetap tinggal di tempat 
ke~anya, tennasuk sewaktu kerja lembur, dan tidak menerima tamu pribadi selama jam 
kerja tanpa ijin Atasan I Pejabat KAULA yang berwenang. 

2.4. KARYAWAN akan memelihara dan menggunakan secara baik perfengkapan kerja yang 
diberikan kepadanya. Kehilangan atau kerusakan atas barang milik ....................... I 
KALILA harus segera dilaporkan. 

2.5 KARYAWAN wajib memakai tanda penger.al (Badge) yang diberikan oleh KALILA 
kepadanya selama jam kerja ber1angsung atau selama berada di lingkungan keJja 
KALILA dan wajib mengembalik~:~n kepada KALILA I ....................... setelah hubungan 
kerja berakhir. 

2.6. KARYAWAN wajib memberitahu .................. ..... setiap terjadi perubahan alamat rumah, 
status sipil, ahii waris, susunan keluarga, kualifikasi pendidikan dan 
perubahanlperpanjangan masa berfaku Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

2.7. Setama jangka waktu kesepakatan Kerja ini ber1aku KARYAWAN tidak diperkenankan 
bekerja pada perusahaan lain dengan cara atau maksud apa pun tanpa ijin tertulis dari 
pejabat ....................... . 

Pasal 3 
UPAH, TUNJANGAN DAN FASILITAS 

3.1. . .. ....... ............ akan membayar KARYAWAN gaji atau upah yang besamya seperti 
tercantum ~ada Lampiran Kesepakatan Kerja ini, dibayarkan secara bu lanan 
berdasarkan Time Sheet KARYAWAN yanp asli dan telah disetujui oleh KALlLA. 

3.2. .. ......... ............ akan memberikan KAR AWAN iTunjangan 1-:!ari Raya (THR) Keagamaan 
pada saat hari raya tersebut tiba, seaangkan pelaksanaan pembayarannya diatur sesuai 
dengan pera ran Menteri Tenaga Kerja R.l Nomor. P r-04/Men/1994. 

3.3. Sesuai Undang~Undang R.l nomcr 3 tahun 1992, maka ....................... akan mengikut 
sertakan t<ARYAWAN dalam progra Jamsostek yang meliputi: Jaminan Kecelakaan 
Kelja (JKK), Jaminan Kematian (JK), i::ian uaminan Hari Tua (JHT). Premi dari program 
Jamsostek tersebut akan ditanggung oleh ....................... , kecuali Premi untuk Jaminan 
Hari Tua (JHD yang besamya 5,14~ (lima koma tujuhpuluh empat persen). Sesuai 
ketentuan sebagian dari Premi tersebut yaitu 2% (dua persen) dari upah akan 
ditanggung oleh KAR W/AN. 

3.4. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. akan mellgikut seftakan KARYAWAN dalam program Asuransi 
Kesehatan yang meliputi manfaat jaminan rawat inap, dan manfaat jaminan rawat jalan. 
Sedangkan untuk keluarga KA"RYAWAN (isbiJsuami beserta anal<.), ....................... tidak 
mengii-;:ut sertai-;:an program asuransi kesehatan tersebut. 

3.5. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHI(}, maka sesuai dengan ketentuan 
tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak 
dan Gas Bumi (Program Santunan Pekerja MIGAS), ....................... akan membayarkan 
santunan pekerja MIGAS tersebut kepada Karyawan sebesar 8.33% dari Upah Pokok 
per bul3n dan dihitung berdasarkan masa kerja Karyawan di ....................... . 

3.8. Apabila KARYAWAN diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas di luar kota, 
KALILA akan menyediakan fasilitas sebagai berikut : Sarana transportasi, sesuai 
ketentuan yang ber1aku dl KALILA (BENTU) LIMITED, Hotel/ Guest House, dan Uang 
harian sebesar Rp1 00.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari. 
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Pasal 4 
HARI DAN JAM KERJA 

4.1. KARYAWAN diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan jam kerja yang diatur dan 
ditetapkan oleh KALILA, yaitu 8 (delapan} jam kerja sehari dengan jadwal kerja 5 (lima) 
hari bekerja (ON) tidak termasuk hari-hari libur resmi Pemerintah I Nasional dan diikuti 
dengan 2 (due) hari libur I istirahat (OFF). 

4.2. KARYAWAN diwajibkan untuk mengisi dan menandatangani formulir pencatatan waktu 
(Time Sheet) yang disahkan oleh Atasan I Pejabat KALILA yang berwenang. Batas 
penyerahan selambat-lambatnya tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya, dan 
KARYAWAN akan mendapatkan upah kerja setiap tanggal 25 (duapuluh lima) tiap 
bulan, dan akan ditransfer ke nomor rekening KARYAWAN. 

4.3. KARYAWAN berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari Atasannya, bersedia 
dan sanggup untuk bekerja lembur pada hari dan jam kerja diluar ketentuan tersebut 
Pasal 4 ayat 4.1. 

Pasal 5 
C UTI 

5.1. Setelah menjalani masa l<erja selama 12 (duabelas) bulan terus menerus, KARYAWAN 
berhak untuk endapatkan cuti sela a 12 (duabelas) hari kerja. Alas persetujuan 
Atasannya can sepanjang tidak mengganggu kelancaran pekerjaan, maka cuti tersebut 
dapat diambil dalam ta un berjalan. 

5.2. Apabila dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan setelah jatuh tempo hak cuti 
tersebut, KARYAWAN tidak mempergunakan hak cutlnya, maka hak cuti tersebut 
diang a hangus/hilang dan tidak bisa diakumulasikan pada hak cuti tahun berikutnya. 

Pasal 6 
PAJAK RENGHASILAN 

Pajak Penghasilan KARYAWAN (PPh Pasal 21) atas Qfijilupah, upah lembur, tunjangan Hali 
Raya dan tunjangan-tunjangan lain ditanggung ol h KARYAWAN. 

Pada dasamya ....... ................ membayar upah KAR WAN untuk hart- ari selama ia bekerja, 
tetapi .... .... ............... altan tetap melakukan pembayar:an upah manakala KARYAWAN tidak 
masuk kerja karena alasan-alasan sebagai berikut: 

a. Menderita sakit, yang harus dibuktikan dengan sural keterangan dokter, 
b. Perkawinan KARYAWAN 3 (tiga) hari, 
c. Perkawinan anak KARYAWAN 2 (dua) hali, 
d. Kelahiran anak kandung KARYAWAN 2 (dua) hari, 
e. Khitananlbaptis anak kandung KARYAWAN 2 (dua) hari, 
f. Kemalian keluarga terdekat KARYAWAN 

( istri atau suami, anak, orang tua/mertua) 
g. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal 

Pasal 8 

KeupakaJan Kerja 
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PELANGGARAN PERATURAN DAN TINDAKAN DISIPLIN 

8.1. Apabila KARYAWAN melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan ....................... I 
KALILA atau Perintah Atasannya, maka ....................... dapat menjatuhkan tindakan 
disiplin berupa teguran/peringatan tertulis (sural peringatan lingkat pertama, sural 
peringatan tingkat kedua, dan surat peringatan tingkat ketiga); dengan kemungkinan 
pemberian sanksilhukuman berupa skorsing upah atau Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK). 

8.2. . ...................... dapat memberikan surat peringatan terakhir kepada KARYAWAN karena 
kesalahan KARYAWAN melakukan perbuatan-pert>Uatan sebagai berikut: 

a. Tetap menolak untuk menaati perintah atau penugasan yang layak diberikan 
kepadanya oleh atau atas nama ....................... I KALILA, sedangkan perintah itu 
sesuai dengan Kesepakatan Ke~a yang telah diadakan, 

b. Dengan sengaja atau karena !alai mengakibatkan dirinya dalam keadaan sedemikian 
rupa, sehingga ia tidak dapat menjalankan pekerjaan, 

c. Tidak cakap dalam melaksanakan pekerjaannya walaupun sudah dicoba untuk 
ditempatkan atau diperl<e~akan pada bagian lainnya, 

d. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kesepakatan Kerja, sedangkan 
kepadanya diberikan urat Peringatan I (Pertama) atau II (Kedua) yang masih 
berfaku. 

8.3. Setelah peringatan terakhir KARY AWAN masih tetap melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 8.2 tersebut di atas, maka .. ..................... dapat 
mengakhiri Kesepakatan Ke~a ini. 

8.4. . .......... ............ dapat melakukan Pem tusan Hubungan Kerja {PHK) seketika apabila 
KARYA :AN terbukti melakukan tindakan melanggar hukum dan/atau mel kukan 
tindakan yang diklasifikasikan berat, antara lain: 

a. Pad saat Kesepakatan Kelja diadakan, memberikan keterangan palsl!.l atau 
dipalsukan, 

b. Mabuk, madat, memakai obat b:us atau narkotika di tempat kerja, 
c. Mencuri, menggelapkan, menigu atau melakukan kejah tan lainnya, 
d. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pengusaha, k:eluarga 

Pengusaha atau ternan sekerja, 

e. Membujuk Pengusaha dan atau e a sekeJjanya ntuk melakukan sesuatu yang 
bertentangan dengan tiukum atau kesusilaan, 

f . Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusa atau membiarkannya dalam 
keadaan bahaya aset milik ....................... , 

g. Dengan sengaja walaupun sudah diperin atkan membiarkan dirinya a tau taman 
sekerjanya dalam keadaan bahaya, ' 

h. Melakukan pelanggaran atas Pasal 10 Keaepakan Ke~a ini dengan membongkar 
atau memberi dokumen maupun in onnasi yang dildasifikasi RAHASIA (Confidential) 
milik ....................... I KALILA kepada pihak Retiga atau pihak manapun tanpa ijin dart 
Atasan. 

i. Mangkir (absen tanpa ijin) selama 5 ~ima) hari berturut-turut. 
Dalam hal ini KARYAWAN dinyatakan mengundurkan diri secara sepihak. 

8.5. Apabila KARYAWAN alpha atau tidak masuk kerja tanpa dapat menunjukkan 
buktilalasan yang dapat diterima oleh ....................... 1 KALILA, maka upahnya dikurangi 
secara proporsional (prorate), sebesar 1122 (satu per duapuluh dua) dari Upah. 
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Pasal 9 
BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA 

9.1. Hubungan kerja antara ....................... dengan KARYAWAN akan berakhir jika te~adi 
salah satu hal berikut ini: 

a. Berdasarkan pertimbangan teknis operasional fungsi dan jabatan KARYAWAN, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kesepakatan Ke~a ini sudah tidak 
diperlukan lagi dalam struktur organisasi KALILA, 

b. Berakhimya kontrak ke~a antara ....................... dengan KALilA, 

c. Pemutusan Hubungan Ke~a dilakukan oleh ....................... berdasarkan Pasal 8 
ayat 8.3 dan 8.4 tersebut diatas, 

d. KARYAWAN mengundurkan diri, 

e. KARYAWAN menderita sakit berkepanjangan, 

f. Kegiatan ....................... I KALILJ} tidak memungkinkan lagi untuk memperke~akan 
KARYAWAN disebabkan oleh hal- al yang berada di luar kekuasaan (force 
majeure), 

g. KARYAWAN meninggaldunia. 

9.2. Apabila emutusan Hubungan K ~a dila ukan be dasar1<an Pasal 8 ayat 8.3 dan 
Pasal a ayat 8.4 tersebut di alas, maka KA.RYAWAN tidak berhak menerima 
pembayaran uang pesangon atau ganti rugi apapun, kecuali pemba~aran atas hak-hak 
yang flelum diterima. 

9.3. Jika KARYAWAN bennaksud mengundurkan diri maka dia harus men~ampaik.an 
maksudnya tersebut seGara tertulis 30 (tigapuluh) hari sebelumnya. Dalam hal ini 
KARYAWAN tidak bertlakra.tas uang pesangon atau ganti rugi apapun. 

9.4. Bila hubungan kerja diakhiri atas kepi!Jtusan ....................... maka KARYAWAN akan 
diberitahu 7 (tujuh) hari sebelumnya, kecuali apabila Pemutusan Hubungan Kerja 
dilakukan karena KARYAWAN mela ukan pelanggaran berat, atau KARYAW tidak 
dikehendaki oleh KALILA, atau komtrak k.erja antara .. ..................... dengan KALilA 
berakhir aka Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan setiap saat. 

9.5. Bila KARYAWAJ'.J menderita sal<it selam 12 ( uabelas) bulan terus menerus maka 
hubungan kerja dan Kesepakatan Ke~a ini 15erakhir dengan senoirinya. 

9.6. Pada waktu hubungan l<elja beraknir. KAB.YA:WAN diwajibkan membuat laporan 
tertulis dan melaksanakan serah terima~kerjaan ~a kepada Atasannya atau kepada 
pejabat ....... , ............... / KALILA:.4.. )i;: 

Pasal 10 
KERAHASIAAN 

KARYAWAN. diwajlbkan untuk menjaga kerahasiaan segala bentuk dokumen, informasi, surat, 
file, tetapi tidak terbatas pada electronic files yang diklasifikasi RAHASIA (Confidential) dan 
dilarang untuk menyampaikan dan atau memindah tangankan informasi tersebut dalam arti 
seluas-luasnya kepada pihak manapun tanpa ijin dari Atasan. 
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Pasal 11 
PENUTUP 

11.1. Kesepakatan Kerja ini mulai berfaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

11.2. Semua pe~anjian atau Kesepakatan Ke~a yang ditandatangai oleh KARYAWAN dan 
....................... sebelum tanggat Kesepakatan Kerja ini, bile ada, dengan ini dinyatakan 
dibatalkan dan tidak berlaku Jagi. 

11.3. KARYAWAN dengan ini_ menyatakan sanggup melakukan kewajibannya sebagai tenaga 
kerja dengan menerima syarat-syarat yang tercantum dalam Kesepakatan Kerja ini. 

11.4. KARYAWAN dengan ini menyatakan tidak ada janji-janji, syarat-syarat atau pengertian 
lain apapun; selain dari apa yang tercantum dalam Kesepakatan Kerja ini. 

11.5. KARYAWAN memahami sepenuhnya bahwa semua hal yang tercantum dalam 
Peraturan Perusahaan ....................... berlak.u baginya, kecuali jika ditentukan lain dalam 
Kesepakatan Kerja ini maka ketentuan dalam Kesepakatan Kerja inilah yang ber1aku. 

11 .6. Semua perselisihan yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Kerja ini akan 
diselesaikan secara musyawarah olehl kedua belah pihak. Bila penyelesaian secara 
musyawarah tidak tercapai maka masalahnya akan diteruskan ke pihak yang 
berwenang, baik ke Depaltemen Tenaga Kerja setempat ataupun Pengadilan Negeri. 

11.7. Apabila jangka waktu Kesepakatan Kerja ini berakhir maka hubungan kerja putus demi 
hukum. Atas kesepakatan kedua belah pihak maka Kesepakatan Kerja ini dapat 
diperpanjang masa berlakunya dengan jangka waktu yang sama atau kurang dart 
j angka waktu bet1akunya Kes__e akatan Kerja ini. 

11.8. Kesepakatan Kerja ini dibuat dengan sebenar-benamya tanpa adanya tekanan atau 
paksaan apapun. dan setelah dibaca secara seksama maka kedua belah pihak sepakat 
menandatangani Kesepakatan Ke~a ini. 

PT. KARYAWAN 
( ................. ) 

• • • • • ~ • • • • • • I I II II II. I' 1o •••• "•. • • • • • • II II II 1o 

Direktur Utama 
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LAMP IRAN 
KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU 

Nomor: 044/BM-BEN/XI/08 Tanggal: 1-November-2008 

01. NAMA KARYAWAN 

TEMPAT!T ANGGAL LAHIR 

STATUS KELUARGA 

02. TEMPAT DITERIMA 

03. JABATAN KARYAWAN 

Belum Kawin I~ 

04. LOKASI PEKERJAAN Kalila (Bentu) Limited 

05. JADWAL. DAN WAKTU KERJA: 5 hari bekerja ON) 1 2 hari libur (OFF}, 
8 jam setiap hari ke~a 

06. GAJI OKCK 

07. JANGKA WAKTU 
KESEPAKATAN KERJA 

Catatan: Lampiran ini merupakan bagian dari Kesepakatan Kerja dan tidak dapat dipisahkan 
dari Kese-pakatan Kerja tersebut. 

PT ................................... . KARYAWAN 
( .............................. ) 
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Lampiran 2 Peijanjian Kerja Waktu Tertentu antara pekerja dengan KPS. 
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PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU 
No.Ref.: ...................... . 

Peljanjlan Kerja Employment Agreement 

Pe~anjian Kerja ("Perjanjian") ini dibuat di Jakarta This Employment Agreement ("Agreemenr) is 
pada hari Jumat, 30 Mei 2008, oleh dan antara: made in Jakarta, on Friday, 30 May 2008, by and 

between: 

1. . ...•••••.•.••.• laki-laki, 42 tahun, lahir pada 1. 
tang gal ....... . .... .. , beralamat di 
.......... ................................... ("Pekerja"); dan 

2. Kallla Bantu Limited, sebuah Perusahaan 2. 
berkantor di Wisma Mulia lantai 27, Jl. Jend. 
Gatot Subroto No. 42, Jakarta, Indonesia 
12710 (MPerusahaan·). 

................... male, 42 years old , bom 
on ................. , residing at 
................................ ("Employee"); and 

Kallla Bentu i..:imited, a Compar.y 
having its office at Wisma Mulia 21n 
Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, 
Jakarta Indonesia 1271 o ("Company") 

Pekerja dan Perusahaan secara bersama-sama Employee and the Company may be referred to 
dapat disebut "Para Pihak" atau secafa sendiri· jointly as MParties" or individually as MPa~.· 
sendiri •Pihak". 

BAHWA: WHEREAS: 

A Perusahaan bergerak dalam bidang A 
eksplorasi, eksploitasl & ~mdukSi gas bumi. 

B. Pekerja memenuhi persyaratan untuk dapat B. 
diterima sebagai Pekerja Perusahaan. 

C. Perusahaan bennaksud untuk C. 
mempekerjakan Pekerja berdasar1<a!;l 
UPerjanjian Kerja Waktu Tertentu• dan Pekerja 
sepakat untuk bekerja pada Perusahaan 
sesuai ketentuan Perjanjian ini. 

The ComRany is conducting activities in 
exploration, exploitation, and production 
of natural gas. 

THe Employee fulfils the requirements to 
be accepted as a emgloyee or the 
&>mpany. 

The s ompany intends to employ lhe 
Employe9 and the Emplo ee agree-s to 
work for the Company on tJ1e basis of the 
Employment Agreement ~r a definite 
period of time ~ursuant to the provisions 
stipulated unde. this Agreement 

Oleh karen a itu, Para Pihak sepakat sebagai Therefore, the Parties ag~ee as follows:­
belikut-

1. Ketenagakerjaan 

Terhitung sejak Tanggal Efektif, sebagaimana 
dimaksud dibawah ini, Perusahaan sepa at 
untuk mempekerjakan Pekerja sebagai Pekerja 
Kontrak pada Perusahaan Jengan 
kedudukanljabatan sebagaimana tersebut 
pada butir 4 Perjanjian ini dengan lokasi kerja 
pada Kantor' Perusahaan di Jakarta 
(selanjutnya disebut sebagai "Lokasi 
Penelimaan Pekerja"). 

1. Emplo~t 

Starting from the Effedive Date, as desaibed 
heraof, the Company c;agrees to hire the 
Employee as Contract employee of the Company 
with position as desaibed in Point 4 of This 
Agreement located in Company's office in 
Jakarta {h9reinafter referred to as "Point of Hire"). 
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2 Jangka Waktu Perjanjlan Kerja 

3 

4 

Pe~anjian ini berlaku efektif terhitung sejak 1 
Junl 2008 (selanjutnya disebut sebagai 
langgal Efektir) dan akan berakhir untuk 
jangka waktu 12 Bulan kecuali diakhiri lebih 
awal berdasarkan syarat dan ketentuan dalam 
Pe~anjian ini maupun Peraturan yang 
ditetapkan oleh perusahaan. Karenanya, 
masa ke~a Peke~a dihitung sejak Tanggal 
Efaktif dan akan berakhir pad a tanggal 31 Mel 
2009 

Tempat Penerimaan Kerja 

Tempat Penerimaan adalah alamat yang 
terdaftar dan diakui oleh Perusahaan sebagai 
dasar untuk menentukan syarat-syarat dan 
kondisi ke~a yang terkail denga 
pembayaranlbiaya perjalanan dinas, pelatitian 
dan ketentuan-ketentuan lain yang 
berhubungan dengan tarif dan/atau tindak 
lanjut atas masalah kesejahteraan atau 
semacamnya. 

Jabatan Pekerja 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Jabatan Pekerja yang bersangkutan 
adalah sebagai .............. . 

Perusahaan da~at sewaktu-wakt 
mengubah jabatan Pekerja, 
seb~gaimana dimaksud dalam butir 4.1, 
serta mengubah perincian tugas dan 
tanggung jawab Peke~a sesuai dengan 
situasi dan kondisi serta kebutuhan 
Perusahaan, dengan pembenlahuan 
tertulis kepa a Pekerja. 

Jabatan Pekerja sebagaimana disebut 
dalam buti[ 4. 1 berbasis di kantor 
Perusahaan ai Indonesia sebagaimana 
disabutkan di awal Pedanjian ini. 
Tanpa mengurangi ketentuan tersebut, 
Perusahaan beltlak untuk sewaktu­
waktu mengubah lokasi kerja Pe~erja 
sesuai dengan sltuasi dan kondisi serta 
kebutuhan Perusahaan, dengan 
pemberitahuan tertulis kepada PeK.erja. 

Pekerja bersedia ditugaskan di luar 
lokasi kerja seperti yang tertulis di atas, 
sesuai dengan kebutuhan operasi 
Perusahaan. 

2. Employment Agreement Period 

3 

4 

This Agreement shall be Effective on 1" 
June 2008 (hereinafter referred to as 
"Effective Date") and shall be valid for 12 
months, unless earlier terminated pursuant 
to tenns and conditions of this Agreement 
and regulation stipulated by the company. 
Therefore, the term of employment of the 
Employee shall be commenced from the 
Effective Date and shall be terminated on 
31 May 2009 

Point of Hire 

Point of hire is the place, which is 
registered and acknowledged by 
Company, to be used as the basis to 
determine terms and conditions of work, 
which relates to paymenllbuslness trip 
expenses, training and other provisions 
about tariffs and/or benefits components 
and its kind. 

Title of the Employee 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

The Employee's title shall be 

The Company may from time to time 
change the title of tha Employee, as 
meant in Point 4.1, and amend the 
details ef the duties nd 
responsibilities of the Employee in 
accordance with the situation and 
condition and the needs of the 
ComQany, with prior written 
notification to the Employee. 

The Employee's title as ~entioned 
in Point 4.1 is locatea in the 
CompanY's Indonesia office as first 
mentioned above. Notwithstanding 
the aforementioned, the Company 
has the right to transfer the 
Employee from time to time, in 
accordance with the situation and 
condition ana the needs of the 
Company, with prior written 
notification to the Employee. 

The Employee transferable for 
assignments to other work locations 
than that mentioned above, in 
accordance with operations 
requirement 
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5 

6 

7 

Remunerasl 

5.1 Pekerja berhak menerima upah 
sebagaimana dinyatakan dalam 
Lampiran perjanjian ini. 

5.2 Upah akan dibayarkan ke rekening 
bank yang ditunjuk oleh Pekerja setiap 
akhir bulan sesuai jadwal yang 
ditentul<an oleh Perusahaan. 

5.3 Pajak merupakan tanggung jawab 
Pekerja terhadap negara. Perusahaan 
akan memotong upah Pekerja untuk 
pembayaran pajak penghasilan atas 
nama Pekerja untuk selanjutnya disetor 
kepada kas negara, sesuai ketentuan 
peraturan mengenai perpajakan yang 
berlaku. 

5.4 Selain butir 5.3 di alas, semua 
penghasilan yang diterima oleh pekerja 
akan dikenakan Pajak sesuai dengan 
ketent an perpajakan yang bertaku. 

lnfonnasl dan Dokumen 

Pekerja mengakui bahwa seluruh 
memorandum, catatan-catatan, film-film, foto­
foto, daftar-daftar, bagan-bagan, rumus­
rumus, gambar-gambar, sketsa-sketsa, 
dokumen-dokumen, informasi, rahasia 
dagang atau teknik dagang, serta dokumen­
dokumen lain, baik yang dipublikasikan 
maupun tidak, yang diberikan kepadanya 
selama kerja atau sehubungan dengan 
pekerjaannya merupakan rahasia Perusa aan 
dan Pekerja berjanji untuk 
mempar1akukannya secara raha ia, serta 
mengembalikannya kepada Perusahaan pada 
saat berakhimya hubungan kerjanya. 

Kekayaan lntelektual dan lndustrt 

Seluruh bahan-bahan dan piranti lunak yang 
diberikan dan dibayar oleh Perusahaan serta 
seluruh bahan-bahan dan piranti lunak yang 
dibuat atau digunakan oleh Pekerja dalam 
bekerja atas nama Perusahaan menjadi dan 
senanliasa merupakan hak milik ekslusif 
Perusahaan. Pekerja tidak akan mengambil 
atau memberikan izin untuk diambilnya 
bahan-bahan at.au alat-alat dari kantor 
Perusahaan tanpa otorisasllertulis. 

5 Remuneration 

5.1 The Employee will be paid a salary 
as stipulated in Attachment in this 
agreement. 

5.2 The salary will be payable into the 
Employee's designated bank 
account at the end of each month, 
according to a schedule fixed by the 
Company. 

5.3 Income tax. on the salary received by 
the Employee is the responsibility of 
the Employee toward the state. The 
Company shall deduct the 
Employee's salary for the payment 
of income tax on behalf of the 
Employee which shall be 
subsequently paid to the state 
treasury, in accordance with the 
prevailing regulations on tax. 

5.4 Besides point 5.3 above, all income 
received by the employee shall be 
taxed in accordance with the 
prevailing regulations on tax. 

rntonnatlon and Documents 

The Employee acknowledges that all 
memoranda, notes, films, photos, records, 
charts, formu as, draWings, sketches, 
software, documents, information, trade 
secrets or tecllniques, and other 
documents whether published or 
unpublished, made available to him/her 
during or with respect to the performance 
of hislher duties are confidential to the 
Company, and he/she undertakes to treat 
them accordingly, and return them to the 
Company upcn tennination of hisfher 
emp oyment. 

Intellectual and Industrial Property 

All Material and software provided and 
paid for by the Company and all material 
and software prepared by or worked on by 
the Employee on behalf of the Company 
shall be and shall remain the exdusive 
property of the Company. The Employee 
will not remove or permit to remove any 
Material or equipment from the Company's 
offices without written authorisation. 
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8 Tanggung Jawab 

Peke~a akan menggunakan usaha terbaiknya 
dalam melaksanakan tugasnya berdasar1<:an 
Pe~anjlan ini dengan tunduk pada peraturan 
perundang-undangan yang ber1aku dan 
memikul tanggung jawab penuh atas 
tindakannya. 

8 Responsibility 

The Employee shall use his/her best 
endeavours to perform hlsJher duties 
under this Agreement in compliance with 
any applicable laws and regulations and 
assumes sole responsibility for her 
actions. 

9 Berakhlmya Hubungan Kerja 9 Termination 
Perjanjian Kelja ini dapat berakhir apabila 
terjadi kondisi sebagai berikut: 

Pekerja melakukan pelanggaran berat 
sebagaimana tercantum dalam Peraturan 
Perusahaan 

- Apabila pekerja meninggal dunia 
- Alasan memaksa a tau force majeur 
- Pekerja dianggap tidak cakap dan tidak 

mampu menunjukkan kinerja yang sesuai 
dengan standar perusahaan 

- Berdasarkan evaluasi dari masing-masing 
pihak selama periode Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT) inl, dan salah satu pihak 
memutuskan untuk mengakhiri perjanjian inl. 

- Berakhimya jangka waktu Perjanjian KeJja 

Pada kondisi tersebul, perjanj ian Kerja ini 
akan berakhir demi hukum dan Saudara tidak 
berhak at1s uang pesangon dan ganti rugi 
apapun dari P.erusahaan. 

10 Ketentuan Umum 

Ketentuan-ketentuan umum lainnya yang 
tidak diatur atau belum cukup diatu dalam 
Perjanjian dan lampiran dari Perjanjian ini, 
sehubungan dengan masalah 
ketenagakerjaan, serta hak dan kewajiban 
Pekerja, akan merujuk pada Peraturan yang 
ditetapkan oleh Perusahaan, kecuali 
ditentukan lain secara khusus dan dituangkan 
secara tertulis dalam bentuk ac:tdendum yang 
merupakan bagian yang tldak terpisah~an 
daTi perjanjian ini. 

11. Keseluruhan Perjan]lan 

Perjanjian ini merupakan kesepakatan final 
dan menyeluruh antara Para Pihak serta 
membatalkan dan menggantikan seluruh 
kesepakatan atau pemahaman sebelumnya, 
baik secara lisan maupun tertulls. 

12. Perubahan 

Perubahan temadap Perjanjian inl harus 
dlsepakati secara tertulis antara Perusahaan 
dan Pekerja. 

This Agreement may be terminated with 
conditions as follows : 

Employee commits gross violation as 
stipulated by the Company Policy 

Death 
- Reason of force majeur 

Employee unable to perform good quality 
of work and contribution as required by 
Company 
Base on evaluation by both parties during 
this agreement period, either company or 
employee was mean to terminate this 
employment agreement. 

- End of contract period 

In this circumstances, this agreement shall 
be terminated and the employee should not 
have rights for any payment such as 
severance and other indemnity 

10 General Tenns 

Other general terms neither regulated nor 
sufficiently regulated undeF this 
Agreement and attachment, Which 
relatoos to employment issue, right!> nd 
obligations of the Employee shall be 
referred to Policy stipulated by the 
Company, unless otherwise stated 
specifisally in writing, being an 
uninseparable part of this agreement. 

11. Entire Ag~ement 

This represents the final and entire 
agreement between the Parties, also 
cancels and supersedes all prior 
agreements or understanqings, orally or 
writtenly. 

12. Modification 

Any changes to this Agreement must be 
agreed to in writing by both the Company 
and the Employee. 
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13. Hukum yang Berlaku 13. Governing Law 
Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan 
peraturan perundang.-undangan yang berlaku 
dl Indonesia. 

14. Bahasa 

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia 
dan Bahasa lnggris, dengan ketentuan bahwa 
apabila te~adi pertentangan karena 
perbedaan penafsiran bahasa. maka 
Perjanjian yang ditulis dalam Bahasa 
Indonesia yang ber1aku. 

The Agreement shall be governed by the 
laws of the Republic of Indonesia. 

14.la.nguage 

This Agreement is made in both 
Indonesian and English. Should there be 
any inconsistencies due to difference of 
language interpretation, the Indonesian 
version shall prevail. 

Demikianlah Pe~anjian ini dibuat atas kese'pakatan ::rhis Agreement is made on the basis of the 
Perusahaan dan Pekerja tanpa tekanan dari pihak agreement between the Company and the 
manapun. Employee without pressures from any parties. 

Peru sahaan/Company 
Kama Bentu Limited 

Oleh/By: 
Nam~a-m_e_:--.-•• -•• -.• -.• -•• -•• -.-•• --~~--~--
JabataniTitle: 

Pekerja/Employee 
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LAMPIRAN 

Nama 

NolO 

Golongan 

Upah 

1. Tunjangan Kesehatan 

Sebesar Rp. 250.000 Kotor per bulan 

2. Asuranal Kesehatan 
Asuransi Rawat lnap unt k Pe e~a dan 
tanggungan ( istri dan maksimal 3 anak ) 

3. Upah Lembur 
Akan dibayarkan sesuai dengan Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja No.1021MENNJ/2004 dan 
ber1aku untuk pekerja golongan non staff 

4. Harl dan Blaya lstirahat 
12 hari kerja dan bulan upah setelah 12 bulan 
bekerja atau ihitung secara proporsional sesuai 
masa kerja. 

5. Tunjangan Hari ~aya Keagamaan 
Akan dibel'iikan pada saat hari raya ldul Fitri dan 
dihitung secara proporsional dari upah ba i 
pekerja yang telah bekerja lebih dari 3 bulan 
sesuai Peraturan Menteri Ten g Kerja 
No.04/MENI1 994. 

6. Jamsostek 
Pekerja diikut sertakan dalam Program 
Jamsostek yang meliputi Jaminan Kecelakaan, 
Kematian dan Hari Tua dengan premi sebesar 
6.8 % dari upah dan 2.% diantaranya ditanggung 
peke~a . 

7. Santunan Kematian 
. Apabila Pekerja iv1eningga1 dunia bukan karena 

Kecelakaan. Perusahaan akan memberikan 
santunan sesua: lamanya masa kerja 

8. 3antuan Pemakaman 
Rp. 5.000.000 apabila Pekerja meninggal dunia. 

ATIACHMENT 

Name 

NolO 

Level 

Salary 

1. Medical Allowance 

Amounting Rp. 250.000 gross per month 

2. Medlcallnsurance 
In patient coverage for Employee (Wife and 
maximum 3 d!ild) 

3. Overtime 
Will be paid base olil Labour Minister 
Regulation, Kepmen b.lo. 102/MENNI/2004 
only eligible for non staff level 

4. Leave Days and Leave Allowance 
12 leav cays with 1 times salary after 12 
months service period or proportional base on 
length service period. 

5. THRK 
Will be given at I I Fitri day with proportional 
rate from basic salary for employee with service 
periode lon eli than 3 months period according 
to ~Peraturan Menteri Tenaga Ke~a no. 
04/MEN/1994. 

6. Jamsostek 
Employee wil be regis ered in Jamsostek 
Insurance whiCh covered Death, Accident and 
Retirement Benefit witll 6.8% premium and 2% 
from employee 

7. oeath Benef"lt 
COmpensaticm will be paid for tl'oe employee 
who passes away due to normal cause with 
such amount that depend on service period. 

8. Burial Assistance 
Rp. 5.000.000 if the Empolyee passes away. 
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PERJANJIAN KERJA 
No.Ref.: ................. . 

Perjanjfan Kerja Employment Agreement 

PeJjanjian Ke~a ("PeJjanjian") ini dibuat di Jakarta This Employment Agreement (" Agreemenr) is 
pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2008, oleh dan made in Jakarta, on thursday, 1 May 2008, by 
antara: and between: 

1. .. ......... Laki-laki, 32 tahun, lahir pad a tanggal 1. 
................ , beralamat di ........ , Jakarta Timur, 
Indonesia ("Pekerja"); dan 

2. Kallla Bentu Llmfted, sebuah Pe sahaan 2. 
berkantor di Wisma Mulia lantai 27, Jl. Jend. 
Gatot Subroto No. 42, Jakarta, Indonesia 
1271 0 ("Perusahaan"). 

........... Male, 32 years old, 

................ , residing 

....................... , Jakarta 
Indonesia ("Employeea); and 

bam on 
at 

Timur, 

Kallla Bentu L mlted, a Compan_¥ 
ha,ing its office at Wisma Mulia 21" 
Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, 
Jakarta Indonesia 12710 ("Company") 

Pekelja dan Perusahaan secara bersarna-sama EmpJoyee and the Company may be rete ed to 
dapat disebut "Para Pihak" atau secara sendiri- ·ointly as "Partie "or individually as "Party." 
sendiri "Pihak". 

BAHWA: WHEREAS: 

A Perusahaan bergerak dalam bidang A. 
eksplorasi, eksploitasi & produksi gas bumi. 

B. Pekerja memenuhi pers~aratan untuk dapat B. 
diterima s bagai Pekerja Perusahaan. 

C. Perusahaan bennaksud untuk C. 
mempekerjakan Pekerja berdasarkao 
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 
(Pekerja Tetap) dan Pekerja sepakat untuk 
bekerja pada Perusahaan sesuai ketentual'! 
Perjanjian ini. 

Tille Company is conducting act"vities in 
exploration. exploitation, and production 
of natural gas. 

The Employee fulfils the requirements to 
be accepted as an employee of the 
Company. 

The Company intends to emg:loy the 
Employee and the Employee agrees to 
work for the Company on the basis of the 
Employment Agreement for undefinite 
period (Pennanent employee) of time 
pursuant to tbe provisions stipulated 
under is Agreement 

' 
Oleh karena itu, Para Pihak sepal<at sebagai Therefore, the Parties agree as fcllow~:-
berikut-

1. Ketenagakerjaan 

Terhitung sejak Tanggal 1 Mei 2008, 
sebagalmana dimaksud dibawah '"'· 
Perusahaan sepakat untuk mempekerjakan 
Pekerja sebagai Pekerja Tetap pada 
Perusahaan dengan kedudukan{Jabatan 
sebagaimana tersebut pada butir 4 Perjanjian 
ini dengan lokasi kerja pada Kantor 
Perusahaan di Jakarta (selanjutnya disebut 
sebagai "lokasi Penerimaan Pekerja~). 

1. Employment 

Starting from 1 May 2008, as desc.ibed hereof, 
the Company agrees to hire the Employee as 
Pennanent employee of the Company with 
position as desaibed in Point 4 of This 
Agreement, located in Company's office in 
~ (hereinafter referred to as "Point of Hire"). 
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2 Tanggal Mulai Kerja untuk Perhltungan 2. The Date for Service Year Calculation 
Masa Kerja 

3 

4 

Tanggal untuk perhitungan masa kerja adalah 
.................. (selanjutnya disebut sebagai 
"Tanggal Efektif") dan akan berakhir untuk 
jangka waktu yang tidak ditentukan keCtJali 
diakhiri lebih awal berdasarkan syarat dan 
ketentuan dalam Perjanjian ini maupun 
Peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Karenanya, masa kerja Pekerja dihitung sejak 
Tanggal Efektif dan akan berakhir apabila 
Pekerja mengundurkan diri atau dilakukannya 
pemutusan hubungan ke~a berdasarkan 
Perjanjian ini, Peraturan yang ditetapkan 
oleh perusahaan atau peraturan perundang. 
undangan di bidang Ketenagakerjaan yang 
ber1aku. 

Tempat Penerimaan Kerja 

Tempat Penerimaan adalah alamat yang 
terdaftar dan diakui oleh Perusahaan sebagai 
dasar untuk: menentukan syarat·syarat dan 
kondisi kerja yang teritait dengan 
pembayaranlbiaya pe~alanan dinas, pelalihan 
dan ketentuan·ketentuan ain yang 
berhubungan dengan tarff dan/atau tindak 
Janjut atas masalah kesejahteraan atau 
semacamnya. 

Jabatan Pekerja 

4.1 Jabatan Pekerja yang bersangkutan 
adalah sebagai ..................... . 

4.2 Perusahaan aapat sewaktu·waktu 
mengubah jabatan Pekerja, 
sebagaimana dimaksud dalam bulir 4.1, 
serta mengubah perinciao tugas dan 
tanggung jawab Pek:e~a sesual deng3n 
situasi dan kondisi serta kebutuhan 
Perusahaan. dengan - pemberitahuan 
tertulis kepada Pekerja. 

4.3 Jabatan Pekerja sebagaimana disebut 
dalam butir 4.1 berbasis di kantor 
Perusahaan di Indonesia sebagaimana 
disebutkan di awal Pe~anjian ini. 
Tanpa mengurangi ketentuan tersebut. 
Perusahaan berhak untuk sewaJctlJ· 
waktu meng4bah lokasi kerja Pekerja 
sesuai dengan situasi dan k:ondisi serta 
kebutuhan Perusahaan, dengan 
pemberitahuan tertulis kepada Pekerja. 

3 

4 

llle date for service year calculation is 
.................. hereinafter referred to as "Effective 
Date") and shall be valid for unlimited Ume, 
unless ear1ier terminated pursuant to terms and 
conditions of this Agreement and regulation 
stipulated by the company. 

Therefore, the term of employment of the 
Employee sha!J be commenced from the 
Effective Date and shall be terminated if the 
Employee tendering his/her resignation or 
there is termination of employment pursuant to 
this Agreement, and regulation stipulated by 
the company or prevailing Labor laws and 
regulations. 

Pomt of Hire 

Point of hire is the place, which is 
registered and acknowledged by 
Company, to be used as the basis to 
determine terms and conditions of wor1<, 
which relates to payment/business trip 
expenses, training and other provisions 
about tariffs and/or benefi_ls components 
and its kind. 

i;tle of the Employee 

4.1 The Employee's title shall be 
sebagai .................... .. 

4.2 The Company may from time to time 
change the title of the Employee, as 
meant in Point 4.1 , and amend the 
details of the duties and 
responsibilities of the Employee in 
acco[dance with the situation and 
oondition and the needs of the 
Company, with prior written 
notification to 1he Employee. 

4.3 The Employee's title as mentioned 
in Point 4. 1 is located in the 
CompanY's Indonesia office as first 
mentioned above. Notwithstanding 
the aforementioned. the Company 
has the right to transfer the 
Employee from time to time. in 
accordance with the situation and 
condition and the needs of the 
Company, with prior written 
notification to the Employee. 
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5 

6 

7 

4.4 Pekerja bersedia ditugaskan di Juar lokasi 
kerja seperti yang tertulis di atas, sesuai 
dengan kebutuhan operasi Perusahaan. 

Remunerasl 

5.1 Pekerja berttak menerima upah 
sebagaimana dinyatakan dalam 
Lampiran perjanjian ini. 

5.2 Upah akan dibayarkan ke rekening 
bank yang ditunjuk oleh Pekerja setiap 
akhir bulan sesuai jadwal yang 
ditentukan oleh Perusahaan. 

5.3 Pajak merupakan tanggung jawab 
Pekerja terhadap negara. P.erusahaan 
akan memotong upah Pe erja untuk 
pembayaran pajak penghasilan atas 
nama Pekerja untuk selanjutnya disetor 
kepada kas negara, sesuai etentuan 
peraturan mengenai perpaja a yang 
berlaku. 

5.4 Selain butir 5.3 di atas, se~a 
penghasilan yang diterima oleh pekerJa 
akan dikenakan Pajak sesuai dengan 
ketentuan perpajakan yang berlaku. 

lnfonnasl dan Dokumen 

Pekerja mengakui bahwa seluruh 
memorandum1 catatan-catatan, film-film, foto­
foto, daftar-daftar, bagan-bagan, rum~;Js­
rumu s, gambar-gambar, sketsa-sketsa, 
dokumen-dokumen, informa'si , rahasia 
dagang atau teknik dagaog, serta okumen­
dokumen lain, balk yang dipublikasikan 
maupun tidak, yang diberikan kepadanya 
selama kerja atau sehubungan dengan 
peke~aannya merupakar. rahasla Perusahaan 
dan Pekerja be~anji untuk 
memperfakukannya secara rahasia, serta 
mengembalikannya kepada Perusahaan pada 
sa_"!t berakhimya hubungan keljanya. 

K6kayaan lntelektual dan lndustrl 

Seluruh bahan-bahan dan piranti lunak yang 
diberikan dan dibayar oleh Perusahaan serta 
seluruh bahan-bahan dan piranti lunak yang 
dibuat atau digunakan oleh Peke~a dalam 
bekerja alas nama Perusahaan menjadi dan 
senantiasa merupakan hak milik ekslusif 
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4.4 The Employee transferable for 
assignments to other work locations 
than that mentioned above, in 
accordance with operations 
requirement 

Remuneration 

5. 1 The Employee will be paid a salary 
as stipulated in Attachment in this 
agreement 

5.2 The salary will be payable into the 
Employee's designated bank 
account at the end of each month, 
according to a schedule fixed by the 
Company. 

5.3 Income tax on the salary received by 
the Employee is the responsibility of 
the Employee toward the state. The 
Company shall deduct the 
Employee's salary for the payment 
of income tax on behalf of the 
Employee which shall be 
subsequently paid to the state 
treasury, in acrordance with the 
prevailing regulations on tax. 

5.4 Besides point 5.3 above, all income 
received by the employee shall be 
taxed in accordance with the 
prevailing regulations on tax. 

lnfonnation and Documents 

The Empl yee acknowledges that all 
memoranda, notes, films, photos, records, 
charts, formulas, drawings, sketches, 
sCirl\ware, documents, information, trade 
secrets or techniques, and other 
documents whether published or 
unpublished, made available to him/her 
during or with respect to the performance 
o his/her duties are confidential to the 
Comoany, and he/ he undertakes to treat 
them. acco[dlngly, and return them to the 
Company upon termination of hlsltler 
employment. 

Intellectual and Industrial Property 

All matertals and software provided and 
paid for by the Company and all materials 
and software prepared by or worl<:ed on by 
the Employee on behalf of the Company 
shall be and shall remain the exdusive 
property of the Company. The Employee 
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Perusahaan. Pekelja tidak akan mengambil 
atau memberikan izin untuk diambilnya 
bahan-bahan atau alat-alat dari kantor 
Perusahaan tanpa otorisasi tertulis. 

Tanggung Jawab 

Pekerja akan menggunakan usaha terbaiknya 
dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 
Pe~anjian ini dengan tunduk pada paraturan 
perundang-undangan yang ber1aku dan 
memikul tanggung je;wab penuh atas 
tindakannya. 

9 Ketentuan Umum 

Ketentuan-ketentuan umum lainnya yang 
tidak diatur atau belum cukup diatur dalam 
Perjanjian dan lamplran dari Perjanjian ini, 
sehubungan dengan · masalah 
ketenagakerjaan, serta ha dan kewajiban 
Pekerja, akan merujuk pada Peraturan yang 
ditetapkan oleh Perusahaan kecuali 
ditentukan lain secara khusus dan dituangkan 
secara tertulis dalam b~mtuk addendum yang 
merupakan bagjan yang tidak terpisahkan 
dari perjanjian ini. 

10. Keseluruhan Perjanjlan 

Pe~anjian ini merupakan kesepakatan final 
dan menxeluruh antara Para Pihak serta 
membatall<an dan menggantikan seluruh 
kesepakatan atau pemahaman sebelumnya, 
baik secara lisan maupun tertulis. 

11. Perubahan 

Perubahan terhadap Pe~anjian ini harus 
disepakati secara tertu is antara Perusahaan 
dan Pekerja. 

12. Hukum yang Berlaku 

Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Indonesia. 

13. Bahasa 

Pedanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia 
dan Bahasa lnggris, dengan ketentuan bahwa 
apabila terjadi pertentangan karena 
parbedaan penafsiran bahasa, maka 
Perjanjian yang ditulis dalam Bahasa 
Indonesia yang ber1aku. 
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will not remove or permit to remove any 
material or equipment from the Company's 
offices without written authorisation. 

Responsibility 

The Employee shall use his/her best 
endeavours to perform his/her duties 
under this Agreement in compliance with 
any applicable laws and regulations and 
assumes sole responsibility for her 
actions. 

9 General Terms 

Other general terms neither regulated nor 
sufficiently regulated under this 
Agreement and attachment, which 
relateds to employment issue, rights and 
obligations of the Employee shall be 
referred to Policy stipulated by the 
Company unless otherwise stated 
specifically in writing, being an 
uninseparable part of this agre ment. 

fO. Entire Agreement 

This represents the final and entire 
agreement between the Part1es, also 
cancels and supersedes all prior 
agreements or understandings, orally or 

' wnttenly. 

11. Modification 

/VIy changes to this Agreement must be 
agreed to in writing by both the Company 
and the Employee. 

f 2. Governing La 

The Agreement shall be governed by the 
laws of the Republic of-Indonesia. 

13. Language 

This Agreement is made in both 
Indonesian and English. Should there be 
any inconsistencies due to difference of 
language interpretation, the Indonesian 
version shall prevaiL 
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Demikianlah Pe~anjian ini dibuat atas kesepakatan +his Agreement is made on the basis of the 
Perusahaan dan Peke~a tanpa tekanan dari pihak agreement between the Company and the 
manapun. Employee without pressures from any parties. 

Perusahaa n/Company 
Kallla Bentu Limited 

Oleh/By: 
NamruNa_m_e_:--.-•. -•. -•• -•• -•• -.• -•• -•• -.• -.----------
Jabatanmue: 

Peke~a/Employee 

Oleh/By: -----------
Nama/Name: •••.••••.•.••••.••••.• 
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LAMPIRAN ATTACHMENT 

Nama Name 

NolO NolO 

Golongan Level 

Upah : kotor per bulan Salary : gross per month 

Ketentuan lain yang lidak tercantum daiam Lampiran Other provisions not stated in this Attachment shall 
ini mengacu pada buku "Peraturan Perusahaan· refer to the prevailing Company's Regulation. 
yang ber1aku. 
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